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ABSTRAK

Penggunaan obat yang tidak tepat dan Dberlebihan dapat
mengakibatkan pemborosan sumber daya kesehatan, karena sebagian besar
pasien membayar obat dengan biaya pribadi sehingga dapat menyebabkan
kerugian biaya dan selain itu dapat menyebabkan reaksi obat yang merugikan
dan meningkatkan gangguan kesehatan akibat dari efek samping obat. Selain
itu, penggunaan antimikroba yang berlebihan dapat meningkatkan resistens
kuman terhadap obat ( untuk jenis antibiotika ) dan meningkatkan gangguan
kesehatan akibat dari efek samping obat. Untuk itu WHO merekomendasikan
12 langkah intervensi untuk lebih meningkatkan penggunaan obat secara
rasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
tentang pemahaman penggunaan obat rasional serta penerapan kebijakan RS
terhadap 8 dari 12 langkah intervensi yang direkomendasikan oleh WHO
untuk lebih meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan POR sangat penting untuk dilaksanakan, dan
dipahami secara keseluruhan dan RSUP Persahabatan telah menerapkan 8
dari 12 langkah rekomendass WHO untuk lebih meningkatkan pengunaan
obat rasional sebesar 70,49%.

Kata Kunci : Penggunaan Obat Rasional, Kebijakan, Antibiotik
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Jakarta, 2010 ( Case Study Antibiotic Use In Neonatus War d)

ABSTRACT

Drugs using need to be examined and we aso need a correct data of
quality and quantity of antibiotic use in order the antibiotic that being
recommended by the doctor was safe, rational and effective. Inaccurate drugs
using could cost the patient paid more money than he should be and made the
patient facing the side effect of the antibiotic that have been given by the
doctor, not to mention influencing their own health. Inaccurate antimicrobial
using, could increase the resistance of bacteria against the drugs (the antibiotic
ones), and also force the patient facing the side effect of the drugs. For those
reasons above, WHO recommended 12 steps of intervention promoting
rational drugs use. The purpose of this research was to describe the
understanding of rational drugs use and aso system implementation and
hospital policy of eight out of twelve intervention steps recommended by
WHO to enhance the rational drugs use. The research result showed that POR
policy was so essential, not just to be understood but also need to be properly
and entirely done. They already implemented 8 of 12 steps to promoting
rational use of medicine and show the number of 70,49%.

Keywords: Policy of Rational Drugs Use, Antibiotic
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan, antara lain dengan memenuhi kebutuhan obat yang bermutu, menjamin
ketersediaan obat dengan jumlah dan jenis yang tepat sesua kebutuhan serta
meningkatkan ketepatan, kerasionalan dan efisenss dalam penggunaannya.
(Depkes, 2004).

Dalam pendahuluan Kebijakan Obat Nasional (KONAS) yang dituangkan
dalam Kepmenkes RI No. 189/Menkes/SK/I11/2006, obat merupakan salah satu
komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat adalah bahan
atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki
sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pemulihan, peningkatan
kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi. Akses terhadap obat terutama
obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia.

Tujuan KONAS adalah untuk menjamin: (1) ketersediaan obat, terutama
obat esensial. (2) keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar serta
melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, (3)
penggunaan obat yang rasiona. (KONAS, 2006)

Definisi penggunaan obat rasional menurut WHO, 1985 adalah pasien
mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis
yang sesuai dengan kebutuhannya, dalam satu kurun waktu yang adekuat dan
harga terendah baginya dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan penggunaan obat
tidek rasional adalah pengobatan dengan cara yang tidak sesuai dengan
penggunaan yang rasional sebagaimana didefinisikan diatas. (WHO, 2002)

Kebiasaan penggunaan obat tidak rasional merupakan masalah kompleks
dan meluas di seluruh dunia baik di negara mau ataupun negara berkembang.
Kebiasaan ini merupakan masalah kompleks dengan berbagai faktor penyebab
dan faktor pendorong yang saling mempengaruhi, termasuk didalamnya adalah
faktor yang berasal dari para pelaku atau pemberi pelayanan kesehatan

Universitas Indonesia
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(prescribing writing behavior), sistem pelayanan itu sendiri, faktor pasien dan
faktor sosiokultural masyarakat.

Menurut Hogerzeil (1995), peresepan yang tidak rasional adalah masalah
global. Di beberapa studi baik dari negara mau maupun berkembang,
menggambarkan adanya polifarmasi, penggunaan obat yang tidak sesuai indikasi
atau pengobatan yang seharusnya tidak mahal, penggunaan antibiotik yang tidak
tepat dan pengobatan sendiri yang tidak rasional yang biasanya underdose.
Masalah ini diperburuk dengan adanya pergeseran pengobatan dari sektor publik
kesektor swasta dimana banyak di negara berkembang regulasi dan
pengawasannya belum adekuat, sehingga banyak pembelian obat tanpa resep.

WHO mengestimasikan sekitar |ebih dari 50% obat yang diresepkan,
dibagikan, dan dijual tidaklah tepat. Dan sekitar 50% pasien tidak mengonsumsi
obat dalam aturan yang benar. Dr. Kathleen Holloway mengatakan hanya dua
pertiga populasi di dunia yang mempunya akses pengobatan dan mendapatkan
obat, lebih dari setengahnya mendapatkan peresepan yang kurang tepat. Dan dari
mereka yang mendapatkan peresepan obat, lebih dari setengahnya tidak
mengkonsumsi obat sesuai aturan.

Data trend penggunaan obat menunjukkan bahwa penggunaan obat rata-
rata meningkat dari 2,2 menjadi 2,7 per pasien (1988-2003). Hampir 50%
peresepan disertai oleh antibiotika, seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1. Trend penggunaan obat tahun 1988-2003.

Trends in the use of medicines 1988-2003
Source: WHO/PSM database 2004.
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Sementara itu, data regional WHO tahun 2004 menyimpulkan, rata 50%
peresepan disertai dengan antibiotika di Asia dan hanya 40-50% pasien yang

mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pedoman pengobatan.

Tabel 1.2. Varias pola peresepan secararegional tahun 1990-2004.

Regional variation in prescribing 1990-2004
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Source: WHO/PSM databass August 2004
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World Health Crganization
Department of Madicines Policy and Standards

Z
Rzt

N

Sumber: WHO/PSM database August 2004

Penelitian yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2000 memperlihatkan
hasil bahwa sekitar 60% antibiotika yang tidak perlu diresepkan di Nigeria dan
sekitar 50% di Nepa sehingga ratarata pemberikan antibiotik tidak perlu di
seluruh dunia mencapa angka 50%.

Kurangnya akses terhadap pengobatan yang adekuat dan pengobatan yang
tidak tepat dosis menyebabkan angka kesakitan dan kematian yang cukup serius
pada kasus infeksi dan penyakit kronis, khususnya untuk anak-anak. Penggunaan
obat yang tidak tepat dan berlebihan dapat mengakibatkan pemborosan sumber
daya kesehatan, karena sebagian besar pasien membayar obat dengan biaya
pribadi sehingga dapat menyebabkan kerugian biaya dan selain itu dapat
menyebabkan reaks obat yang merugikan dan meningkatkan gangguan kesehatan
akibat dari efek samping obat. Selain itu, penggunaan antimikroba yang
berlebihan dapat meningkatkan resistensi kuman terhadap obat jenis antibiotika.
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Sedangkan injeksi yang tidak steril menyebabkan transmisi penyakit hepatitis,
HIV/AIDS dan penyakit lain yang berhubungan dengan darah, meningkatkan
gangguan kesehatan akibat dari efek samping obat. (WHO, 2002)

Di Amerika Serikat, kematian akibat efek samping obat mencapai posis
ke-6 sebaga penyebab kematian terbanyak. Dalam sudut pandang keuangan,
biaya akibat dari pemberian obat yang tidak perlu dan obat yang terlalu banyak,
terutama di negara berkembang yang tidak memiliki asuransi kesehatan, sangatlah
tinggi.

Beberapa data yang diberikan oleh Holoway (2004) tentang penggunaan
obat tidak rasional adalah:

- Adanya 2,3 - 4,7 juta kasus baru Hepatitis B dan C dan 160 ribu kasus baru
dari HIV pertahun yang di akibatkan dari 15 milyar injeks pertahun, yang
setengahnya diperkirakan tidak steril.

- Sebanyak 4-10% dari pasien rawat jalan mengalami adverse drug reaction di
negara berkembang. Ini adalah penyebab keempat kematian di Amerika

- Terdapat peningkatan resistens terhadap antimikroba, menjadi 70-90% pada
antibiotik lini pertama untuk disentri (shigella), pneumonia (pneumococcal),
gonorrhea dan infeksi nosokomial (Stap. Aureus)

Sebuah langkah besar terhadap strategi penggunaan obat rasional adalah
ketika WHO menyusun model pertama Daftar Obat Esensial pada tahun 1977
untuk membantu negara-negara untuk menyusun formularium mereka sendiri.
Definis penggunaan obat rasional kemudian disepakati pada Konferens
Internasional di Kenya tahun 1985. Pada tahun 1989 International Network for the
Rationa Use of Medicine dibentuk untuk melakukan penelitian intervensi
multidisiplin untuk mempromosikan penggunaan obat |ebih rasional.

Pengobatan esensial adalah pengobatan yang memenuhi prioritas
kebutuhan pelayanan kesehatan dari populasi. Pengalaman membuktikan bahwa
pemilihan pengobatan esensial yang tepat akan meningkatkan kualitas kesehatan
lebih baik, penatalaksanaan pengobatan terbaik, peningkatan kualitas obat yang
diberikan, serta biaya pengobatan yang lebih efektif. Pengobatan secara rasional
akan meningkatkan perbaikan sistem kesehatan dimana ha ini membutuhkan

kerjasama berbagal pihak.
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Pada tahun 2002, WHO merekomendasikan 12 langkah intervensi kunci

untuk 1ebih meningkatkan penggunaan obat yang rasional

1.

Pembentukan komite nasional multidisiplin untuk mengkoordinasi langkah
kebijakan penggunaan obat.

Penyusunan pedoman terapi standar berdasarkan bukti ilmiah terkini yang
di revisi secaraberkala

DOEN sebagai acuan pemilihan obat.

4. Pemberdayaan Komite Farmasi dan Terapi di rumah sakit.

5. Pembelgjaran farmakoterapi berbasis masalah dalam kurikulum S; tenaga

profesi kesehatan.
Pendidikan berkelanjutan sebagai persyaratan izin menjalankan kegiatan
profesi.

Pengawasan, audit dan umpan balik dalam penggunaan obat.

8. Penyediaan informasi yang jujur dan benar.

9. Edukas dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan obat secara

10.

11.

12.

tepat dan benar.

Langkah regulasi dan penerapannya untuk menghindarkan insentif pada
penggunaan dan penulisan resep obat tertentu.

Regulasi untuk menunjang penerapan berbagai langkah kebijakan
penggunaan obat secararasional.

Alokasi anggaran pemerintah yang memada untuk memastikan

ketersediaan obat esensial serta untuk pelatihan tenaga profesi kesehatan.

Penyakit infeks adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya

mikroorganisme kedalam tubuh dan menimbulkan berbagai gangguan fisioligis

normal tubuh. Pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dengan

cara kuratif yaitu dengan pemberian antibiotik (Wattimena et a, 1991). Menurut

Siregar (2003), penggunaan antibiotika yang rasional dalam terapi kepada pasien

sangat

diperlukan. Pasien harus menerima obat-obatan yang sesual pada

kebutuhan klinik, dalam dosis yang sesuai selama masa terapi penggunaan
antibiotik.
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Sebelum pemberian antibiotik dimulai, harus dipastikan terlebih dahulu
jenis antibiotika yang akan digunakan, dosis, cara dan lama pemberian antibiotik.
Pemberian antibiotik juga ditentukan oleh keadaan klinis pasien, kuman-kuman
yang berperan (parameter mikrobiologis), dan sifat antibiotik tersebut.
Penggunaan antibiotika yang tidak tepat akan menimbulkan dampak negatif yaitu
pertumbuhan bakteri-bakteri yang resisten, efek samping yang berbahaya untuk
pasien.penggunaan antibiotika harus di evaluasi dari waktu ke waktu. (Nelwan,
2006)

Penggunaan obat perlu diteliti dan diperlukan data yang akurat berkenaan
dengan kuantitas penggunaan antibiotika sehingga antibiotika yang ditulis dokter
dalam resep diharapkan rasional, efektif dan aman. (Rahmayani, 2010). Beberapa
penelitian tentang penggunaan antibiotik di rumah sakit antara lain: Evaluas
penggunaan antibiotika pada pasien diare rawat inap anak di RSUP Persahabatan
tahun 2007 dengan hasil penelitian penggunaan antimikroba pada 276 penderita
diare anak yang paling banyak adalah kotrimoksazol (33,33%); Evauas
penggunaan antibiotik pada penderita diare ruang dahlia dan melati di RSUP
Persahabatan tahun 2009 dengan hasil penelitian (1) Berdasarkan golongan dan
jenisnya dari antibiotika yang digunakan di RSUP Persahabatan untuk pasien
diare berasal dari 6 golongan yaitu: sefalosporin generasi ketiga, makrolid,
florokuinolon, kombinasi sulfametoksazol dengan trimetoprim, dapson dan
selfalosporin generasi kedua. Lima antibiotika terbanya penggunaannya dari 9
jenis antibiotika adalah siprofloksasin, seftriakson, metronidazol, Kotrimoksazol
dan Azitromisin, (2) Kesesuaian penggunaan antibiotika berdasarkan kepatuhan
terhadap penggunaan Antibiotika pada pasien diare di ruang Dahlia dan melati
menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 22,61% dan tidak sesuai 77,39%.

Sebagai langkah memonitor dan mengevaluasi program penggunaan
antibiotika telah dibentuk suatu tim Pengendali Resistensi Antimikroba (PRA) di
RSUP Persahabatan tersebut. Tim ini dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan medis khususnya dalam hal pengendalian resistensi antimikroba dan
pengendalian penggunaan antibiotika untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan
kepada pasien. Sebagai salah satu langkah evaluasi penggunaan obat rasional,
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telah dilakukan audit kualitas penggunaan antibiotik di ruang bayi tahun 2009
dengan sampel 21 bayi dan menggunakan metode Alur Gyssens dengan hasil:

e Jenis antibiotika yang digunakan ada 6, yaitu ampisilin-sulbaktam,
amikasin, metronidazol, meropenem, ceftazidim, cefixim oral.
e Jumlah total penggunaan antibiotik sebanyak 58
e Kategori penggunaan antibiotik:
» Kategori | (tepat/rasional)= 37 (63,79%)
Kategori I1la (pemberian terlalu lama) = 1 (1,72%)
Kategori I11b (pemberian terlalu singkat) = 2 ( 3,45%)
Kategori 1Va (kurang efektif) = 1 (1,72%)
Kategori VI ( tidak dapat dievaluasi) = 17 (29,31%)

VV VYV

1.2 Rumusan Masalah

Penggunaan obat yang tidak tepat dan berlebihan dapat mengakibatkan
pemborosan sumber daya kesehatan, karena sebagian besar pasien membayar obat
dengan biaya pribadi sehingga dapat menyebabkan kerugian biaya dan selain itu
dapat menyebabkan reaksi obat yang merugikan dan meningkatkan gangguan
kesehatan akibat dari efek samping obat. Selain itu, penggunaan antimikroba yang
berlebihan dapat meningkatkan resistensi kuman terhadap obat (untuk jenis
antibiotika) dan meningkatkan gangguan kesehatan akibat dari efek samping obat.
Untuk itu WHO merekomendasikan 12 langkah intervensi untuk lebih
meningkatkan penggunaan obat secara rasional.

Hasil audit kualitas penggunaan antibiotik di ruang bayi tahun 2009,
dengan jumlah sampel sebanyak 21 bayi, berkesimpulan bahwa penggunaan
antibiotik rasional sebesar 63,79%, sedangkan target penggunaan antibiotik
rasional adalah 100 %. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penggunaan obat
secararasional untuk kasus tersebui.

Sedangkan untuk tingkat rumah sakit secara umum, penerapan kebijakan
penggunaan obat rasional di RSUP Persahabatan belum diketahui. Sehingga,
penting untuk dilakukan kaian penerapan kebijakan penggunaan obat yang

rasional tersebut.
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1.3  Pertanyaan Penelitian
a. Bagaimana pemahaman tentang kebijakan penggunaan obat rasional di

RSUP Persahabatan?
b. Bagaimana penerapan kebijakan RS terhadap 8 dari 12 langkah
intervenss  yang direkomendasikan oleh WHO untuk lebih

meningkatkan penggunaan obat rasional ?

1.4  Tujuan Pendlitian
1.4.1 Tujuan Umum

Diperoleh gambaran tentang pemahaman penggunaan obat rasional serta
penerapan sistem dan kebijakan RS terhadap 8 dari 12 langkah intervensi yang
direkomendasikan oleh WHO untuk Iebih meningkatkan penggunaan obat yang

rasional.

1.4.2 Tujuan Khusus
a. Diketahui pemahaman tentang kebijakan penggunaan obat rasional di
RSUP Persahabatan.
b. Diketahui penerapan kebijakan RSUP Persahabatan terhadap 8 dari 12
langkah intervensi yang direkomendasikan oleh WHO untuk lebih

meningkatkan penggunaan obat rasional.

1.5 Manfaat Pendlitian

Manfaat secara aplikatif dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan masukan bagi instituss RSUP Persahabatan, dengan mengetahui
gambaran pemahaman penggunaan obat rasional serta penerapan kebijakan
rekomendasi 12 langkah intervensi dari WHO, sehingga dapat menjadi bahan
pertimbangan mangemen dalam meningkatkan mutu dan kualitas layanan
kesehatan.
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1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan RSUP
Persahabatan terhadap 8 langkah dari 12 langkah intervensi yang
direkomendasikan oleh WHO dalam meningkatkan penggunaan obat rasional .

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan
wawancara mendalam, telaah dokumen serta observas untuk mengetahui
pemahaman serta penergpan kebijakan penggunaan obat rasiona terhadap
rekomendass WHO dari pengambil kebijakan di rumah sakit ini. Penelitian ini
dilakukan pada bulan dan Maret - September 2010 oleh peneliti sendiri.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

21. Teori Kebijakan

Barker (1996) menyatakan bahwa " kebijakan adalah serangkaian kegiatan,
pernyataan, regulasi dan bahkan hukum yang merupakan hasil suatu keputusan-
keputusan tentang bagai mana kita melakukan sesuatu”.

Anderson dalam Agustino (2006) juga memberikan definisi kebijakan
sebagal serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang
berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan, rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak tentang
organisasi, pemerintahan, pernyataan citacCita, tujuan, prinsip atau maksud
sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Kamus
besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1991)

Buse, Mays, Wat (2006) membagi kebijakan berdasarkan pembuat
kebijakan, yaitu kebijakan privat dan kebijakan publik. Kebijakan privat
merupakan kebijakan yang dibuat oleh sektor swasta yang ditujukan untuk
perusahaan-perusahaannya sendiri baik dalam maupun luar negeri untuk
meningkatkan pelayanannya. Walaupun demikian, proses dalam pembuatan
kebijakan privat dibuat berdasarkan hukum publik yang dibuat oleh pemerintah.

Berbeda dengan kebijakan privat, kebijakan publik merupakan kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah. Dye yang dikutip oleh Buse, Mays, Walt (2006)
menyatakan bahwa "kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah
untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Dye beranggapan bahwa kesalahan
dalam membuat keputusan maupun bertindak dalam suatu isu juga akan mengarah
pada pembuatan kebijakan.

Suharto (2005) mengidentikkan kebijakan publik dengan kebijakan sosial.
Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja
(framework), petunjuk (guideline), rencana (plan), peta (map) atau strategi, yang

dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah

Universitas Indonesia

Penerapan kebijakan..., Rani Dwiharjanti, FKM Ul, 2010.



11

ke dalam program dan tindakan untuk mencapa tujuan tertentu di bidang
kesegjahteraan sosial.

Lebih lanjut, karena kebijakan publik merupakan keputusan politik yang
dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah, maka kebijakan publik
mempunyai karakteristik khusus bahwa keputusan politik dirumuskan oleh
"otoritas” dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekuitif,
legidatif, para hakim, administrator, penasehat, para rgja dan sebagainya. Mereka
adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik yang mempunyai
tanggung jawab terhadap suatu masalah tertentu, diminta untuk mengambil
keputusan yang mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama kurun waktu
tertentu. (Agustino, 2006).

Kebijakan kesehatan dapat berupa kebijakan privat maupun kebijakan
publik. Kebijakan kesehatan adalah serangkaian tindakan (atau non tindakan)
yang mempengaruhi kumpulan lembaga, organisasi, perusahaan dan rencana
pembiayaan sistem pelayanan kesehatan. Dapat dikatakan, kebijakan kesehatan
merupakan hal di luar dari pelayanan kesehatan itu sendiri, termasuk tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan organisasi sukarela yang memberikan
dampak bagi kesehatan. Ha ini berarti bahwa kebijakan kesehatan
menitikberatkan pada dampak lingkungan dan sosioekonomi terhadap kesehatan
khususnya pelayanan kesehatan. (Walt 1994, p.41, Buse, Mays, Walt 2006, p.8)

Dalam mempelgjari kebijakan publik, Dye dan Anderson yang dikutip oleh
Agustino (2006) menyatakan bahwa ada tiga alasan yang melatarbel akangi, yaitu :
1. Scientific Reasons (Alasan lImiah)

Kebijakan publik dipelgari dengan tujuan untuk menambah pengetahuan
yang lebih mendalam. Kebijakan publik dipelgari mulai dari proses,
perkembangan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat
sehingga akan memperdalam pengetahuan tentang sistem politik dan
masyarakat umumnya. Selain itu, kebijakan publik dapat dipandang sebagai
variabel dependen dan variabel independen. Dikatakan sebagai variabel
dependen bila kebijakan publik ditujukan kepada faktor politik dan
lingkungan yang mempengaruhi isi kebijakan. Sebaliknya, kebijakan publik
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dikatakan sebagai variabel independen jika ditujukan kepada dampak
kebijakan terhadap sistem politik dan lingkungan.

Professional Reasons (Alasan Profesional)

Alasan profesional dapat menjadi dasar jika pengetahuan ilmiah tentang
kebijakan dapat diaktualisasikan dalam pemecahan masalah-masalah sosial.
Oleh karena itu, orang yang menggunakan alasan ini harus mengerjakan
sesuatu yang berguna tentang bagaimana individu, kelompok, atau
pemerintah dapat bertindak untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan suatu
kebijakan.

Palitical Reasons (Alasan Politik)

Kebijakan publik dipelgari pada dasarnya agar setiap perundangan atau
regulas yang dihasilkan dapat tepat guna dalam mencapai tujuan yang sesuai
target. Pertimbangan ini pula yang mengarahkan pada upaya untuk
memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk
mencapal tujuan yang benar. Dalam hubungan dengan pertimbangan politis,
muncullah istilah advokasi kebijakan yang berhubungan dengan apa yang
harus dikerjakan pemerintah, dengan kemajuan kebijakan bidang tertentu,
melalui diskusi, pendekatan dan aktivitas politik. (Agustino 2006, pp.5-6)
Barker (1996) menggambarkan proses pembuatan kebijakan melalui tahap-
tahap berikut yang digambarkan sebagai berikut :

| Issue definition I

P

| Setting objectives |

o

y setting |

pry

| Priori

a

| Defining options |

e

| Options appraisal |

©n

a

| Implementation |

a

| Evaluation |

Gambar 2.1. Stagesin the policy -making proces

Sumber : Barker 1996, The Health Care Policy
Process.
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2.1.1. Implementasi dan AnalisisKebijakan

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan tentang kebijakan
yang mendasar. Kebijakan tersebut bisa tertuang dalam undang-undang atau bisa
berbentuk intstruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.
Baiknya keputusan itu dijelaskan dalam bentuk yang konkrit mengenai masalah-
masalah yang ingin ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapal dan dalam
berbagai cara yang menggambarkan struktur dari proses pelaksanaan. (Wibawa
dikutip dalam Tangkilisan, 2004).

Pengimplementasian kebijakan yang dituangkan dalam produk-produk
hukum atau instruksi-instruksi lainnya bertujuan untuk mengatas masalah-
masalah yang terjadi. Dalam pengimplementasian dibutuhkan input berupa
peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, SDM sebagal pelaksana, SD
keuangan yang akan mendukung pelaksanaan, komitmen pelaku-pelaku yang
terkait serta standar prosedur operasional dan masih banyak lagi. Model skematik
dari pengimplementasi kebijakan menurut William dan Elmore dalam

Tangkilisan, digambarkan seperti dibawah ini.

Policy& || !mplementing 4 Policy
Policy Y
> Delivery

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik
Sumber: Tangkilisan, 2004

Pel aksanaan kebijakan bisa berjalan efektif diperlukan komitmen berbagai
pihak. Pendekatan yang efektif untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan
adalah pendekatan dari bawah ke atas. Target sasaran, pelaksana dan penilai
kebijakan adalah orang yang terkena dampak langsung dari suatu kebijakan.
Mereka yang lebih mengetahui masalah serta pemecahan masalahnya. Mereka
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itulah orang-orang yang akan memberikan komitmen bagi suksesnya pelaksanaan
kebijakan. (Dunn, 2003)

Suatu deskripsi mengenai analisis kebijakan yang disgikan oleh E.S
Quade, menyagjikan dasar kebijakan untuk mendefinisikan analisi kebijakan.
Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan
menygjikan informasi sedemikian sehingga dapat memberi landasan dari para
pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (Dunn, 2003)

Analisis kebijakan mengkombinasikan dan mentransformasikan substans
dan metode beberapa disiplin, dan lebih jauh lagi menghasilkan informasi yang
relevan dengan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah
publik tertentu. Selain hal itu, tujuan analisis kebijakan melebar melampaui fakta,
karena disini para analis kebijakan juga berusaha untuk memproduksi informasi
mengenai nilai-nilai dan serangkaian tindakan yang dipilih. Karena itu, analisis
kebijakan juga meliputi evaluasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang
tujuannya bersifat deskriptif, valuatif dan preskriptif. Anaisis kebijakan
diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk
akal mengenai tiga macam pertanyaan, yaitu :

1. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah
masalah teratasi.

2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian
nilai-nilai.

3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.
(Dunn 2003, p.97)

Dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen dari pertanyaan-
pertanyaan tersebut di atas, seorang analis dapat memakai satu atau lebih dari tiga
analisisdi bawahini :

1. Pendekatan Empiris
Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbaga sebab dan
akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Di sini pertanyaan utama bersifat
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faktual (gpakah sesuatu itu ada ?) dan macam informas yang dihasilkan
bersifat deskriptif.

Pendekatan Valuatif

Pendekatan valuatif terutama ditekankan pada penentuan bobot atau nilai
beberapa kebijakan. Di sini pertanyaannya berkaitan dengan nilai (berapa
nilainya ?) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif.

Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan
yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam
kasus ini pertanyaannya berkenaan dengan tindakan (apa yang harus
dilakukan ?) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif. (Dunn
2003, p.98)

Pendekatan analisis kebijakan lainnya adalah pendekatan yang bersifat

teoritis. Pendekatan ini sangat berguna dan menarik perhatian kita pada fenomena
politik yang penting. Pendekatan teoritik tersebut salah satunyaadalah,

Teori Sistem

2.2.

Kebijakan publik dipandang sebagal reaksi sistem politik untuk kebutuhan
yang timbul dari lingkungan sekitarnya. [nput sistem berasal dari
lingkungannya yang terbuka berupa permintaan dan dukungan yang
kemudian diformulasikan dalam bentuk kebijakan. Lingkungan terdiri dari
semua kondisi dan kejadian luar sampal pada batas sistem politik. Konsep
umpan balik menunjukkan bahwa kebijakan ataupun output sesudah itu dapat
merubah lingkungan dan permintaan yang muncul di dalamnya seperti
karakteristik sistem politik itu sendiri. Output kebijakan dapat menghasilkan
permintaan baru, yang dapat memberikan output kebijakan selanjutnya, dan
seterusnya secara kontinyu, sehingga kebijakan tidak pernah berakhir.
(Agustino 2006, p.20)

Penggunaan Obat Rasional
Pengobatan merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh dokter

terhadap pasiennya berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama anamnesis
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dan pemeriksaan. Dalam proses pengobatan terkandung aspek keputusan ilmiah
yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk
melakukan intervensi pengobatan yang memberi manfaat maksimal dan resiko
sekecil mungkin bagi pasien. Hal tesebut dapat dicapai dengan melakukan
pengobatan yang rasional. (Depkes RI, 2007)

Menurut Setiabudi (2005), penggunaan obat secara rasional adalah
penggunaan obat yang indikasinya sesuai dengan kebutuhan pasien baik dosis,
lama pengobatan maupun biaya.

Penggunaan obat rasional menurut Badan Kesehatan Dunia (World Health
Organization) 1987 yaitu pengobatan yang sesuai indikasi, diagnosis, tepat dosis
obat, cara dan waktu pemberian, tersedia setiap saat dan harga terjangkau. Salah
satu perangkat tercapainya penggunaan obat rasional adalah tersedia suatu
pedoman atau standar pengobatan yang dipergunakan secara seragam. (Depkes,
2007)

Penggunaan obat dikatakan rasional jika tepat secara medik dan memenunhi
persyaratan-persyaratan  tertentu. Masing-masing persyaratan mempunyai
konsekuens yang berbeda-beda.

Konferenss WHO khusus tentang obat di Nairobi 1985 mencanangkan
penggunaan obat secara rasonal, yang kemudian dirumuskan dalam dua hal yang
konstruktif yaitu : (a) Tersedianya obat yang efektif, aman, bermutu, harga
terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan, (b) Obat-obatan tersebut digunakan
secara rasional (tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat pasien dan waspada
terhadap efek samping obat).

Menurut WHO 1985, penggunaan obat dikatakan rasional bila:

- Pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya

- Untuk periode yang adekuat

- Dengan harga yang paling murah untuknya dan masyarakat.
Departemen Kesehatan menjabarkan bahwa secara praktis penggunaan obat
dikatakan rasional jika memenuhi kriteria:

1. Tepat diagnosis

2. Sesuai dengan indikasi penyakit.

3. Tepat pemilihan obat.
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Tepat dosis.

Tepat cara pemberian.

Tepat interval waktu pemberian.
Tepat lama pemberian.

Waspada terhadap efek samping.

Tepat penilaian kondisi pasien.

10. Obat yang diberikan harus efektif dan aman dengan mutu terjamin serta

tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau.

11. Tepat informasi.
12. Tepat tindak lanjut (follow up).
13. Tepat penyerahan obat (dispensing).

14. Pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang dibutuhkan.

Dengan demikian penggunaan obat yang rasional harusiah mencakup hal-hal
sebagal berikut:

a)

b)

d)

Tepat diagnosis

Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk diagnosis yang
tepat.

Tepat indikasi

Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Antibiotik, misalnya
diindikasikan untuk infeks bakteri.

Tepat pemilihan obat

Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis
ditegakkan dengan benar. Dengan demikian obat yang dipilih haruslah
yang memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit.

Tepat dosis

Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek
terapi obat.

Tepat cara pemberian

Obat antasd seharusnya dikunyah dulu baru ditelan. Demikian pula
dengan antibiotika tidak boleh dicampur dengan susu karena akan
membentuk ikatan sehingga menjadi tidak dapat diabsorbsi sehingga

menurunkan efektifitasnya.
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Tepat interval waktu pemberian

Cara pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan praktis
agar mudah ditaati oleh pasien.

Tepat lama pemberian

Lama pemberian obat harus tepat sesual penyakitnya masing-masing.
Waspada terhadap efek samping

Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping yaitu efek yang
tidak diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi.
Penilaian terhadap kondisi pasien

Respons individu terhadap efek obat sangat beragam. Hal ini lebih jelas
terlihat pada beberapa jenis obat seperti teofilin dan aminoglikosida. Pada
penderita dengan kelainan ginjal, pemberian aminoglikosida sebaiknya
dihindarkan karena resiko terjadinya nefrotoksik pada kelompok ini
meningkat secara bermakna.

Tepat informasi

Informasi yang tepat dan benar dalam penggunaan obat sangat penting
dalam menunjang keberhasilan terapi. Sebagai contoh:

0 Peresepan rifampicin akan mengakibatkan urine penderita
berwarna merah. Jika ha ini tidak diinformasikan, penderita
kemungkinan besar akan menghentikan minum obat karena
menduga obat tersebut menyebabkan kencing disertai darah.

0 Peresepan antibiotik harus disertai informas bahwa obat tersebut
harus diminum sampai habis selama satu kurun waktu pengobatan
(one course of treatment), meskipun gejala-gejala klinik sudah
mereda atau hilang sama sekali. Interval waktu minum obat harus
tepat, bila 4 kali sehari berarti tigp 6 jam, untuk antibiotika hal ini
sangat penting agar kadar obat dalam darah berada diatas kadar
minimal yang dapat membunuh bakteri penyebab penyakit.

Tepat dalam melakukan upaya tindak lanjut

Pada saat memutuskan pemberian terapi, harus sudah dipertimbangkan
upaya tindak lanjut yang diperlukan, misalnya jika pasien tidak sembuh
atau mengalami efek samping. Sebagal contoh, terapi dengan teofilin
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sering memberikan gejala takhikardi. Jika hal ini terjadi maka dosis obat
perlu ditinjau ulang atau bisa sgja obatnya diganti. Demikian pula dalam
penatalaksanaan syok anafilaksis, pemberian injeks adrenalin yang kedua
perlu segera dilakukan, jika pada pemberian pertama respons sirkulas
kardiovaskuler belum seperti yang diharapkan.

Obat yang efektif, aman dan mutu terjamin dan terjangkau

Untuk efektif, aman dan terjangkau digunakan obat-obat dalam daftar obat
esensial. Pemilihan obat dalam daftar obat esensial didahulukan dengan
mempertimbangkan efektivitas, keamanan dan harganya oleh para pakar di
bidang pengobatan dan Kklinis.

Untuk jaminan mutu, obat perlu diproduksi oleh produsen yang
menerapkan CPOB (cara pembuatan obat yang balk) dibeli melalui jalur
resmi. Semua produsen obat di Indonesa harus dan telah menerapkan
CPOB.

m) Tepat menyerahkan obat (Dispensing)

Penggunaan obat rasional melibatkan juga dispenser sebagai penyerah
obat dan pasien sendiri sebagal konsumen. Pada saat resep dibawa ke
apotek atau tempat penyerahan obat di puskesmas, apoteker/asisten
apoteker/petugas penyerah obat akan melaksanakan perintah dokter/
peresep yang ditulis pada lembar resep untuk kemudian diberikan kepada
pasien.

Proses penyiapan dan penyerahan harus dilakukan secara tepat agar pasien
mendapatkan obat sebagaimana seharusnya.

Bila petugas salah menimbang obat atau salah membaca resep dapat
berakibat fatal.

Dalam menyerahkan obat juga petugas harus memberikan informasi yang
tepat pada pasien.

Pasien patuh

K etidaktaatan minum obat umumnyaterjadi pada keadaan berikut:

a Jenisdan/ atau jumlah obat yang diberikan terlalu banyak

b. Frekuensi pemberian obat perhari terlalu sering.
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c. Jenis sediaan obat terlalu beragam (misal pada saat bersamaan pasien
mendapat sirup, tablet, tablet hisap, dan obat inhalasi).
d. Pemberian obat daam jangka panjang (misalnya pada penderita
tuberculosis, DM, hipertensi, arthritis).
e. Pasien tidak mendapatkan informasi/penjelasan yang cukup mengenai
cara minum/ menggunakan obat.
f.  Timbul efek samping (misal ruam kulit dan nyeri lambung), atau efek
ikutan (urin menjadi merah karenarifampicin).
Pemberian obat dalam jangka lama tanpa informasi/supervisi tentu sgja akan
menurunkan ketaatan penderita. Kegagalan pengobatan tuberculosis secara
nasional menjadi salah satu bukti bahwa terapi jangka panjang tanpa disertai
informasi/supervise yang memadai tidak akan pernah memberikan hasil

seperti yang diharapkan.

2.3. Pengobatan Tidak Rasional

Secara singkat, pemakaian obat (lebih sempit lagi adalah peresepan obat
atau prescribing), dikatakan tidak rasional apabila kemungkinan untuk
memberikan manfaat kecil atau tidak ada sama sekali, sedangkan kemungkinan
manfaatnya tidak sebanding dengan kemungkinan efek samping atau biayanya
(Vance & Millington, 1986).

Hampir setengah dari semua obat di dunia digunakan secara tidak rasional.
Hal ini dinyatakan ahli kesehatan di WHO dapat mengakibatkan konsekuensi
yang berat: reaks yang tidak diinginkan, resistensi obat, penyakit yang
berlangsung lebih lama dari semestinya bahkan kematian. Biaya yang dikeluarkan
oleh individu dan pemerintah akibat pengobatan yang tidak rasional seharusnya
tidak terjadi dan seringkali sangat tinggi: terutama di negara-negara berkembang
yang pasiennya mengel uarkan biaya kesehatan dari anggaran pribadi.

Termasuk dalam pemberian obat tidak rasional adalah pengobatan yang
kurang tepat (misalnya : pemilihan obat, bentuk sediaan, dosis, rute, interval
dosis, lama pemakaian), pemberian obat yang tidak diperlukan, penyerahan obat
yang tidak tepat, obat tidak tersedia saat dibutuhkan, kesalahan dipensing,

perilaku pasien yang  tidak mendukung, idiosinkrasi pasien,

Universitas Indonesia

Penerapan kebijakan..., Rani Dwiharjanti, FKM Ul, 2010.



21

pel aksanaan/penggunaan obat yang tidak sesuai dengan perintah pengobatan (non
compliance), respon aneh individu terhadap obat, pemantauan yang tidak tepat,
gagal untuk mengenali dan menyelesaikan adanya keputusan terapi yang tidak
tepat (Medisina, 2007).

Menurut Departemen Kesehatan (2007) Penggunaan obat yang tidak
rasional dapat dikategorikan sebagai berikut :

Peresepan berlebih (over prescribing), yaitu jika memberikan obat yang
sebenarnya tidak diperlukan untuk penyakit yang bersangkutan, misalnya
memberikan vitamin sementara pasien tidak menunjukkan ggaa defisiens
vitamin.

Peresepan kurang (under prescribing), yaitu jika pemberian obat kurang
dari yang seharusnya diperlukan, baik daam dosis, jumlah maupun lama
pemberian. Tidak diresepkan obat yang diperlukan untuk penyakit yang diderita
juga termasuk dalam kategori ini. Kasus yang banyak ditemukan dalam kategori
ini adalah pemberian antibiotik oleh petugas hanya untuk tiga hari, padahal
seharusnya diberikan minimal lima hari.

Peresepan majemuk (multiple prescribing), mencakup pemberian obat
untuk indikasi yang keliru, pada kondis yang sebenarnya merupakan
kontraindikas pemberian obat, meberikan kemungkinan resiko efek samping yang
lebih, pemberian informasi yang keliru mengenai obat yang diberikan pada
pasien, dan sebagainya.

Peresepan salah (incorrect prescribing), mencakup pemberian obat untuk
indikasi yang keliru, pada kondis yang sebenarnya kontraindikasi pemberian
obat, memberikan kemungkinan resko efek samping yang lebih, pemberian
informasi yang keliru mengenai obat yang diberikan pada pasien, dan sebagainya.

Pengobatan yang tidak rasional termasuk: pengobatan yang berlebihan dari
penyakit ringan; pengobatan yang tidak adekuat dari penyakit yang serius
penggunaan yang tidak tepat dari obat anti infeksi; penggunaan yang berlebihan
obat injeksi; pengobatan/penggunaan sendiri dari obat-obat yang harus melaui
resep; penghentian lebih awal dari terapi. Data dari beberapa negara menyatakan
hal-hal tersebut sering terjadi dan tidak eksklusif terjadi di negara
berkembang.(WHO,2004)
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2.3.1. Penggunaan Antibiotika

Penggunaan dan pemberian obat adalah wewenang penuh seorang dokter.
Walaupun dalam menyediakan resep dan memberikan obat pada suatu institusi
pelayanan kesehatan/rumah sakit ada mekanisme yang mengaturnya dengan
melibatkan farmasis klinik dan perawat, tetapi hal ini hanya terbatas pada dosis
dan tata cara penggunaan obat antibiotik. Y ang paling mengerti tentang penyakit
yang diderita pasien dan jenis antibiotik yang sesuai untuk membunuh kuman
tersebut tetaplah praktisi/dokter itu sendiri. Untuk itulah dibutuhkan pengetahuan,
ketelitian dan rasionalitas dokter dalam menggunakan suatu antibiotik (Arthur,
2007).

Menurut Purnamawati (2009), pemakaian antibiotik yang tidak rasional
yaitu dengan memakal antibiotik berjenis cakupan luaslbroad spektrum tidak
hanya mematikan kuman yang menyebabkan penyakit pada pasien, tetapi juga
akan membunuh kuman baik/flora normal pada tubuh manusia.

Munaf (2004), telah dilakukan studi penggunaan obat secara rasional,
khususnya penggunaan antibiotika pada pasien-pasien infeksi saluran nafas akut
dan diare akut di 6 puskesmas di daerah-daerah perkotaan, pinggir kota dan
pedusunan di Propinsi Sumatra Selatan bahwa jumlah rata-rata obat per resep 2.7,
persentase kasus yang diberi suntikan adalah 47% dan persentase pasien yang
mendapat antibiotika adalah 49%; 79% dari 140 kasus diare akut diberi
antibiotika. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat penggunaan obat yang tidak
rasional (berlebihan) yang jelas terlihat pada kasus-kasus infeksi saluran nafas
atas akut dan pada kasus-kasus diare akut.

Kama (2005), menemukan 75,9% pengobatan diare non spesifik di
Puskesmas se kabupaten OKU tidak rasional dan bahwa dalam pengobatan
penyakit diare non spesifik, yang menggunakan oralit sebanyak 70,7%, antibiotik
75,1% dan injeksi 2,4%. Ditemukan pula 5 variabel yang berhubungan dengan
penggunaan obat tidak rasiona yaitu pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap
penggunaan obat yang rasional, supervise dan permintaan pasien.

Verbrugh (2007) dalam studinya tentang penggunaan antibiotik dan
masalah resistensi antibiotik dari 4000 pasien yang menggunakan antibiotika,
kebanyakan bukan atas indikasi. Contohnya pada bayi baru lahir rutin diberikan
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antibiotik sefalosporin walaupun mereka sehat, dan pasien yang dirawat pada ICU
secararutin juga diberikan antibiotik tanpa bukti adanya infeksi.

Resiko tertinggi untuk kesalahan medikass ada pada anak-anak.
(Challenges, MA, 2001). Sekarang ini, kesalahan medikasi pada anak sangat
memprihatinkan dibandingkan pada orang dewasa. Studi dari Laporan USP
Medication Error Program (1995-1999) menunjukkan bahwa kesalahan medikasi
yang menyebabkan harm atau kematian pada pasien anak dibandingkan pasien
dewasa sekitar 31% dan 35%, dan KTD (Kegadian Tidak Diinginkan) adverse
drug events not causing harm terjadi tiga kali lebih besar dibandingkan pada
dewasa. (Pediatrics. 2003)

Menurut Tambunan (2005), secara umum, antibiotik digunakan dalam 3 cara,,
yaitu sebagal terapi empiris, terapi definitive dan sebagai profilaksis atau
pengobatan preventif.

e Terapi Secara Empiris

Terapi empiris atau terapi awal, spektrum antibiotik  pilihan sedapat
mungkin mencakup semua kuman pathogen yang dicurigal karena kuman
penyebab secara pasti belum dapat diketahui. Setelah kuman penyebab
dapat diidentifikasi dan uji kepekaan telah diperoleh, harus segera
dilanjutkan dengan terapi definitif dengan memilih antibiotik spektrum
sempit, toksisitas rendah dan cocok untuk pasien dengan
mempertimbangkan faktor-faktor individual.

o Terapi Definitif

Untuk pengobatan definitif, biakan kuman dan uji kepekaan penting untuk

menentukan obat pilihan yang paling tepat. Salah satu kelemahan

pemeriksaan biakan kuman yaitu faktor waktu. Akan tetapi biakan kuman
memerlukan waktu 3-7 hari dan ini cukup menyulitkan terutama bila
menghadapi kasus piel onefritis, demam tifoid, sepsis dan lain sebagainya.

e Terapi Profilaksis

Terapi profilaksis dapat berguna pada keadaan tertentu sedangkan pada

keadaan lain mungkin tidak berguna.
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2.3.2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penggunaan Obat Tidak
Rasional

Menurut Saleh (2001), secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi
penggunaan obat yang tidak rasional antaralain :

Faktor dari pembuat resep (prescriber) antara lain kurangnya bekal
pengetahuan dan keterampilan terapetika petugas semasa pendidikan, kurangnya
penyegaran ilmu selama menjalankan tugas, kurangnya latihan tentang
pengobatan rasional, lemahnya model yang diacu, rasa tidak aman/kurang percaya
diri, dan kurangnya informas yang didapat. Sebagian besar dokter umumnya
lebih banyak mengandalkan pengalaman praktek sehari-hari yang meskipun tidak
keliru tetapi tetap memerlukan dasar/alasan ilmiah yang dapat diterima. Aktivitas
promosi oleh industri farmasi yang menyebabkan adanya kepentingan pribadi bagi
petugas. Tekanan dari pasien dalam bentuk permintaan untuk meresepkan obat-
obat tertentu berdasarkan pilihan pasien sendiri. Sering timbulnya
kekurangyakinan dan kurang percaya pada diri dokter terhadap diagnosis yang
kadang justru tidak diperlukan pasien. Generalisass yang keliru terhadap
pengobatan penyakit-penyakit tertentu atas dasar pengalaman praktek, misalnya
memberikan terapi suntik kepada pasien yang sebenarnyatidak perlu. Terbatasnya
waktu bagi dokter untuk melakukan pemeriksaan secara seksama karena
banyaknya pasien.

Faktor dari sistem supply, antara lain stok obat yang terbatas sehingga
pengobatan dilakukan dengan menggunakan obat seadanya, sistem supply yang
buruk misalnya keterlambatan pendistribusian, dan adanya obat yang rusak atau
kadaluarsa akibat penyimpanan yang buruk atau sistim pendistribusian yang tidak
baik.

Faktor dari pasien/masyarakat, antara lain kekurangtahuan pasien terhadap
praktek-praktek pengobatan sering menimbulkan persepsi yang keliru terhadap
pelaksanaan penggunaan obat secara rasional, sehingga mereka meminta kepada
dokter untuk diberikan tindakan pengobatan yang tidak sesuai dengan Pedoman
Pengobatan. Selain itu adanya kepercayaan dan kebudayaan masyarakat serta
kurangnya waktu konsultasi juga menjadi faktor penyebab dari sisi pasien.
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Kebiasaan penggunaan obat tidak rasiona merupakan masalah kompleks
dan meluas di seluruh dunia baik di Negara maju ataupun Negara berkembang.
Kebiasaan ini merupakan masalah kompleks dengan berbaga faktor penyebab
dan faktor pendorong yang saling mempengaruhi, termasuk didalamnya adalah
faktor yang berasal dari para pelaku atau pemberi pelayanan kesehatan
(prescribing writing behavior), system pelayanan itu sendiri, faktor pasien dan
faktor sosiokultural masyarakat. Faktor lain yang cukup dominan pengaruhnya
yaitu tersedianya obat di pasaran dalam jumlah dan jenis yang melimpah ruah.
(Santoso, 1995, American college of Physician,1998). Bersamaan dengan
peningkatan jumlah obat tersebut, jumlah obat yang diresepkan meningkat pula
secara dramatis dengan konsekuensi kemungkinan peresepan obat yang tidak
bermanfaat atau dosis dan aturan pakai yang tidak sesuai. Dampak yang mungkin
timbul ialah peningkatan timbulnya efek samping obat serta peningkatan biaya
pengobatan.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 1333/SK/X11/1999
tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, menyebutkan bahwa pelayanan farmasi
rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari system pelayanan
kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan
obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmas klinik yang terjangkau bagi
semua | apisan masyarakat.

Pengunaan obat pada anak lebih kompleks dibandingkan dengan dewasa
karena bayi dan anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga
pengobatan pada anak tidak dapat disggarkan begitu sga dengan pengobatan
pada orang dewasa berdasarkan ukuran atau perhitungan matematik. Untuk itu
diperlukan profesionalisme dalam pemakaian obat pada anak mencakup cara-cara
pengobatan yang lege-artis oleh pelaku profesi kesehatan. Profesionalisme
merupakan sikap dan perilaku yang tepat untuk menangani pasien agar diperoleh
diagnosis yang lebih tepat, prognosis yang lebih akurat serta pengobatan yang
lebih efektif aman dan rasional. (Tambunan, 2002).
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2.3.3. Dampak Penggunaan Obat Tidak Rasional

Penggunaan obat dikatakan tidak rasional jika kemungkinan dampak negatif
yang diterima pasien lebih besar dibanding manfaatnya. Dampak negatif disini
dapat berupa:

a Dampak Klinik (misalnya terjadinya efek samping dan resistens

kuman).

b. Dampak ekonomi (biayatak terjangkau).

c. Dampak sosia (Ketergantungan pasien terhadap intervensi obat).

Penggunaan obat yang tidak rasional dapat berdampak pada mutu
pengobatan dan pelayanan, yaitu secara langsung maupun tidak langsung akan
menghambat upaya penurunan angka morbiditas dan mortalitas penyakit tertentu.
Misanya penggunaan antibiotika yang tidak rasiona akan menyebabkan
resistensi bakteri sehingga pada pengobatan berikutnya antibiotik yang sudah
digunakan tadi sudah tidak ampuh lagi (Saleh, 2001).

Selain itu menurut Departemen Kesehatan (2007) dampak lain
penggunaan obat yang tidak rasional adalah terhadap biaya pengobatan,
ketidakrasionalan dalam bentuk pemakaian obat tanpaindikasi yang jelas, ataupun
pemberian obat untuk keadaan yang sama sekali tidak memerlukan terapi obat
merupakan pemborosan yang sangat membebani pasien. Disini termasuk pula
peresepan obat yang mahal padahal obat lain dengan manfaat dan keamanan sama
dan hargalebih murah tersedia

Kemungkinan efek samping dan efek lain yang tidak diharapkan dapat
pula terjadi. Penggunaan obat secara rasional maupun tidak rasional secara
langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan resiko terjadinya efek
samping serta efek lain yang tidak diharapkan, baik untuk pasien maupun
populasi. Pemakaian obat yang sembarangan dapat menimbulkan kelainan kulit
antara lain alergi berupa eritema, yaitu kemerahan pada kulit akibat melebarnya
pembuluh darah (Atmaprawira, 2003). Selain itu bahaya efek samping dari
antibiotik adalah berupa alergi baik ringan maupun berat, mual, muntah, bahkan
kadang diare (Leman M, 2004).

Dampak terhadap mutu ketersediaan obat, salah satu contoh misalnya
ketidakrasionalan penggunaan obat di Puskesmas adalah pemakaian antibiotik
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kepada setiap pasien diare sehingga persediaan antibiotika cepat habis. Jika suatu
saat ada kasus diare spesifik yang memerlukan antibiotika tersebut stoknya sudah
tidak ada lagi, dan akhirnya diganti dengan antibiotika lain yang bukan menjadi
drug of choice dari infeksi tersebut (Depkes, 2000b).

Ketidakrasionalan pemberian obat oleh dokter juga sering memberi
pengaruh buruk bagi pasien maupun populasi berupa dampak psikososial.
Pengaruh buruk ini dapat berupa ketergantungan terhadap intervensi obat maupun
presepsi yang keliru terhadap pengobatan. Salah satu contohnya adalah, sebagian
besar masyarakat telah mengetahui bahwa jika kena diare harus diberi oralit,
namun mereka menganggap bahwa orait bukanlah obat maka biasanya bila
diarenya belum sembuh s anak di bawa ke dokter untuk minta disuntik (Depkes,
2000b).

2.4. Rumah Sakit

Siagian (1992) menyebutkan ada sedikitnya empat sudut pandang yang
dapat dikupas dari definis mangjemen. Pertama, penerapan teori manaemen
harus tetap bersifat situasional, dimana “seni” menggerakkan orang lain berperan
disini. Kedua, mangjemen selalu berkaitan dengan organisasi dimana ada yang
memimpin/mengatur dan ada yang harus menjalankan kegiatan operasional.
Ketiga, keberhasilan organisasi merupakan gabungan antara kemahiran menejerial
pimpinan dan ketrampilan teknis pelaksana. Keempat, kelompok mangeria dan
kelompok pelaksana secara operasiona harus menyatu dalam berbagal tindakan
nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

Rumah sakit itu sebuah tempat, tetapi juga sebuah fasilitas, sebuah
institusi, sebuah organisasi. Definisi yang paling klasik hanya menyatakan bahwa
rumah sakit adalah intitusi (atau fasilitas) yang menyediakan pelayanan pasien
rawat inap. American Hospital Association (1978) menyatakan bahwa rumah sakit
adalah suatu institus yang fungsi utamanya memberikan pelayanan kepada
pasien-diagnostik dan terapeutik-untuk berbagai penyakit dan masalah kesehatan,
baik yang bersifat bedah maupun non bedah. Di pihak lain, Rowland & Rowland
dalam buku Hospital Administration Handbook (1984) menyampaikan bahwa
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rumah sakit adalah suatu sistem kesehatan yang paling kompleks dan paling
efektif di dunia.(Aditama, 2002)

Menurut Alkatiri, dkk, 1997 salah satu pokok kegiatan rumah sakit dalam
melaksanakan misinya ialah keharusan untuk mampu bertahan dan sekaligus
berkembang. Ini dimaksudkan agar rumah sakit mampu menjawab perubahan
lingkungan dan tuntutan para pelanggan baik internal maupun eksternal. Dalam
RS pendekatan secara sistem memberikan suatu bahasa yang dapat dimengerti
dalam memahami berbagai pola hubungan yang kompleks dan pola perubahan
yang sedang maupun yang akan terjadi terhadap atau di dalam rumah sakit. Cara
berpikir seperti ini memudahkan kita untuk memahami secara lebih mendalam
pola-pola yang mendasari berbagai kejadian dan peristiwa yang tengah kita alami.
Pendekatan sistem dalam rumah sakit dapat digambarkan sebagai berikut :

MASUKAN @ LUARAN

HASIL AKHIR

Pelanggan Pelayanan Pasien
sehat & sakit Medik, UGD, sembuh,
Dokter, RawatlInap, cacat,

Pasien
karyawan Rawat jalan, meninggal, — puas/tidak.
luar, Sarana, Kamar Operasi, Sistem RS maju /
Prasarana, Laboratorium, rujukan mundur
Peralatan, Administrasi, terbina oleh
dsb dsb RS, dsb

Lingkungan Luar
Sanak saudara, pihak asuransi, peraturan pemerintah, hukum, masyarakat, dsb

Gambar 2.3 Rumah Sakit sebagai Sistem
Sumber : Alkatiri, Sogjitno, Ibrahim, 1997

Permenkes Rl No. 159b/Menkes/Per/1998, menyatakan bahwa fungsi rumah sakit
adalah:
a.  Menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik,
rehabilitas, pencegahan dan peningkatan kesehatan.
b. Menyediakan tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medik dan
paramedik.
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c. Sebaga tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang
kesehatan.

Mangjemen Rumah Sakit adalah koordinasi antara berbagai sumber daya
melalui  proses perencanaan, pengorganisasian dan  kemampuan untuk
pengendalian untuk mencapai tujuan (Schulz R, 1983).

Daam hal mutu pelayanan kesehatan, Donabedian memperluas tidak sgja
segi mangemen teknis, tetapi juga mangemen hubungan antar manusia,
kemudahan dan kesinambungan pelayanan. (Decker P.J., 1996)

Dalam Donabedian's Aspects of Quality dinyatakan bahwa dalam pelayanan
kesehatan terdiri atas 3 unsur penting yaitu:
a Sructure, kesediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelayanan
kesehatan.
b. Process, menunjukkan bagaimana kinerja profesional dalam melakukan
pelayanan kesehatan sesuai dengan standar-standar yang telah disepakati.
c. Outcome, perubahan pada kondisi pasien setelah menerima pelayanan
kesehatan.

2.4.1. Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit

Dengan meningkatnya pengetahuan dan ekonomi masyarakat menyebabkan
makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian.
Aspek terpenting dari pelayanan farmasi adalah mengoptimalkan penggunaan
obat, dalam hal ini termasuk perencanaan untuk menjamin ketersediaan,
keamanan dan keefektifan penggunaan obat.

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah
sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas
dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang
Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan
farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan
kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan

obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik , yang terjangkau bagi

Universitas Indonesia

Penerapan kebijakan..., Rani Dwiharjanti, FKM Ul, 2010.



30

semua lapisan masyarakat. Farmasi rumah sakit bertanggung jawab terhadap
semua barang farmasi yang beredar di rumah sakit tersebut.
Dengan meningkatnya pengetahuan dan ekonomi masyarakat menyebabkan
makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian.
Aspek terpenting dari pelayanan farmasi adalah mengoptimalkan penggunaan
obat, daam ha ini termasuk perencanaan untuk menjamin Kketersediaan,
keamanan dan keefektifan penggunaan obat.
Pengaturan pemakaian obat yang sesuai di rumah sakit merupakan

tanggung jawab multidisiplin, yaitu :

a Penulisan resep oleh dokter
Dokter mempunyai tanggung jawab menyeluruh untuk mengobati pasien,
meningkat pemberian resep atau perintah pengobatan merupakan bagian
dari rencana pengobatan. Mekanisme untuk meyakini obat yang sesuai
dalam rumah sakit berada pada staf komite medis, biasanya termasuk
komite farmasi dan terapi.

b. Penyediaan dan penyaluran oleh instalasi farmasi.
Instalasi farmasi dibawah pengawasan langsung apoteker, bertanggung
jawab menyediakan dan menyalurkan obat-obatan. Kebijakan dan
prosedur untuk fungsi ini harus disetujui oleh komite farmasi dan terapi.

C. Pemberian obat oleh perawat atau tenaga professional lainnya
Pemberian obat secara umum menjadi tanggung jawab staf keperawatan.
Kepala ruangan mengawasi seluruh fungsi perawatan. Pada beberapa
kasus, kemungkinan dokter yang harus memberikan obat-obat seperti obat
anestesi.

d. Pemantauan efek obat pada pasien oleh tenaga professional.
Aktifitas pemantauan secara primer adalah tanggung jawab dokter,
walaupun demikian diperlukan observasi dan laporan dari personel yang
memberikan obat, dalam hal ini adalah perawat dan dari anggota tim
kesehatan lainnya yang terlibat dalam pengobatan pasien.

Proses penggunaan obat di rumah sakit meliputi serangkaian tindakan, dimulai

dari proses persiapan, penyaluran sampai penggunaan obat oleh pasien.
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Selain itu perlu peran lintas terkait dalam pelayanan farmasi rumah sakit,
yaitu;

a PanitiaFarmas dan Terapi
Panitia farmasi dan terapi adalah organisass yang mewakili hubungan
komunikasi antara para staf medis dan staf farmasi, sehingga anggotanya
terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi yang ada di rumah sakit dan
apoteker wakil dari farmasi rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya.
Dengan tujuan menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat,
penggunaan obat serta evaluasinya dan melengkapi staf profesional di
bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan
obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan.

b. Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit
Panitia pengendali infeksi rumah sakit adalah organisasi yang terdiri dari
staf medis, apoteker yang mewakili farmasi rumah sakit dan tenaga
kesehatan lainnya, yang bertujuan; menunjang pembuatan pedoman
pencegahan infeksi, memberikan informasi untuk menetapkan desinfektan
yang akan digunakan di rumah sakit, melaksanakan pendidikan tentang
pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit, melaksanakan penelitian
(surveilans) infeksi nosokomial di rumah sakit.

c. Panitialain yang terkait dengan tugas Farmasi Rumah Sakit

2.5. Promosi Penggunaan Obat Rasional

Langkah utama menuju penggunaan obat yang rasional dilakukan pada
tahun 1977, dimana WHO menetapkan model pertama daftar obat essensial untuk
membantu negara lain memformulasikan daftar obat essensial yang akan
digunakan di negaranya. Definisi terbaru penggunaan obat rasional disepakati
padaKonferensi Internasional di Kenya tahun 1985.

Tahun 1989, International Network for The Rational use of Drugs
(INRUD) dibentuk untuk melakukan penelitian intervensi multi disiplin untuk
meningkatkan penggunaan obat lebih rasional. Tinjauan dari semua publikas

studi intervens dengan desain studi yang adekuat dipresentasikan dalam
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International Conference for Improving the use of Medicine (ICIUM) yang
pertamadi Thailand tahun 1997.

WHO membuat kebijakan utama yang diadaptasi oleh KONAS (2006)

yaitu 12 langkah intervensi untuk meningkatkan penggunaan obat lebih rasional,

yaitu:
1.

Pembentukan komite nasional multidisiplin untuk mengkoordinasi langkah
kebijakan penggunaan obat.

Penyusunan pedoman terapi standar berdasarkan bukti ilmiah terkini yang
di revisi secaraberkala

DOEN sebagai acuan pemilihan obat.

4. Pemberdayaan Komite Farmasi dan Terapi di rumah sakit.

5. Pembelgjaran farmakoterapi berbasis masalah dalam kurikulum S; tenaga

profes kesehatan.
Pendidikan berkelanjutan sebagal persyaratan izin menjalankan kegiatan
profesi.

Pengawasan, audit dan umpan balik dalam penggunaan obat.

8. Penyediaan informasi yang jujur dan benar.

9. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan obat secara

10.

11.

12.

251.

tepat dan benar.

Langkah regulasi dan penerapannya untuk menghindarkan insentif pada
penggunaan dan penulisan resep obat tertentu.

Regulas untuk menunjang penerapan berbagai langkah kebijakan
penggunaan obat secararasional.

Alokasi anggaran pemerintah yang memadai untuk memastikan
ketersediaan obat esensial serta untuk pelatihan tenaga profesi kesehatan.

Sumber Daya Manusia
Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino (2006) menyatakan

keberhasilan proses implementasi tergantung dari kemampuan memanfaatkan

sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting

dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu

dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia
yang berkualitas. (p.142)
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2.5.2. Ketersediaan Obat

Ketersediaan obat menjadi faktor yang cukup penting dalam POR.
Kebijakan Obat Nasiona (KONAS) sebaga komitmen dan pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang obat merupakan kebijakan yang menyeluruh,
mencakup berbagal unsur meliputi sumber daya, infrastruktur, serta aspek lainnya
yang sgjaan dengan tujuan KONAS yang mencakup antara lain menjamin
ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial.
Menjamin keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar serta melindungi
masyarakat dari penggunaan dan penyalahgunaan obat, serta menjamin
penggunaan obat yang rasional. Menurut Saleh (2001) faktor dari sistem supply,
antara lain stok obat yang terbatas sehingga pengobatan dilakukan dengan
menggunakan obat seadanya, sistem supply yang buruk misalnya keterlambatan
pendistribusian, dan adanya obat yang rusak atau kadaluarsa akibat penyimpanan
yang buruk atau sistim pendistribusian yang tidak baik. Hasil penelitian lain oleh
Wentri A (2001) dan Utomo S (2000) juga membuktikan bahwa ada hubungan

yang signifikan antara kecukupan obat dengan penggunaan obat rasional.

2.5.3. Panduan Klinis

Panduan klinis disebut juga sebagai pedoman pengobatan, menurut
Departemen Kesehatan (2007) bahwa Pedoman Pengobatan adalah petunjuk
terapi yang mengacu pada berbagai penelitian mengenai masing-masing penyakit,
dan hanya memuat pilihan-pilihan terapi yang paling dianjurkan untuk masing-
masing penyakit tersebut, serta kemungkinan terapinya. Sehingga Pedoman
Pengobatan mengandung pengertian sebagal  petunjuk pengobatan (baik
farmakoterapi maupun non-farmakoterapi) yang paling dianjurkan untuk masing-
masing penyakit dan telah terbukti secara ilmiah memberi manfaat terapi yang
maksimal untuk sebagian besar masyarakat serta yang paling ekonomis.

Saat ini RS juga diwgiibkan mempunya Standar Pelayanan Medis (SPM)
dalam memberikan pelayanan kesehatan. Standar Pelayanan Medis tidak identik
dengan buku gjar, textbook ataupun catatan kuliah yang digunakan di perguruan
tinggi, karena SPM merupakan aat/bahan yang diimplementasikan pada pasien,
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sedangkan buku gjar, textbook, jurnal, bahan seminar maupun pengalaman pribadi
adal ah sebagai bahan rujukan / referensi dalam menyusun SPM.

SPM di rumah sakit pada umumnya dapat diadopsi dari pedoman/SPM yang
telah dibuat oleh organisasi profesi masing-masing, tinggal dicocokan dan
disesuaikan dengan kondisi rumah sakit, maka tinggd disepakati oleh anggota
profes (SMF) terkait dan disahkan penggunaannya oleh direktur rumah sakit
tersebut. Dalam menyusun SPM untuk rumah sakit, profesi medis memberikan
pelayanan keprofesiannya secara efektif (clinical effectiveness) dalam hal
menegakkan diagnosis dan memberikan terapi berdasarkan pendekatan evidence-
based medicine. (Firmanda, 2009)

Penggunaan Pedoman Pengobatan secara langsung juga bertujuan untuk
mengoptimalkan alokasi biaya pengobatan, sehingga dengan demikian juga
menekan beban biaya obat yang sebenarnya tidak perlu dikonsumsi karena tidak
pernah dianjurkan dalam pedoman yang ada. (Depkes, 2007)

25.4. Penggunaan Daftar Obat Essensial Nasional Berdasarkan Pilihan
Pengobatan

Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) merupakan daftar obat terpilih
yang paling dibutuhkan dan yang harus tersedia di Unit Pelayanan Kesehatan
sesual dengan fungsi dan tingkatnya. Penerapan DOEN dimaksudkan untuk
meningkatkan ketepatan, keamanan, kerasionalan penggunaan dan pengelolaan
obat yang sekaligus meningkatkan daya guna dan hasil guna biaya yang tersedia
sebagal salah satu langkah untuk memperluas, memeratakan dan meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (Depkes, 2008)
DOEN telah disusun sgak tahun 1980 dan direvis secara berkala oleh
Departemen Kesehatan. DOEN yang terakhir dikeluarkan oleh Departeman
Kesehatan yaitu pada tahun 2008.

2.5.5. Pemberdayaan Komite Obat dan Terapi RS

Komite Obat dan Terapi atau disebut juga dengan Panitia farmasi dan
terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikas antara para staf
medis dan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili
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spesiaisasi yang ada di rumah sakit dan apoteker wakil dari famas rumah sakit,
serta tenaga kesehatan lainnya. Dengan tujuan menerbitkan kebijakan-kebijakan
mengenai pemilihan obat, penggunaan obat serta evaluasinya dan melengkapi staf
profesional di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan
dengan obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan. (Depkes, 2009)

Menurut lampiran Kepmenkes R.I. No. 1197/MENKES/SK/2004 tentang
Sandar Pelayanan Farmas di Rumah sakit, susunan kepanitian Panitia Farmas
dan Terapi serta kegiatan yang dilakukan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi
rumah sakit setempat:

a Panitia Farmas dan Terapi untuk Rumah Sakit yang besar terdiri dari
Dokter, Apoteker dan Perawat, tenaga dokter bisa lebih dari 3 orang yang
mewakili semua SMF yang ada.

b. Ketua Panitia farmasi Terapi dipilih dari dokter yang ada di dalam
kepanitiaan dan jika rumah sakit tersebut mempunyal ahli farmakologi
klinik, maka ketua adal ah Farmakologi. Sekretarisnya adalah apoteker dari
instalasi farmasi.

Fungsi dan ruang lingkup Panitia Farmasi Terapi:

a. Mengembangkan formularium di Rumah Sakit dan merevisinya.

b. Mengevaluas untuk menyetujui atau menolah produk obat baru atau dosis
obat yang diusulkan oleh anggota staf medis.

c. Melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan
mengkaji medical record dibandingkan dengan standar diagnosa dan
terapi.

Kewajiban Panitia Farmasi dan Terapi:

a Memberikan rekomendas pada pimpinan rumah sakit untuk mencapai
budaya pengel olaan dan penggunaan obat secararasional.

b. Mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium
rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotika dan lain lain.

c. Meaksanakan pengkagian pengelolaan dan penggunaan obat dan
memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut.

Menurut Thapa HS, Shrestha RK, Shankar PR. (2009), farmasi rumah
sakit memegang peranan penting untuk memastikan POR di Rumah Sakit, dengan
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menjalankan farmasi oleh mangemen rumah sakit dibawah supervis komite
farmasi dan terapi banyak keuntungannya seperti pengawasan promosi nonethic,
pembuatan regulasi untuk pelayanan obat dengan criteria yang objektif sehingga
pemakaian obat paten hanya terbatas.

2.5.6. Pelatihan Berkelanjutan Untuk Dokter

Menurut Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, menyatakan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang
merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan
harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang
tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan
mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi,
lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan
praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknol ogi.

Menurut Konsil Kedokteran Indonesia (2006), setiap dokter yang
berpraktek wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran yang
diselenggarakan oleh institus pendidikan atau Ilembaga lain yang terakreditas
oleh organisasi profess daam rangka penyerapan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran. Pelatihan berkelanjutan ini dimaksudkan
agar tenaga medis selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkini
sertamemenuhi standar kompetensi profes masing- masing.

2.5.7. Pengawasan, Audit dan Umpan Balik

Pengawasan dan pengarahan adalah suatu proses unutk mengukur
penampilan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan suatu program yang selanjutnya
memberikan pengarahan-pengarahan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat
tercapai. Tugas pokok dan fungs pengawasan dan pengarahan adalah agar
kegiatan-kegiatan dan orang-orang yang melakukan kegiatan yang telah
direncanakan tersebut dapat berjaan dengan bak, dan tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan tidak akan tercapal tujuan yang
telah ditetapkan. (Notoatmojo, 2003).
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Menurut Nawawi, (1992:6), pengawasan merupakan salah satu fungs
manajemen walaupun ditempatkan pada akhir kegiatan tapi dapat dilakukan setiap
saat, baik selama proses maupun sesudah kegiatan berlangsung. Pengawasan
merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan oleh pimpinan unit untuk
menyel enggarakan suatu kegiatan.

Menurut Azwar (1996), menyatakan bahwa pengawasan adalah adanya
kegiatan penilaian dan sekaligus koreks terhadap penampilan karyawan untuk
mencapal tujuan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi pengawasan
merupakan proses untuk mengukur keberhasilan program kemudian dilanjutkan
dengan pengarahan mungkin juga koreksi sedemikian rupa sehingga tujuan yang
telah ditetapkan dapat tercapai.

Muninjaya (2004) mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan
dasarnya addah tanggung jawab pimpinan untuk menjamin semua peraturan,
ketentuan, kebijakan rumah sakit telah dilaksanakan dengan sesuai dengan standar
dan tujuan perencanaan sebelumnya (uraian tugas, program kerja, hasil kerja yang

telah dilaksanakan) dan dilakukan secaraterus menerus.

2.5.8. Edukas Publik M engenai Obat

Kerasionalan penggunaan obat tidak terbatas pada penggunaan obat oleh
tenaga kesehatan (health provider) tetapi juga pada pengobatan sendiri. Dari data
tahun 2001 memperlihatkan bahwa proporsi penduduk yang mengobati sendiri
sebesar 83,88% menggunakan obat. Penduduk di perkotaan lebih banyak
menggunakan obat yaitu 85,04% dibandingkan penduduk pedesaan sebesar
83,02% (2001). Oleh karena itu komunikasi, informas dan edukasi yang efektif
dan terus-menerus merupakan suatu keharusan dalam rangka penggunaan obat
rasional. Apoteker dan tenaga farmasi lainnya memegang peran penting agar
tujuan penggunaan obat secararasional dapat tercapai. (Konas, 2006)

Menurut Dharma BS (2009), lepas dari aman atau tidaknya setiap obat
maka harus disadari setiap obat dapat menjadi racun yang amat berbahaya
bilamana pemakaiannya tidak didukung oleh cara pemakaian yang benar. Oleh
sebab itu bagi orang awam perlu diberikan informasi tentang hal apa saja yang

diperlukannya dalam usaha untuk memperoleh pengobatan secara optimal.

Universitas Indonesia

Penerapan kebijakan..., Rani Dwiharjanti, FKM Ul, 2010.



38

2.5.9. Menghindari Insentif Finansial
Hambatan terbesar penerapan penggunaan obat rasiona berdasarkan

survey WHO adalah intervensi promosi pabrik obat. Didalam Kode Etik
Pemasaran Usaha Farmas Indonesia masih dibenarkan untuk memberikan
dukungan dana untuk menghadiri pertemuan ilmiah, walaupun tidak boleh
mensyaratkan/mengkaitkan dengan kewagjiban untuk mempromosikan atau
meresepkan suatu produk. Disebutkan juga bahwa pemasaran farmasi tidak boleh
menawarkan hadiah/penghargaan, insentif, donasi, finansial dan bentuk lain yang
segjenis kepada profes kesehatan dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran
penggunaan obat/produk perusahaan yang bersangkutan.

Hal yang sama juga dinyatakan dengan SK Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan No. Hk.00.05.3.02706 Tahun 2002 pada bab 4 pasa?7 ayat 1,
promos obat berupa sponsor kegiatan utnuk penyebaran informas obat hanya
dibenarkan sebagal kegiatan ilmiah.
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BAB |1
KERANGKA TEORI, KERANGKA PIKIRAN
DAN DEFINISI ISTILAH

3.1 KerangkaTeori

Berikut kerangka teori yang dihubungkan dengan penyelenggara
kebijakan Penggunaan obat rasiona padaPPK RS:

INPUT | — | PROSES OUTPUT

v

—*I

| —> nan Kesehatan
|

1. SDM

2. Dana ‘ -
3. Saran
4, Metth

r o
Urre

Gambar 3.1 Kerangka Teori

Sumber : Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2003 dan Anwar,
Administrasi Kesehatan Masyarakat, 1996.

Berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan menyangkut pelayanan kesehatan,
peneliti menyimpulkan hal tersebut dengan pendekatan sistem sebagal upaya
menghasilkan pelayanan kesehatan yang baik. Jika sistem kesehatan dipandang
sebagai suatu upaya untuk menghasilkan pelayanan kesehatan seperti penggunaan
obat secara rasional, maka yang dimaksud elemen-elemen atau bagian-bagian
sistem tersebut, antaralain :

a. Masukan adalah perangkat administrasi yaitu tenaga, dana, sarana dan metode

atau dikenal pula dengan istilah sumber, tata cara dan kesanggupan.
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b. Proses adalah fungsi administras yang terpenting ialah perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

c. Keuaran adalah pelayanan kesehatan yaitu yang akan dimanfaatkan oleh
masyarakat. (Azwar, Azrul, 1996)

Selain itu, sebagai upaya untuk menghasilkan informasi yang relevan tentang
kebijakan terutama berhubungan dengan penyel enggaraan penggunaan obat secara
rasional dilakukan dengan prosedur analisis tertentu. (Dunn, 2003).

3.2 Kerangka Pikir

Gambar 3.2 Kerangka Pikir
Sumber: Diubah dari Dunn, pengantar Analisis kebijakan Publik dan Anwar,
Administrasi Kesehatan Masyarakat, 1996

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem yang dipandang sebagai
upaya untuk menghasilkan pelayanan kesehatan. Hasil dari upaya pelayanan
kesehatan yang dimaksud disini adalah pelayanan penggunaan obat secara
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rasional. Elemen-elemen untuk menghasilkan pelayanan penggunaan obat rasional
antara lain terdiri dari elemen input dan proses. Elemen input antara lain
Kebijakan khusus RS tentang POR, Sumber Daya Manusia (Dokter Penanggung
Jawab, pembentukan Komite Farmas Terapi), Sarana (fasilitas yankes dan
penunjang laboratorium) dan Ketersediaan obat dan Panduan Klinis. Sedangkan
elemen proses antara lain penerapan panduan Kklinis /SPM, penggunaan DOEN
berdasarkan pilihan pengobatan, Kegiatan Komite Obat Dan Terapeutik RS,
pelatihan berkelanjutan untuk dokter, supervisi, audit dan umpan balik, edukasi
publik mengenai obat.

Kesemua hal tersebut diatas adalah rangkaian upaya untuk menghasilkan
informasi yang relevan mengenai implementasi dari suatu kebijakan, dalam hal ini
kebijakan yang dimaksud adalah Kebijakan Obat Nasional khususnya penggunaan

obat rasional.

3.3  Définisi Istilah
1. Kebijakan POR adalah keputusan mangemen rumah sakit untuk
berkomitmen menerapkan POR di RSUP Persahabatan
Cara ukur : Pedoman wawancara dan telaah dokumen
Informan : Direktur Medik dan Keperawatan, Ketua Komite Medik,
Ketua Komite Mutu dan Keselamatan, Kepala Bidang
Pelayanan Medik, Kepala Instalasi Farmasi, Ketua Tim
Pemantauan dan Pengenddian Infeksi,, Ketua Tim
Penanggulangan Resistenst Anti Mikroba, Ketua Sub
Komite Farmasi dan Terapi, Dokter pelaksana pada bagian
Perina (1 Orang)

2. SDM (Dokter Perina) adalah pemahaman dokter pelaksana tentang
pengertian POR dan kebijakan khusus POR di Bagian Perina.
Caraukur : Pedoman wawancara dan Observasi

Informan : Dokter Pelaksana bagian Perina, Kepala Bidang Pelayanan
Medis, Kepala Komite Mutu.
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3. SDM (Komite Farmas dan Terapi) adalah adanya suatu panitia atau
komite khusus yang di bentuk oleh RS untuk melaksanakan kebijakan
POR.

Caraukur : Pedoman wawancara dan Observasi

Informan : Direktur Medik dan Keperawatan, Ketua Komite Medik,
Ketua Komite Mutu dan Keselamatan, Kepala Bidang
Pelayanan Medik, Kepala Instalasi Farmasi, Ketua Tim
Pemantauan dan Pengendalian Infeksi, Ketua Tim
Penanggulangan Resistenss Anti Mikroba, Ketua Sub
Komite Farmas dan Terapi, Dokter pelaksana pada bagian
Perina (1 Orang)

4. Sarana (Fasilitas dan Alat Kesehatan) adalah ketersediaan fasilitas dan
alat kesehatan di bagian Perina dalam melaksanakan POR.
Cara Ukur : Pedoman wawancara, observasi dan telaah dokumen.
Informan : Dokter Pelaksana bagian Perina, Kepala Bidang Pelayanan
Medis, Kepala Komite Mutu.

5. Sarana (penunjang laboratorium) adalah adanya fasilitas laboratorium
yang memadal dan menunjang pelaksanaan POR di Bagian Perina.
Cara Ukur : Pedoman wawancara, observas dan telaah dokumen.
Informan :Dokter Pelaksana bagian Perina, Kepaa Bidang

Pelayanan Medis, Kepala Komite Mutu.

6. Ketersediaan obat adalah kecukupan dan keseuaian pemakaian obat
dengan formularium di bagian Perina untuk menunjang pelaksanaan
POR.

Cara Ukur : Pedoman wawancara dan observasi
Informan : Dokter Pelaksana bagian Perina, Kepala Bidang Pelayanan
Medis, Kepala Komite Mutu.
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7. Panduan Klinis adaah adanya pedoman atau SPO atau SPM yang
disahkan oleh direktur utama RS,
Cara Ukur : Pedoman wawancara dan observas
Informan : Dokter Pelaksana bagian Perina, Kepala Bidang Pelayanan
Medis, Kepala Komite Mutu.

8. Peneragpan Panduan Klinis adalah penerapan pedoman atau standar

pelayanan medik dalam menjalankan terapi pengobatan.

Cara ukur: Pedoman wawancara telaah dokumen dan observasi.

Informan: Ketua Komite Medik, Ketua Komite Mutu dan
Keselamatan, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala
Instalass  Farmasi, Ketua Tim Pemantauan dan
Pengendalian Infeksi, Ketua Tim Penanggulangan
Resistenst Anti Mikroba, Ketua Sub Komite Farmasi dan
Terapi, Dokter pelaksana pada bagian Perina(1 Orang)

9. Penggunaan daftar obat essensia nasional berdasarkan pilihan
pengobatan adalah kesesuaian pemakaian obat esensial di rumah sakit,
baik yang mengacu pada DOEN, maupun formularium yang telah
ditetapkan penggunaannya di RSUP Persahabatan.

Cara Ukur : Pedoman wawancara, dan telaah dokumen.

Informan: Direktur Medik dan Keperawatan, Ketua Komite Medik,
Ketua Komite Mutu dan Keselamatan, Kepala Bidang
Pelayanan Medik, Kepala Instalasi Farmasi, Ketua Tim
Pemantauan dan Pengenddian Infeksi, Ketua Tim
Penanggulangan Resistenss Anti Mikroba, Ketua Sub
Komite Farmasi dan Terapi, Dokter pel aksana pada bagian
Perina (1 Orang)

10. Pemberdayaan Komite Obat dan terapi RS adalah adanya program
kerja, kegiatan-kegiatan dan evaluasi Komite Obat dan Terapi RS.

Cara ukur: Pedoman wawancara, observasi dan telaah dokumen.
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Informan: Direktur Medik dan Keperawatan, Ketua Komite Medik,
Ketua Komite Mutu dan Kesedlamatan, Kepala Bidang
Pelayanan Medik, Kepala Instalasi Farmasi, Ketua Tim
Pemantauan dan Pengendalian Infeksi, Ketua Tim
Penanggulangan Resistenss Anti Mikroba, Ketua Sub
Komite Farmasi dan Terapi, Dokter pelaksana pada bagian
Perina (1 Orang)

11. Pendidikan berkelanjutan untuk dokter adalah pendidikan lanjut yang
diikuti oleh seluruh dokter dalam rangka untuk meningkatkan
kompetensi dan pengetahuan tentang pengobatan terkini.

Cara ukur: Pedoman wawancaradan telaah dokumen.

Informan: Direktur Medik dan Keperawatan, Ketua Komite Medik,
Ketua Komite Mutu dan Keselamatan, Kepala Bidang
Pelayanan Medik, Kepala Instalasi Farmasi, Ketua Tim
Pemantauan dan Pengendalian Infeksi, Ketua Tim
Penanggulangan Resistenss Anti Mikroba, Ketua Sub
Komite Farmasi dan Terapi, Dokter pel aksana pada bagian
Perina (1 Orang)

12. Pengawasan, audit dan umpan balik adalah adanya pengawasan atau
monitoring dan evaluasi yang dijalankan oleh pihak yang terkait baik
dari internal maupun eksternal rumah sakit untuk pemantauan
penggunaan obat secararasional.

Cara ukur: Pedoman wawancara dan telaah dokumen.

Informan: Direktur Medik dan Keperawatan, Ketua Komite Medik,
Ketua Komite Mutu dan Kesedlamatan, Kepala Bidang
Pelayanan Medik, Kepala Instalasi Farmasi, Ketua Tim
Pemantauan dan Pengendadian Infeksi,, Ketua Tim
Penanggulangan Resistenss Anti Mikroba, Ketua Sub
Komite Farmasi dan Terapi, Dokter pel aksana pada bagian
Perina (1 Orang)
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13. Edukasi publik mengenai obat adalah pemberian keterangan / edukasi
khusus yang diberikan oleh bagian terkait.
Cara ukur: Pedoman wawancaradan telaah dokumen.
Informan: Direktur Medik dan Keperawatan, Ketua Komite Medik,
Ketua Komite Mutu dan Keselamatan, Kepala Bidang
Pelayanan Medik, Kepala Instalass Farmasi, Ketua Tim
Pemantauan dan Pengendalian Infeksi, Ketua Tim
Penanggulangan Resistenss Anti Mikroba, Ketua Sub
Komite Farmasi dan Terapi, Dokter pelaksana pada bagian
Perina (1 Orang)
14. Menghindari insentif finansial adalah masih ada tidaknya bantuan dari
industri farmasi untuk dokter dalam bentuk kegiatan ilmiah.
Cara ukur: Pedoman wawancara
Informan: Direktur Medik dan Keperawatan, Ketua Komite Medik,
Ketua Komite Mutu dan Keselamatan, Kepala Bidang
Pelayanan Medik, Kepala Instalasi Farmasi, Ketua Tim
Pemantauan dan Pengenddian Infeksi, Ketua Tim
Penanggulangan Resistenst Anti Mikroba, Ketua Sub
Komite Farmasi dan Terapi, Dokter pelaksana pada bagian
Perina (1 Orang)
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BAB 4
METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Disain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bermaksud
untuk menggali lebih dalam penerapan kebijakan RS terhadap 8 dari 12
langkah intervensi dari WHO untuk meningkatkan penggunaan obat secara
rasional dan variabel akan terus berkembang sampai tidak ditemukan lagi

masal ah atau informasi baru.

4.2  Waktu dan L okas Penelitian
Penelitian ini di lakukan di RSUP Persahabatan Jakarta pada bulan
Maret — September 2010.

4.3 I nforman Penelitian

Informan Penelitian adalah orang — orang terkait dengan data yang
dibutuhkan seperti:
Direktur Medik dan Keperawatan
Bidang Pelayanan. Medik
Komite Medik
Komite Mutu
Komite Farmasi Terapi
Instalasi Farmasi
Tim Pengendali Infeksi

© N o g M w D PF

Tim Pencegahan Resistensi Antimikroba
9. Dokter Penanggung Jawab Bagian Perina
Pemilihan key informan dilakukan berdasarkan kesesuaian dan

ketepatan sebagai pengambil keputusan.
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4.4  Pengumpulan data

44.1. Sumber Data
Dalam pengumpulan data pada penelitian jenis kualitatif
dilakukan dengan menggunakan metoda:

1) Pengamatan pasif. Pengamatan di lakukan terhadap proses dan
peneliti terlibat seadanya sebagaimana layaknya "orang dalam®
dengan kegiatan sehari-hari dari orang yang sedang diamati atau
yang menjadi sumber data penelitian. Pengambilan data tidak
langsusng tetapi dilakukan pengamatan secara bertahap (tahapan
observasi) sampa keadaan tempat memungkinkan untuk
pengambilan data tanpa diketahui mempunyai maksud untuk
dilakukan penelitian

2) Telaah Dokumen. Telaah dokumen dengan melihat dokumen lain
yang terkait dengan permasalahan

3) Wawancara mendalam tentang variabel yang ada dan data yang
diterima dari RS secara menyeluruh. Pemilihan dilakukan

berdasarkan kesesuaian dan ketepatan sebagai pengambil keputusan.

4.4.2. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut;
Meminta ijin penelitian dahulu di Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP
Persahabatan di awa tahun Januari 2010, Setelah ijin didapatkan, penelitian
dimulai dengan mendapatkan data sekunder audit kualitas penggunaan antibiotika
di ruang bayi tahun 2009. Kemudian dilanjutkan dengan observas kegiatan
beserta data-data sekunder di Bagian Perina. Setelah itu penulis mengambil data

primer berupa hasil wawancara mendalam pada beberapa informan yang terpilih.

4.5. Pengolahan Data

Dadam pengolahan data yang dikumpulkan, penelitian menggunakan
bantuan komputer. Data yang telah dikumpulkan baik dari aat perekam maupun

dokumen kemudian dilakukan reduksi (data reduction) dengan membuat
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transkrip. Setelah itu, hasil dari reduksi data tersebut diorganisasikan ke dalam
bentuk matriks (data display). (Bungin 2007, p.69-70)

4.6. Validitas Data

Vdliditas data dalam penelitian ini di uji dengan melakukan triangulas
(Kresno, 1999) yang terdiri dari 3 aspek:

a) Triangulasi sumber: dilakukan dengan cara mengambil informasi dari
informan yang berbeda untuk dilakukan check cross data sehingga data
yang didapat akan memperkuat atau tidak adanya kontradiksi satu
dengan yang lain.

b) Triangulasi metode: dengan menggunakan metode teknik wawancara
mendalam dan melakukan telaah dokumen yang berupa data dari
rekam medis, data laporan, protap, daftar formularium obat dan
dokumen- dokumen lainnya.

c) Triangulas analisis, anadlisa data yang ada dalam penelitiann ini
dilakukan oleh peneliti dengan meminta pendapat pakar mengenal
interpretasl data dengan tujuan menghindari subjektivitas dalam
analisa data.

4.7. Analisis Data

Setelah semua data telah terkumpul dan diolah, maka tahap selanjutnya
adalah analisis data. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan
menggunakan teknik Analisis Isi (content Analysis). Analisis ini dimulai dengan
menemukan simbol-simbol yang dipaka dalam komunikasi dari data yang telah
berbentuk matriks sesuai dengan variabel yang ditditi, kemudian
mengklasifikasikan sesual dengan variabel dan kemudian dilakukan analisis.
(Bungin, 2007)

Untuk analisa evaluas penerapan kebijakan POR dilakukan pembobotan
dari 12 variabel penelitian pada input maupun proses, dengan penilaian, bila hasil
wawancara mendalam dan telaah dokumentasi/observasi sudah ada/sesuai maka
akan dinilai 2 (dua), sehingga nilai bobot keseluruhan berjumlah 24 (duapuluh
empat).
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BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
5.1.1 Sgarah singkat Rumah Sakit Umum Pusat Per sahabatan
Dibangun tahun 1961 atas bantuan Pemerintah Rusia kepada erintah

Indonesia. Penyershan secara resmi pada tanggal 7 Novem ang
kemudian dikenal sebagai hari jadi RSUP Persahabatan. atan
ditetapkan menjadi RS Swadana sgjak tangga 2 ber 1992 gan SK

Menkes RI No. 747/Men.Kes/SK/1X/1992. un 20 dengan Peraturan

Perusahaan Jawatan, status

6 dengan

05 tentang

\ i
| S| Q
<
up misi Departemen Kesehatan Republik Indonesia,
usk , moto, visi dan misi RSUP Persahabatan sebagal

Menjadi rumah sakit terdepan dalam menyehatkan masyarakat dengan
unggulan respirasi kelas dunia.

2. Misi:
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam

bidang kesehatan secara professional dan berorientasi pada pasien.
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3. Tujuan:
1) Memberikan pelayanan kesehatan prima dengan menerapkan upaya
menjaga mutu dan keselamatan berkel anjutan.
2) Menjadi rujukan utama dalam pelayanan kesehatan-respirasi di

Indonesia.

3) Memimpin dalam pendidikan dan penelitian bidafg kese
di Indonesia.

4. Untuk mendukung visi dan misi, RSUP Persahabatan. mempunyai motto
at).

)
anti junjung tinggi
eti ama,

tanomemilki  kompetensi

“Caring with friendship” (Melayani
Motto ini mengandung nilai-nilai:

a. Jujur; setiap karyawan

k\m pelayanan yang tulus bagi keselamatan, kepuasan dan
kenyamanan pelanggan,
e. Loyal; setigp karyawan RSUP Persahabatan senantiasa memiliki

komitmen dan kesetiaan kepada RSUP Persahabatan.

5.1.3 SDM RSUP Persahabatan Jakarta
Data kepegawaan yang ada di RSUP Persahabatan tahun 2010 adalah
sebagai berikut :
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Tabedl. 5.1 Ketenagaan RSUP Persahabatan per 1 Desember Tahun 2010

HONOR/ LAIN-
NO. | JENISTENAGA PNS | (ONTRAK | LAIN | MAGANG | JUMLAH
1 | MEDIS
a. Dokter Umum 32 5 0 0 37
b. Dokter PPDS 0 0 84 0 84
c. Dokter Ahli 110 2 0 5 117
d. Dokter Gigi 9 0 QO 9
e. Dokter BSB 0 0 1 1
Sub Total (1) 151 7 \\ Y 248

8y
NO. JENISTENAGA PNS HRNOR/ Ai\':llﬁ\ I\MNG JUMLAH

KONTRAK
2 | PERAWAT 481 64 0 1 646
3 | PENUNJANG MEDIS 155 (1 61 0 216
4 | NON MEDIS 459 237 0 6 702
Sub Total (2-4) 1095 462 oo 7 1564

TOTAL 1246/ 469 85 |\ 12 1812

Sumber: Bagian SDM RSUP Persaha

O
DN

nasi atan respirasi, RSUP
aupun fasilitasnya dibidang

5.1.4 Pelayanan Unggulan

¢anggih dan mutakhir (Bronkoskopi, TBLB, sleep
\ surgery, Laboratorium Tuberkulosis, New

ain).

‘ S N
ect ini RSUP. P
. Institut Kesehatan Respirasi (Institute of Respiratory Diseases)
Sesual visinya sebagai center of excellence yang memberikan dan

mengembangkan pelayanan, pendidikan dan riset di bidang kesehatan
respirasi nasional bertaraf dunia yang ramah lingkungan (green environment),
maka institut ini akan menjadi pusat riset kesehatan respiras dan pusat
keilmuan dan pendidikan dengan pendekatan terpadu dalam bidang kesehatan

respirasi, yang memfasilitasi dan melaksanakan berbaga jenjang pendidikan
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di bidang kesehatan respiras dan menghasilkan ilmuwan dan praktisi di
bidang kesehatan respirasi.

2. Pusat pelayanan dan kagian diagnostik respirasi terpadu (Integrated
Respiratory Diagnostic Center), meliputi pelayanan diagnostik respiras
terintegras dan terpadu, baik invasif maupun noninvasif.

3. Pusat pelayanan kardiorespirasi terpadu (Integrated Cardiorespiratory

Center) meliputi pusat pelayanan terintegrasi untuk transptantasi p
4. Pusat pelayanan infeksi paru (Respiratory Infectio ' ter)
khususnya dalam menghadapi kasus infeks kh ging &

R-XDR TB,

kese ;g adadi RSUP
&%ﬁ

@ at tidur (termasuk Griya Puspa)

reemerging respiratory diseases), seperti avian influ
dan HIV/AIDS).

515 Fadlitasdan jenispelayanan
Hingga saat ini, fasilitas'de

meliputi :

1. Layanan GAWAT D

2. Layanan RAWAT P

Pelayan
dan 50@
1) [ '
K :
I

: elas 12 TT

Kel 2T TT

@ 6) KelasSuper VIP : 2 TT
7) ICU/ICCUMHCU : 15 TT

8) NICU . 2TT

9) Isolas c 12 71T

10) Intermediate . 10TT

3. Layanan RAWAT JALAN SPESIALISTIK terdiri dari :
1) Klinik Bedah : Umum, Digestif, Tulang, Plastik, Onkologi, Tumor,
Thoraks, Syaraf, Anak, Urologi.
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
4. Pusat

ot
"GRIYA PUSP, i A
Jalan kelas Eksekt
R %kel ok
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Klinik Penyakit Dalam : Tropik, Endokrin, Gastro Enterologi,
Reumatik, Hematol ogi

Klinik Kesehatan Anak dan Imunisasi

Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan : Obstetri, Ginekologi,
Onkologi, KB

Klinik Mata

Klinik THT < <é fi
Klinik Syaraf \

Klinik Jantung X

Klinik Kulit dan Kelamin

Klinik Gigi dan Mulut, Bedah Mulut; Gigi Anak

Klinik K esehatan Jiwa, Psik kas Narkot@
Klinik Paru, Asma @
Klinik Konsultas Gi @
Klinik Akupunktur Q @
Klinik Rehab .4\

Q -
KIinikAn&st %
K @ ioha Layanan Spesidistik Terpadu

%

= VIPI& I 10 TT

5. Layanan PEMERIKSAAN MEDIK TERPADU (MEDICAL CHECK UP)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

SmpleMedical Check Up

Basic Medical Check Up

Executive Medical Check Up
Coronary Risk Medical Check Up
Pre Employment Medical Check Up
Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah
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6. Layanan KAMAR BEDAH dan PERAWATAN INTENSIF

1) Kamar Bedah : 10 Kamar & 10 TT (Ruang Pulih)
2) ICU . 5 1T
3) ICCU 8 TT
4) HCuU 2 TT
5) Haemodiaisa 7 TT

<
5.1.6. Bagian Perinatologi %
Bagian Perinatologi RSUP Persahabatan as% i 3 Ruang
A dan

Anggrek dibawah naungan Instalasi Rawat |
langsung SMF Anak.

awah pengawasan

Y 4

Gambar 5.1. Struktur Organisasi Ruang Perinatol ogi
Sumber: Profil Bagian Perinatologi, 2010
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K etenagaan Bagian Perina

Jumlah dokter perinatologi
Jumlah dokter (sertifikat perina)
Jumlah dokter umum

Jumlah perawat

55

. 2 orang (total dokter anak 9 orang)
: 1 orang (1 sedang fellow )

: 2 0rang
: 22 (pelatihan NICU =3).

Tabel. 5.2 Ketenagaan Perawat Ruang Perinatol ogim

Patatinan

No | Kode Perawat Jabatan P$n a%iﬁi
1 |A PJR Perinatologi D3 K eperawatan.
2 |B Koordinator Askep 3 Keperawatan Pelatihan NICU
3 |c KetuaTim | D3 Képerawatan | Pelatihan NICU
4 |D AnggotaTim | ESE’K {
5 |E Anggota TLmJ\ D\SkébéraNataﬁ %&ihm ICU
6 |F Anggot D§ I}(eper an
7 |G Anggota\th I// WK e@@NataQ))
8 |H Anggota Tim . D3 Kiebidanan"
9 |1 AnggotaTim | D3 K eperawatan
10 |J -Anggota Tim| D3 Keperawatan
11 | K \M\ggo\ta iml eperawatan
12 |t — [ AnggotaTimt N\ \|'D3 Keperawatan
13 M [ Ua Ti D3 Keperawatan
14 |N 1\ AnggotaTim 1. D3 Keperawatan | Pelatihan NICU
15 |0 oo /)] Anggota Tim T’ D3 Keperawatan | Pelatihan ICU
16 | P Anggota Tim |1 D3Keperawatan | Pelatihan NICU
17 o ) gota Tim 1! D3 Kebidanan
18 R ) “Anggota Tim I1 D3 Kebidanan
195 NAnggota Tim 1 D3 Kebidanan
Q@J T AnggotaTim Il D3 Kebidanan
\ 21 |U Anggota Tim Il D3 Keperawatan
22 |V Anggota Tim Il D3 Keperawatan

Sumber : Bagian Perinatologi IRIN A ( diolah), 2010
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Saat ini fasilitas alat kesehatan yang tersedia di rumah sakit adalah sebagai

berikut:
Tabel 5.3 Alat Elektromedik Ruang Perinatologi Tahun 2009
NO NAMA MERK JBMLAH
1 | Inkubator Kotak Sabun | Bag. Instrumen FK%I
2 | Lampu Blue Light Bag. Instrumen FKUI
3 | Inkubator Transport TI. 2000 it
4 Inkubator Tesena Tesena kbUnit
5 | Inkubator 5 Unit
6 | Inkubator 1 Unit
7 | Inkubator Drager 1 Unit
8 | Photo Therapy 4000 %&\nit
9 | Radiant Warmer Drager Unit
10 | Suction Drager 1 Unit
11 | Ventilator Drager 1 Unit
12 | Monitor Drager Infinity < 2 Unit
“PM %-:- 2 Unit
@ 1 Unit
6 Unit
3 Unit
edi-Pump 2 Unit
Oxytrend 1 Unit
CIG 6 Buah
Sharp 9 Buah
Medisa/ Blender
Catalog 1 Unit
Viasys 1 Unit
23 e Complei Madesal Scorist 1 Unit
24 | Standart Infus - 8 Unit
25 | Standart Infus Kaki 4 - 2 Unit
26 | Lampu Sorot - 4 Unit
27 | Timbangan Bayi - 3 Unit
28 | Head Box - 4 Unit

Sumber: Daftar Inventaris Bagian Perinatologi, 2010
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Keterangan Jan Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep Okt | Nov | Des Total
Jumiah bayi 176 | 157 | 229 | 254 | 208 | 216 | 179 | 155 | 189 | 151 | 145 | 160 2219
Jumlah bayi 257
dirawat 17 | 14 | 25 | 23 |12 | 22| 271 | 25 | 28 | 19 | 17 | 28
(level 2,3) (11.8%)

213

Jumlah sepsis 15 [ 12 | 20 | 21 | 8 |18 | 25 | 22 |2 8 20

(9.6%)

W

Jumlah XJG ) 77
Kematian total (3.47%)
Jh kematian %
akibat sepsis 3 1 1 39
Jh kematian
akibat lain : 7 (\ 5 3 38
-HMD ENNMENE 15
- MAS \W 0 1 1 6
- Kel . N/
K ongenita . 4 ! 0 S
I-BQthfl ksia 0o | 1 1 1 8

Sumber: La@

Gambar 5.2 Grafik Peta Kuman Periode Januari — Desember 2009

Sumber: Laporan Bagian Perinatologi, 2010
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5.2 Pelaksanaan Penelitian
5.2.1 Pelaksanaan
Penelitian ini telah dilaksanakan di RSUP Persahabatan pada bulan
September — Oktober 2010. Data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan

kategorikan. Data yang telah dikategorikan ini disandin
triangulasi antara sumber data dengan sumber data | unt

kesimpulan akhir.

5.2.2 Karakteristik I nfor man

Informan dalam penelitian ini. t
man bervarias
ang hampir sama yaitu,

ar%p pai 20 tahun dan lama
3'tahun.

nforman
: Pendidikan Masa Lama
No orm @ S Terakhir Kerja Jabatan
@ sty Medik & <P 50 | Spesidis | 13tahun | 8bulan
atan
2| Bidang Yan Med, P 41 s 12tahun | 1 tahun
"3 | Komite Medik L 58 | Spesais | 20tahun | 1tahun
4 | KomiteMutu L 43 s2 Stahun | 1 tahun
5 SKFT P 58 Spesidlis 20tahun | 1tahun
6 Instalasi Farmasi P 47 Apoteker 17tahun | 1,5 tahun
7 | TimPPIRS P 54 Spesialis 5 tahun 3tahun
8 | TimPRA L 40 Spesialis 3tahun 1 tahun
Dokter PJ -
9 Perinatol ogi P 41 Spesialis 4 tahun 3 tahun

Sumber: Data primer diolah, 2010
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5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang Penerapan Kebijakan Penggunaan Obat Rasional
(Studi Kasus Penggunaan Antibiotik Di Bagian Perind) RSUP Persahabatan
Jakarta Tahun 2010 telah dapat mengidentifikasi dan menganalisis 8 dari 12
langkah intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat rasignal. Namun
demikian, dirasakan dan didapatkan beberapa kekurangan yang“kemudian
membatasi cakupan dan kedalaman pengkajian penggunéan o | di
organisasi rumah sakit.

Konsep yang menjadi acuan dasar d engkajian- penerapan

kebijakan ini didasarkan pada teori sistem (Anwar, 1996 hanya mengkaji

sejauh mana penerapan kebijakan Penggu Rasiona ini berdasarkan

aspek-aspek yang kami sebutkan.

5.4. Hasil Dan Pembahasan

5.4.1 Kebijakan tentang Penggunaan Obat Rasional di RSUP Per sahabatan
Kebijakan penggunaan obat oleh Departemen Kesehatan RI dituangkan

dalam beberapa kebijakan seperti Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/1989

tentang kewgjiban menuliskan resep dan atau menggunakan obat generik di

fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, Keputusan Direktur jenderal Pelayanan
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Medik No HK. 00.06.3.3 Tahun 1998 tentang Pedoman Kerja untuk Komite
Farmasi dan Terapi Rumah Sakit, Kepmenkes RI No. 189/Menkes/SK/I11/2006
tentang Kebijakan Obat Nasional dengan salah satu tujuannya yaitu penggunaan
obat yang rasiona. Kebijakan ini termasuk kebijakan publik yang juga

mempengaruhi kumpulan lembaga, organisasi salah satunya RSUP.-Persahabatan
dalam membuat kebijakan penggunaan obat diorganisasinya. Hal “Ini sesuai

a
dengan pernyataan Walt (1994), Buse, Mays, Walt (2006) bahwa kebij lik
adal ah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjak d :

RSUP Persahabatan sebagai salah satu eknisnya uangkan

@) Instalasi Farmasi/Apotik harus menyediakan obat-obatan sesuai formularium

yang telah disepakati

5) Semua SMF harus mengutamakan obat generik

6) Semua dokter yang bekerja di lingkungan RSUP Persahabatan wajib
menggunakan formularium

7) Instalas Farmasi/ Apotik dapat mengganti peresepan dokter sesuai dengan
formularium dengan pemberitahuan lebih dahulu kepada dokter yang

bersangkutan
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8) Evaluas terhadap obat-obatan dalam formularium jika diperlukan dilakukan
minimal setiap 6 (enam) bulan

9) Jikaadaperubahan indikasi, efek samping, kebijakan pemerintah tentang obat
tertentu atau klasifikasi obat baru dapat diusulkan perubahan melalui SMF
ditujukan ke Panitia Farmasi Terapi.

10) SMF yang menulis resep di luar formularium akan diperingk secara
lisan sampai tertulis oleh Direktur atas usulan PFT dan Komité
11) Masa berlaku formularium 3 tahun sgjak tanggal di

Kebijakan ini diperkuat dengan adanya Program endalian Resistens
Antimikroba (PPRA) yang dituangkan dal entuk Tim berdasarkan SK. No.
HK. 00.06.00.109A tertangga 20 Juni g Pemben Tim PRA

0. Hl%@%ﬁ% tahun
2005 tentang Tim Pengendali' \ Infeks di RS
Persahabatan di dalam SK ini tertuang ural

[ ikroga;
@@ agal berikut;
si antimikroba dengan

, SKFT, PPI, KRSKP,

aan antibiotik di RS
mengimplementasikan program PRA
am memonitor dan mengevaluas program

f) Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang
prinsip-prinsip pengendalian resistensi antimikroba yang terkait dengan
penggunaan antibiotik secara bijak (prudent use of antibiotiks) dan
pengendalian infeksi secara benar melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan.

g) Mengembangkan penelitian yang terkait dengan program pengendalian
resistensi antimikroba.
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Dari hasil wawancara mendalam dengan adanya program PRA maka ada 4
(empat) pilar yang mendukung Tim PPRA, yaitu, SKFT, PPI, Mirobiologi Klinik,
dan Farmasi Klinik. Berikut informasi yang disampaikan;

“Ada PRA, tim Pencegahan Resistensi Antibiotik. Pilarnya PRA itu
‘Mikrobiologi klinik, Farmakologi Kklinik, PPl dan SKFT. (Penerapan

“ ... Penerapan obat secara rasional di rumah
segi program, mungkin ada, ya.. Buktinya a
Terapi. Tentu timini sudah mempunyai progr
... Kemudian di RS ini ada juga tim P

Kemudian ada juga tim Farmas Klini ai sekarang
XK-nya belumterbit...” (Informa @

“.. Karena sekarang sudah-ada '
memantau obat, opera "@é
protapnya juga...” (Infor K

tu, h” aktif untuk

tap mantau obat,
&%Q

h
i
i
i
i
i
i
i
i
|
i
-~
DD
Ll 2 4

D
]
]

Gambar 5.3 Diagram Antar TIM
Sumber: SOTK RSUP Persahabatan diolah, 2010
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Hasil wawancara dan penelusuran dokumen seperti disebutkan diatas,
menjawab banyak kebijakan yang sudah dibuat RSUP Persahabatan untuk
mendukung pelaksanaan POR dan menjadi tujuan penggunaan obat di RSUP
Persahabatan, terutama dalam hal pemberian antibiotik.

Ha ini sesuai dengan Barkel, 1996; Anderson Dalam Agustino, 2006,

bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan, penyataan, regulasi, h ari seatu

keputusan yang mempunya garis besar dan dasar rencana yang méij

dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksan K atau
sekelompok aktor dalam usaha mencapai sasaran.

5.4.2 SDM
Dalam menjalankan kebijakan

padnforman m penting
melaksanakan POR dalam 3 clayanan an, berikut
pernyataannya;

“ Penting , penting sekali..”

“ Pentingnnya unt

a banyak pihak yang berkepentingan.
iri, Yang kedua adalah kepentingan dari

%‘J menyatakan POR adalah penggunaan obat yang tepat
dikasi (sesua diagnosis), 6 informan menyatakan tepat dosis, 5 informan
m

enyatakan tepat pasien, 3 informan menyatakan tepat pemberian, 3 informan

menyatakan tepat rute pemberian dan seorang informan menyatakan POR harus
sesual empiris dan laboratoris, berikut pernyataannya:

“Rasional itu tepat dosis, tepat diagnosis kan, terus tepat cara pemakaian,
tepat pasien. Kalau nggak salah ada 5 tepat itu.... Terutama, yang kita
takutkan kan biasanya antibiotik ya..” (Informan 1)
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“Kalau menurut saya kita memberikan terapi itu ya yang sesuai dengan
apa yang dibutuhkan pasien. Sesuai penegakan diagnosa yang dilakukan
oleh seorang dokter..” (Informan 2)

“Pengobatan Rasional, adalah pengobatan yang menggunakan obat-
obatan sesuai dengan pola kuman baik secara pemeriksaan laboratis
maupun secara empiris...” (Informan 3)

“ ... pemberian obat Rasional itu musti harus sesuai denga

“... Yang sesuai dengan diagnosis,
makainya,...” (Informan 5)

“Tepat obat, tepat dosistepa
diagnosa..” (Informan 6)

“ Penggunaan obat rasiol
adalah, pertama sesuai den
sasaran, harus tepat j

akai ini-ini, enggak. Jadi ada
da faktor resiko mayor minor dan

al i \ g dirumuskan oleh WHO tahun 1987, yaitu
pa% ai \ihdikasi,“diagnosis, tepat dosis obat, cara dan waktu
AN\ | | |
@ \ esamaan persepsi dan komitmen yang cukup kuat dari
piMpinan puncak am kebijakan POR, sehingga kebijakan POR bisa diterapkan

U

I RSUP Persahabatan, seperti diungkap oleh Dunn (2003) bahwa pelaksanaan
kebijakan bisa berjalan efektif diperlukan komitmen berbagai pihak. Pendekatan
yang efektif untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan adalah pendekatan
dari bawah ke atas. Target sasaran, pelaksana dan penilai kebijakan adalah orang
yang terkena dampak langsung dari suatu kebijakan. Mereka yang lebih
mengetahui masalah serta pemecahan masalahnya. Mereka itulah orang-orang

yang akan memberikan komitmen bagi suksesnya pel aksanaan kebijakan.
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Panitia farmasi dan terapi adalah organisas yang mewakili hubungan
komunikas antara para staf medis dan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri
dari dokter yang mewakili spesialisasi yang ada di rumah sakit dan apoteker wakil
dari farmas rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya. Dengan tujuan
menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, penggunaan obat

serta evaluasinya dan melengkapi staf profesiona di bidang keseh dengan

pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan obat dan pefggu ai
dengan kebutuhan.. X&n
t

Panitia Farmasi Terapi (PFT) di RSUP Per t tuk sejak
tahun 1985, beberapa surat keputusan yang
SKFT adalah:

1) SK No. 432/SK-Dir/KI—_I'-RSP
dan Pembentukan Baru Komite F \
‘ \Y

I temuk ubungan dengan

obat dan anggarannya dan

Akan tetapi ada keganjilan pada SK terakhir no. HK.00.06.00.70
tertanggal 1 September 2009 tentang Keanggotaan Sub Komite di Lingkungan
Komite Medik RSUP Persahabatan, seharusnya di dalam SK menguraikan uraian
tugas dari masing masing Sub Komite dan ada ketidaksesuaian narasi pada SK
dan lampiran SK. Dengan adanya surat keputusan tersebut membuktikan bahwa
Komite Farmas Terapi telah terbentuk dan telah menyusun formularium segjak
tahun 1991.
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5.4.3 Sarana Pelayanan Kesehatan di Bagian Perina

Sarana Pelayanan Kesehatan di bagian Perina Rumah Sakit Persahabatan
yang berupa dat dan fasilitas kesehatan sementara ini masih dianggap dibawah
standar dan jumlahnya belum mencukupi, ha ini berdasarkan pernyataan
informan dibawah ini :

yang karatan, masih ada yang digabung-gabung, sa
belum lagi tidak ada pengatur suhu yang jelas, h
terukur, bisa kedinginan atau kepanasan. D

belum ada kartu kendali.. belum bisa diukur .. an

Akan tetapi menurut informan lain fasilit at kesehat arnya sudah
mencukupi, akan tetapi bila bayi yang m banyak, alat k an tersebut

, infuse pump, semua ada
ena BOR bayi yang masuk

hnya laboratorium dianggap masih kurang
a AGD cito tapi ini belum ada sehingga

di N
AG

- to, seperti disampaikan informan dibawah ini :

“Lab ini kan memang sudah di fasilitasi oleh RS, tapi untuk sebuah NICU
harus ada AGD cito nah ini yang belum ada, jadi AGD harus dikirim ke
Lab induk , kalau kita bilang cito tapi terkadang hasiinya juga belum cito.
Untuk CRP , IT Ratio , mungkin sistem di Lab juga ya, mereka tidak tahu
kepentingan kita ya, kita maunya pagi di periksa dan hasil sudah
diharapkan sudah jadi, kadang lab sudah jadi tapi belum di print.. ya
masih banyak yang mis mis lah.. tapi kita sendiri sudah terbiasa
menghubungi Lab sendiri dan mencatat hasilnya bila belum sampai.”
(Informan 9)

Universitas Indonesia

Penerapan kebijakan..., Rani Dwiharjanti, FKM Ul, 2010.



67

Masalah keterlambatan ini diungkap oleh informan lain karena sistem

laboratorium sendiri yang masih perlu diperbaiki, karena masih ada sampel darah

yang harus diantar oleh keluarga pasien, berikut pernyataannya:

Pada saat observasi lapangan, peneliti menem .:1 orium
yang belum diantar oleh keluarga pasien untuk seg u ratorium.
Permintaan penyediaan jenis pemeriksaan AG

pemberian jenis obat. Sistem |aborat

masih ditemukan sampel darah yg hal
5.4.4. Keter sediaan Obat

ada obat yang diapotik ti

“ ... Jawabannya masalah sistem.. apakah sudah ada sistem pengambilan
sampel darah oleh tenaga yang kompeten, apakah wakt gantaran
sampel itu sudah diukur? Selama ini masih ada keluarga “juga yang
mengantar sampel ke laboratorium...” (Informan 2) S

k
ito belum dapat dipenuhi oleh
oratorium mempengaruhi

K etersediaan obat

ik yang diminta oleh dokter tapi

: 80 ingga obat tersebut menumpuk. Hal itu
2an i | dibawahini “

N
oituada

dah-kebutuhan obat sebagian disediakan oleh farmasi dan

eh apotik, ini sudah siapkaneh rumah sakit. Tapi kadang
kadang pasien gak ada duit, padahal dokter memberikan resep harus obat
dg golongan ini tapi karena masalah pembiayaan ya, itu diluar kendali
kitaya..” (Informan 2)

“Kalau "petugasnya’ waktu itu pernah cerita ke saya ya, waduh ini
banyak antibiotik dokternya minta, tahunya hanya pakai sekian, habis itu
numpuk..” (Informan 7)

Sementaraitu dari farmasi untuk ruang Perina obat yang disediakan adalah

obat dasar sedangkan obat-obat khusus itu diresepkan. Ruang Perina sendiri

merasa kesulitan karena belum adanya satelit farmasi diruang Perina sehingga
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kesulitan terutama malam hari, walaupun sudah ada apotik 24 jam di Rawat inap,
sebagai mana disampaikan informan berikut :

“ Kalau untuk perina kalau dari instalas farmasi itu obat dasar, jadi kalau
obat khususitu diresepin.” (Informan 6)

“Kan kita semua disini itu kesulitannya adalah tidak ada sai
kita sudah NICU ni sudah lengkap kan , harapan kita Perinaini supaya

lebih gampang terus supaya 24 jam ada, karena bayi j erapa
aja itu ada satelit farmasi, satelit apotik ya disini. Dia i~disini.
Kalau enggak ini semua yang bertanggung jawab p t .7 Itu
yang belum ada disini, ya ada apotik 24 jam ada di R tetapi

kalau malam nggak mesti orang tuanya a itu to,Kalau ada kita
tinggal ngambil to. Kalau ada kasus kita kasih punyanya ini kita

barengan dulu kayak gitu akhirnya.” rman 9)
Untuk menjaga ketersediaan 1"\ ut maka e yang
terpenting adal ah perencanaan, seperti disa an oleh info awah ini:

J di%ﬁ us pemakaian
, ril% RAB nya.. Dan

“lya, perencanaan yang
juga begitu.. setiap bulan ada
selalu saya minta
(Informan 1)

oran penggunaan..”

asuk ke farmasi. Jadi dikirim
ita ajuin ke komite medik” .

ada kok di formularium, karena dulu
ol e (penanggung jawab) yang lama..”
<

@d 1 enyebutkan bahwa mekanisme untuk menjaga
iaan 0 an mudah apabila dokternya memintaterus.
@ “ Ketersediaannya mungkin akan mudah kalau misalnya dokternya minta

terus.” (Informan 7)

Ditinjau dari kesesuaian perencanaan pengadaan obat dengan penggunaan
obat oleh SMF maka ada 2 pendapat yang bertolak belakang yaitu satu sisi
menyatakan bahwa obat yang direncanakan itu dipakai oleh SMF karena itu
permintaan dan sekarang memang lebih diperketat dalam hal pemesanan obat

sehingga tidak ada overstock. Namun dilain pihak menyatakan bahwa obat yang
direncanakan itu masih ada yang tidak dipakai ada obat yang direncanakan A
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tetapi yang dipakai B. Dikaitkan dengan keluhan farmasi bahwa obat yang
dipesan ternyata hanya dipakai beberapa, menunjukkan bahwa perencanaan obat
itu belum sesuai dengan pemakaian obat oleh SMF. Ha ini diungkapkan oleh
informan sebagai berikut :

“ Dipakai, karena itu permintaan. Saya sekarang lebih ketat
ya, saya nggak mau over stock. Kenapa sekarang semua saya ketatin, dari
mulai reagen, obat-obatan, semua saya nggak mau over sto stock
kan akhirnya kebocoran pendapatan kan..”  (Informan 1)

“Mash ada ..” (Perencanaan obatnya A,
(Informan 5)

a bat B)

begitu saya rasa

abila perencanaan

r@@ memenuhi
' (g dan untuk obat

ditelaah kembali oleh

ang terbatas sehingga pengobatan dilakukan dengan
seadanya, sistem supply yang buruk misalnya
eterlambatan pendistribusian, dan adanya obat yang rusak atau kadaluarsa
akibat penyimpanan yang buruk atau sistim pendistribusian yang tidak baik.
Wentri (2001) dan Utomo (2000) juga membuktikan bahwa ada hubungan

yang signifikan antara kecukupan obat dengan penggunaan obat rasional

5.4.5. Panduan Klinis
Hasil wawancara menunjukkan bahwa Panduan Klinis merupakan

prosedur penatal aksanaan klinis atau dikenal juga dengan standar pelayanan medis
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(SPM). SPM ini di RSUP Persahabatan sudah disusun oleh masing-masing SMF
yang di daptasi dari standar profesi masing-masing dan di setujui, kemudian di
gukan ke Komite Medik untuk selanjutnya di sah kan oleh Direktur Utama,
seperti: kebidanan yang diambil dari Surabaya atau Semarang yang disesuaikan
dengan kondis di RSUP Persahabatan, sedangkan untuk bagian Perina diadaptasi

ya udah kita pakai ... Kebi jakannya seperti itu..
Medik ya..” (Informan 1)

“Itu tergantung SMF nanti kan SMF |
anak kasus pneumoni pada anak pu
mungkin pada pola kumannya
penyakit dalam, paru itu berb

sendiri jadi beda karena
sering itu ini--Begitu juga

Medis.. dan

sekarang dirubah menjadh Jadi setiap SMF
punya itu, dari bidang disipli asing. Dan itu yang
diterjemahkan oleh f iumy %

ada pengobatan kan, ada
kebijakannya adalah adanya

an (oleh) masing-masing SMF. Kalau
T..” (Informan 5)

(Informan 6)

“ltu ada kalau kebidanan saya tahu ngambilnya dari Surabaya atau
Semarang tapi tentunya ada juga dari luar. Nah dasarnya itu, kalau anak
itu dari mana gitu. Jadi dari yang sudah membuat kemudian disesuaikan
dengan kondisi kita...” (Informan 7)

. berdasarkan referensi, jurnal kemudian center tertinggi karena
semuanya protap istilahnya bukan nasional saja ya tapi internasional,
hanya jenis antibiotik yang dipakai itu berbeda-beda sesuai dengan
institusi, karena pola kuman dimasing-masing tempat berbeda.”
(Informan 9)
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Menurut Departemen Kesehatan (2007), panduan klinis atau pedoman
pengobatan adalah petunjuk terapi yang mengacu pada berbagai penelitian
mengenai masing-masing penyakit, dan hanya memuat pilihan-pilihan terapi
yang paling dianjurkan untuk masing-masing penyakit t

pedoman/SPM yang telah dibuat oleh organisasi profesi masifig-méas
cocokan dan disesuaikan dengan kondisi rumah sakit, '
oleh anggota profesi (SMF) terkait dan disahkan

rumah sakit tersebut. Dalam menyusun SPM untuk rum it,"profesi medis
memberikan pelayanan keprofesiannya a efektif (clinical effectiveness)
dalam hal menegakkan diagnosis dan i erapi berd dekatan

evidence-based medicine. (Firmanda

bat membantu
% biaya pengobatan,

J

maka Rumah sakit telah fen
> 51'

Rumah Sakit ini.d m ibiotik y. Sensitif untuk membunuh kuman
tersebut. PPAB ini dis Q sun Pedoman Penggunaan Antibiotik

PRA ditambah anggota SMF. Berikut

“Ada... pedoman penggunaan antibiotik itu ada, formularium ada..
Pedoman pengobatan (oleh) masing-masing SMF. Kalau formularium
baru (oleh) SKFT..” (Informan 5)

“ ... Kita sudah punya PPAB, dan itu disusun dalam bentuk buku yang
dijadikan pedoman.... Dasarnya dari mikrobiologi.., jenis kuman apa
yang ditemukan di RS ini, dan jenis antibiotik apa yang masih sensitif
untuk membunuh kuman tersebut...” (Informan 8)

. berdasarkan referensi, jurnal kemudian center tertinggi karena
semuanya protab istilahnya bukan nasional saja ya tapi internasional,
hanya jenis antibiotik yang dipakai itu berbeda-beda sesuai dengan
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institusi, karena pola kuman dimasing-masing tempat berbeda.”
(Informan 9)

Untuk penggunaan antibiotik di  rumah sakit, maka disusun Pedoman
Penggunaan Antibiotik (PPAB) dan dalam rangka penilaian akreditasi PRA yaitu
tahun 2008 dan pada bulan Juli 2009 dilakukan revisi, sedangk ntuk tahun
2010 revis belum direvisi. Pengesahan PPAB dilakukan oleh DNma,
sesual dengan ungkapan informan berikut ini : v

“ Sebelum akreditasi PRA.. tahun 2008, kemudi
Utama, bahwa itu dipakai disini ..harusny:
terakhir) Juli tahun 2009..." (tahun 2010 belum di

ka irektur
direvis..(revis
“{nforman 1)

“Direktur Utama.” (Informan 4, Info 5, Informan 7

a masinl-@tu terus
it%ﬁhg bagian tugas

“Jadi kembali ke penggu
dari PRA... Kegiatan P ujuannya adalal\ <mengendalikan pola
resistenss anti mikro j {‘:‘\% mikroba itu resisten

BAThS

: %ﬁ oleh Tim Penyusun Pedoman
ghas %» ntuk 5 SMF besar, yaitu Penyakit
dan Bedah, PPAB yang pertama di

i tahun 2009, sedangkan untuk tahun 2010
i di sahkan dengan surat keputusan Direktur

“mensyahkan dari panitia
direktur manajemen kan..”

Pilihan Pengobatan

Hasil wawancara mendalam menunjukkan semua informan mengetahui
keberadaan DOEN yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Empat dari
informan menyatakan DOEN hanya bersifat umum dan sebagai obat dasar sgja
yang masih harus diolah rumah sakit setempat untuk dapat dipergunakan, seperti
disampaikan informan berikut :

“... DOEN itu adalah produk dari Kementerian Kesehatan, dan Nasional
ya, DOEN itu sifatnya kan general, berlaku untuk seluruh Indonesia..”
(Informan 4)
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“ ... DOEN nya cukup, itukan obat-obat dasar...” ( Informan 6)

“.. DOEN itu esensial yang diperlukan, ya.. Jadi itu (DOEN) tidak bisa
dibikin oleh Kemenkes tanpa konfirmas atau asupan dari Rumah Sakit
setempat..” ( Informan 8)

juga padajurnal-jurnal, berikut informasinya;

“Mash ya, Farmasi Terapi kayakn
guide-line itu sekarang nggak han
jurnal-jurnal..” (Informan 1)

(DOEN) (tetapi)
gja. Disamping itu ada

. Oh, nggak itu. di
(Informan 3)

di pakai di RS.. yang
obat itu atau tidak

Formularium adalah serangkaian daftar nama obat-obat yang diberlakukan
rumah sakit berdasarkan usulan dari semua SMF dan dikumpulkan oleh Sub
Komite Farmasi Terapi (SKFT) untuk diberlakukan di RS, sebagaimana ungkapan
informan dibawah ini :

“Jadi formularium itu isinya serangkaian daftar nama obat-obat yang
diberlakukan rumah sakit untuk digunakan gitu, Setelah mendapatkan
masukan dari semua SMF kemudian ditampung oleh tim. Kemudian tim
(SKFT) mengusulkan agar sederetan nama obat ini untuk diberlakukan di
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rumah sakit.. Kalau formularium itu wajib karena itu memang aturan
internal rumah sakit sendiri. Itu produk internal. (Informan 4)

“Ada formularium. (Yang membuat) ; Tim Farmas dan Terapi. Yang
terdiri dari beberapa SMF, anggota SMIF, dari farmasi, dari orang apotik,
perawat.” (Informan 1)

“Jadi, didalam sub komite Farmasi Terapi, itu juga terlibat ua SMF..
Jadi SMF yang membuat, dihimpun oleh sub komite itu..” (I 3)

“Kalau formularium dibuat (oleh) SKFT..., ber ari

berd
masing-masing SMF..” (Informan 5)
“Jadi penyusunan formularium itu farmasi sebagai sekretaris, ketuanya
dokter, anggota ada dokter dan wakil ari. beberapa SMF. Untuk

menyusun formularium itu kan u pasing-masing SMF  nanti

dikumpulkan ke Sub Komite fa iolah be@dijadikan
pa saya esensial yang
%Q

r da, kalau nggak ada

dibutuhkan di rumah sakit.

“ Ada formularium.
(obat) nggak aki

aka ti

d
1: kar S
0 3):: n-penggunaan formularium selamaini di rumah sakit, 2 orang

rang menyatakan keraguannya, berikut pernyataannya;

“Sedlama ini sih kenyataannya sesuai ya...(Besarnya kesesuaian) Nah itu
belum dites, belum dievaluasi, bahwa berapa persen sth..” (Informan 1)

“ Kayaknya kita, nggak tahu yang sekarang ya, kalau yang dulu ya yang
bikin siapa yang pakai siapa gitu.... Itu formularium kalau jalan tidak
akan banyak macam-macam obat, hanya dua-tiga macam terus ngak ada
expired segala macam. Jadi implementasinya beda. Dulu-dulu gitu ngak
tahu yang sekarang ya..” (Informan 2)
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“Wallahu a’'lam, .Jadi.itu yang sedang kita ‘hayo’kan, sedang
diupayakan ya.. Sgauh ini.. kalau ternyata masih ada obat yang harus
mengambil di luar, kan berarti tidak sesuai formularium.. tapi tidak
banyak..” (Informan 3)

“Tergantung dokter itu sendiri.. Jadi itu persoalan etika.. Karena
formularium itu di buat atas usulan dia sendiri... selama ini kan
penggunakan formularium belum berjalan dengan baik. Lah.terus, saya
kan sekarang belum bisa menjawab, sgauh mana itu ti val

(Informan 4)

“Formularium.. begitu juga (kurang eff
dengan SK Direktur .. jadi mungkin a
formularium.. 80 %, 90 %.. tapi kan
pemerintah kan seharusnya pakai

embali ke
us ada suatu
oran yang bisa

“Yaa, itu sh .. terlalu..
monitoring, tentunya
monitor ya, tanpa ada
dipercaya.. “ (Informan 8)

Formularium

)
o K an fo m | > Informan | Persentase
(N

o fsesiE o W) 2 25
Q\@ Masih dibawzh standar 2 25
)37 | Ragkt 4 50
Jumizh 8 100

Sumber::Data primer diolah, 2010

Dari hasil wawancara tidak semua informan mengetahui hasil evauasi
kesesuaian penulisan resep terhadap formularium yang selamaini dilakukan oleh
Instalasi Farmasi dan SKFT.

Hasil telaah dokumen berupa laporan evaluasi penulisan resep periode
Januari - September 2010 yang di dapat dari apotik rawat inap, adalah sebagai
berikut:
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Kesesuaian Kepatuhan . Antibiotika I

| T | ewis | S| | A
Formularium RSP Re_sep (%) Formularium (%)

(%) Generik (%) (%)

Januari 86.79 65.62 18.23 9347 85.46
Februai 89.8 64.43 16.76 97.61 82.67
Maret 93.72 67.44 16.63 7.90 94.82
April 97.10 74.36 1986|9888 .} 9344
Mei 97.04 73.88 21,98 |\ 9951 | 9403
Juni 97.21 76.27 2063 97.9¢ 93.22
Juli 98.23 86.11 24.33 98.59 94.95
Aqustus 95.30 81.98 16.52 98.96 96.15
September 92.68 7446 | 1400 _98:84 92.16
Rata- Rata 94.21 18 or.96" 91.88

SK No. 432/SK-Dir/KFT-RSP/1VV/1991 Tahun 1991 tentang Pembubaran dan
Pembentukan Baru Komite Farmasi dan Terapi RSU Persahabatan,
2) SK No. 047/SK-Dir/KFT-RSUPP/V111/1996 Tahun 1996

3) SK No. HK.00.06.00.16 Tahun 2000
4) SK No. HK.00.07.00.66 Tahun 2003
5) SK No. HK. 00.07.00.285 Tahun 2006
6) SK No. HK.00.06.00.70 Tahun 2009
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Didalam SK tersebut disebutkan PFT berfungss membantu pimpinan
dalam pengelolaan obat dan di RS dengan memberikan rekomendasi kepada
pimpinan rumah sakit, serta mempunyai tugas sebagal berikut:

1) Menyusun formularium obat di RSUP Persahabatan
2) Merencanakan obat dan barang farmasi serta anggarannya

3) Mengawas dan menyempurnakan tata kefarmasian di RSUP Per atan.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan ‘diberit(k itia
Farmasi Terapi Komite Obat dan Terapi (SKFT) ikan
masukan dan menyusun formularium, memantau si t atau komptikas obat,

membuat pedoman penggunaan obat yang rasiona beker| a’‘dengan PRA,

alan obat-obatan

pen
Al

~_\ -
ﬂq,,

<

“Salah satunya membuat formularium ini, mengawas pemakaian obat
Rumah Sakit, pemilihan obat di Rumah Sakit yang dituangkan dalam
formularium.” (Informan 6)

“Itu dibawah Komite Medik . Tujuannya sebenarnya sama, sama-sama
nanti akhirnya kembali ke pengobatan rasional gitu-gitulah.”
(Informan 7)

“Tujuannya yaitu untuk memperoleh pengobatan yang rasional. Karena
untuk penggunaan antibiotik di lapangan, itu adalah klinisi. Nah klinisi itu
kan adanya di bawah SMF, SMF dibawah komite medik. Makanya disana
dikendalikan oleh Sub Komite Farmas dan Terapi. Tidak boleh berjalan
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sendiri, tetapi mengikuti guide-line yang dikeluarkan oleh SKFT..”
(Informan 8)

Hal ini sesua dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit,

Panitia farmasi dan terapi adalah organisasi yang mewakili hubung

antara para staf medis dan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri-dari. dokter
<

yang mewakili spesialisasi yang ada di rumah sakit dan apotek [

rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya. D R bitkan
kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, penggun bat 'serta evaluasinya
dan melengkapi staf profesional di bidang k an dengan pengetahuan terbaru

yang berhubungan dengan obat dan penggun

V ljalankan  ya perannya..
lakukan evaluasi, .. monitoring dan

harusnya dia menilai itu.. Tapi

evaluasinya. Jadi belum tahu sampai sgjauh mana ini bisa
effektif, apakah terjadi peningkatan, ataukah berkurang, kita belumtahu..”
(Informan 4)

“Harusnya iya.. kenyataannya ... karena nggak ada SK-nya jadi (tidak
bisa bekerja optimal).. (Kalau rapat dalam lingkup PPAB ?) Kalau
mereka menganggap perlu, baru kita diundang..beberapa kali sih kita ikut
rapat dengan mereka, sebagai wakil SKFT..” (Informan 5)

“Kalau besar tapi buktinya belum 100% ya, harusnya kalau semua patuh
100% kan ini masukan dari semua SMF. Resep yang masukan seharusnya
sesuai formularium ternyata masih ada 15 % yang belum. .” (Informan 6)
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“ SKFT itu untuk di RSini, di komite medik saya belum tahu ya, apakah
itu ada, dan siapa koordinatornya, tetapi bisa juga..itu dari komite medik
dilimpahkan ke masing-masing SMF ..

Sehingga masing-masing SMIF  bertanggungjawab terhadap pemakaian
farmasi, dalam bentuk terapi terhadap antimikroba, begitu..

Jadi SMF sendiri kan juga merupakan bagian dari Komite Medis. Kalau
secara khusus SKFT itu ada, kog saya belum lihat di RSini..”

(Informan 8)

“ .. seharusnya monitoring dan evaluasi..” (Informan 9)’

Berdasarkan penelusuran dokumen, laporan Ti %" erapi
periode Oktober 2006 - Juni 2008 telah melak rapat.den anggota
Sanaan kegi

sebagai berikut:

erfaksana seluruhnya.
Si_formularium, eberapa

ep% rektur.

Sa% resep terhadap formularium sudah
%meaﬂ, dengan hasil sebagai berikut:
k di apotek rawat inap kesesuaian terhadap
a tahun 2007 diperoleh hasil rata-rata sebesar

@ 82.13
@ b. Penulisan untuk resep antibiotika terhdap formularium diperoleh hasil

rata-rata sebesar 87.32%, antibiotik generik rata-rata 59.77%
c. Penulisan resep obat generik diperoleh hasil rata-rata sebesar 41.27%.
Sedangkan laporan SKFT untuk tahun 2009 dan 2010 tidak kami
dapatkan, dan adanya kendala pada SK SKFT tahun 2009 yang belum juga
diperbaiki menyebabkan SKFT enggan bergerak. SKFT tetap menjadi salah
satu pilar PPRA, kegiatan PPRA yang mengintegrasikan SKFT, PPI,
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Mikrobiologi Klinik dan Farmasi Klinik membantu pelaksanaan kebijakan
POR, walaupun SKFT stagnan.

“ Ada sebetulnya.., kita waktu masih pertama-pertama kan masih sering
rapat, seminggu sekali.. karena nggak jelas SK-nya, jadi males, sebulan
sekali,, terus mal es beneran deh sekarang..(Rapat bulanan t hir ?) Dua
bulan yang lalu... (Informan 5)

“Yang banyak berperan itu kan SKFT harusnya minirmal itu
kan ada, tapi saat ini kan timnya baru dan SKnya jadi
kita rapatnya itu incidental aja. (Informan 6)

‘... kasus-kasus yang ada problem dengan infeks, penggunaan

dalam suatu tim
khusus yang melibatkan ke 4 kompon
PRA. (Informan 8)

“ ... PRA rutin sebulan sekali n @@
Menyoroti Fungs dan ruang p Panitia %&gwi, berdasarkan
Keputusan Menteri Keseha mo 97/IM /2004, yaitu :
formula Iy dR an merevisinya.

s j v atau roduk obat baru atau dosis obat

anggy :

t ggunaan obat di rumah sakit dengan

€c ibandingkan dengan standar diagnosa dan
<

budaya pengel olaan dan penggunaan obat secararasional.

2. Mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium
rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotika dan lain lain.

3. Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat dan
memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut.

SKFT memiliki peranan yang cukup penting dalam kebijakan POR, uraian
tugas serta kedudukan SKFT perlu diperjelas, agar fungsi dan kewgjiban SKFT
dapat segera dipenuhi. Kendala lain yang dihadapi adalah adanya overlapping
tugas dengan Tim PPRA. Selain itu juga tidak adanya backing dari atasan
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sehingga mengurangi keberanian SKFT untuk bergerak menghadapi dokter-dokter

yang garang, seperti ungkapan informan berikut ini :

“ K baru nanti, kan SKFT akan beralih menjadi sub komite pada Komite
Mutu. Tidak lagi pada Komite Medik, (masalahnya), Saat ini Pedoman
Komite Medik itu draftnya lagi dibikin.. (belumjadi) (Informan 1)

“.. evaluasinya itu kan sampai sekarang belum ada, karepa-tim-ini kan
tidak berjalan dengan effektif, Jadi tentu, sgjauh<man
secara pastinya sih belum bisa kita dapatkan..,
(selainitu) sampai sekarang K-(revisi) nya bel

“K-nya nggak jelas. Jadi kita mau ngapain-ngapain jadi nggak legal
gitu... karena nggak ada SK-nya (Perubahan SK lambat ?) Nggak ngerti
ah, K kog berbulan-bulan.. padahal<ka
sih.. lya harusnya kan seminggu jadi ..-Jadi"semua Sub ite memang
nggak ada SK-nya sekaran ada. (Per akan ke
manajemen ?) : lya, perpah. Ka ya Jaw. "lya bentar
lagi, Dok ya..
en RA itu ya, nggak

ggak ada tugasnya apa,
3 nforman 5)

o's am mengikuti pendidikan berkelanjutan

Q\J\.e ' a oleh rumah sakit walaupun sifatnya baru

“ ... (pendidikan) Yang kontinyu belum ya, kita baru insidentil sifatnya..”
(Informan 1)

“Kalau kita di perumahsakitan ngak ada karena itu di masing-masing
SMF atau perhimpunan dokter-dokter itu kan biasanya punya. Dia kan
ada pertemuan rutin kan ada kegiatannya apa yang diacu oleh bidang
mereka. Kalau Rumah Sakit enggak.” (Informan 2)

“dari rumah sakit, untuk pendidikan berkelanjutanya ....” (Informan 3)
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“lya ada, ada. Justifikasinya ada juga. Informasi itu ada di Diklat ya...”
(Informan 4)

“Pendidikan yang seperti apa, kalau seminar gitu iya.. Mengenai
pemakaian obat generik.. waktu itu diadakan oleh Kemenkes..
Kementerian Kesehatan.. Artinya rumah sakit yang ngirimya..”

(Informan 5)

“Kayaknya iya, mba X (nama dokter) suka keluar
pelatihan..” (Informan 7)

“Terus, karena kalau di SMF itu ada k
yang memang harus diikuti oleh dokternya,..”

R untuk .dokter pernah
PRA d > Untuk

a sosialisasi

pernah diikuti, tetapi informan pernah mengikuti simposium atau seminar yang

isinya penggunaan antibiotik terutama untuk bayi.

“Kita enggak mengikuti pendidikan khususnya, tetapi ketika ada
simposium, seminar yang isinya penggunaan antibiotik terutama untuk
bayi kitaikut..” (Informan 9)

Dalam mengikuti pendidikan berkelanjutan menurut informan biasanya

diundang oleh Departemen Kesehatan, bisa juga melaui kolegium dan dari

Universitas Indonesia

Penerapan kebijakan..., Rani Dwiharjanti, FKM Ul, 2010.



83

profesinya walaupun dana itu dari usaha atau biaya sendiri dari dana rumah sakit
sendiri belum adarealisasinya. Seperti dikatakan informan berikut :
“Ada dari Depkes.., kadang dari kolegiumnya, dari profesinya.., (Kalau
internal) Internal ya kita rapat-rapat rutin aja...(Informan 1)

“Dari rumah sakit sendiri, belum ada ya realisasinya... Yang ada usaha
sendiri-sendiri dari masing individu dokter, dan SMF merasa
memerlukan.. (Informan 3)

<

“ Enggak.. kita ini (bayar) sendiri, Rumah Sakit itu jar n
Tapi infoman lain menyatakan bahwa rumah n t fasilitas

pendidikan berkelanjutan untuk dokter, dan data ter dapat> diperoleh di
bagian Diklat RSUP Persahabatan.

“lya ada, ada. Justifikasinya ada j nya ada ian Diklat

Hasil penelusuran dokuymen ten ' u% a medis dari
pelatihan internal

sejumlah 346 orang dan pel ati i luar80 or x}
Hasil penditi ' % okter di Rumah Sakit

menyadari kewajib. anj utan untuk menjaga standar

profesi, waaupun aya sendiri.  Rumah Sakit pun
mendukun anya jutan untuk tenaga dokter dengan
mengangg pendidikan berkelanjutan seperti simposium,

ternal Rumah Sakit. Tentu sgja karena biaya

aktik Kedokteran dan himbauan dari Konsil Kedokteran Indonesia, dokter
secara terus-menerus wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan,
sertifikasi, registrasi, lisensi, untuk menyerap perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi dalam rangka memenuhi standar profesi.

5.4.9. Pengawasan, Audit dan Umpan Balik
Pengawasan merupakan salah satu fungs mangemen waaupun
ditempatkan pada akhir kegiatan tapi dapat dilakukan setiap saat, baik selama
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proses maupun sesudah kegiatan berlangsung Pengawasan adalah adanya kegiatan
penilaian dan sekaligus koreksi terhadap penampilan karyawan untuk mencapai
tujuan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi pengawasan merupakan
proses untuk mengukur keberhasilan program kemudian dilanjutkan dengan
pengarahan mungkin juga koreksi sedemikian rupa sehingga tuju
ditetapkan dapat tercapai. ( Nawawi,1992; Azwar, 1996)

@ah kemaren..

“Kita setahun udah 2 ka ect
Cuman ini kan masih mati yang/'lain-faif ma eI internal .. (untuk
Perina ?) Perina kita ini.. k PRA 5|h erlna dan Penyakit

Dalam, dan ICU .. it
Sekarang saya bu

a kita ada PRA ini sudah ada

" (Informan 3)

a saya lihat. (untuk audit di bagian perina ?)
an ketua SKFT itu kan dari dokter anak.
ng ‘Perina, jadi dia lakukan ujicoba audit di bagian
bisa langsung mengawasi.... Yang lain belum.. ,
aru mau kita garap..kita mau garap. Saya baru saja
gan Kepala Farmasi untuk membahas tentang sampai

sgauh mana pemakaian obat-obat di rumah sakit sesuai dengan
formularium.” (Informan 4)

“..,Jadi ada evaluasi per bulan mengenai pemakaian obat antibiotik, yang
sesuai dengan kumannya. Sesuai dengan formularium ada, terus
pemakaian obat generik, itu ada ya.. Nggak ada khusus Perina .., jadi ya
semua...” (Informan 5)

“Baru pada evaluas resep itu kita. Tapi kalau pengkajian resep ini
rasional apa tidak kita belum..” (Informan 6)
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“Itu sudah dilakukan .., tapi baru yang di ICU kalau nggak salah..”
(Informan 7)

“Secara global di Rumah sakit belum. Ya itu tadi, bahwa kelemahan
dalam suatu organisas itu adalah sistem evaluasi. Tetapi secara khusus,
pada kasus-kasus tertentu, itu sudah.... Itu sering sekali pasien-pasien
yang ada di NICU dan ICU.” (Informan 8)

<

Direktur. Kedua, Farmasi pun
pengawasan tersebut. Sedangkan
PRA karena PRA merupakan
harus ikut mengawasi, sebagaimana

“ Kita masukkan

“Harusnya n
“itu ( 4

|
“ Ty bi ki
an ' edi

<
. e w
penggeraxknya
memang seharusnya ketuanya kali..” (Informan 7)
“Yang bertanggungjawab ya PRA, .karena PRA itu merupakan suatu

wadah untuk menampung ke-4 pilar tadi, jadi harus ditopang. Kadang
menjadi wadah, sehingga berada di bawah , dia harus memfasilitas dari
pilar-pilar tersebut.. (Informan 8)

“Ketua PRA nya...” (Informan 9)
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Tabel. 5.9. Pengawasan POR

No Pengawas POR > Informan | Persentase

1 | Komite Medik 1 11.1

2 | SKFT 3 33.35

3 | SKFT dan Farmasi 1 11

4 | Farmasi 1 1110

5 |PRA 3 O (333

Jumlah 9 1<0© \v
Sumber: Data primer diolah, 2010
Penjenjangan supervisi/audit di dalam Rum itini b al dari PRA

yang kemudian diserahkan ke ketua PRA. utnya Ketua melaporkan ke
Direktur. Sedangkan kalau dari SKFT s orkan ke ite Medik,

sebagal mana pernyataan informan berika
ktur. Kal i Terapi itu
an berjenjang di dalam

%Q
X Kesehatan Nomor

1197/Menkes/SK/X/20 an Farmasi Rumah Sakit,

enggunaan obat serta evaluasinya dan melengkapi  staf
profesional dibrdang-kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan

dengan obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan

berdasarkan pedoman penyusunan formularium RS (2010), salah satu fungs
utama SKFT adalah (1) sebaga penasehat, KFT memberikan rekomendasi kepada
pimpinan RS mengenai rumusan kebijakan dan prosedur untuk evaluas,
pemilihan dan penggunaan obat di RS.

Dengan demikian dari hasil wawancara mendalam belum menunjukkan
kesesuaian peran SKFT dalam melakukan evaluas penggunaan obat yang dipakai.
PPRA sebagal sebagai salah satu program penggendalian resistensi antimikroba
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tetap harus memberikan tugas evaluasi penggunaan obat kepada SKFT. Surat
Keputusan Direktur Utama tentang Pembentukan dan Pembubaran SKFT perlu
memperjelas uraian tugas, fungs dan ruang lingkup SKFT sesua dengan
kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Menteri, dengan demikian peran SKFT
lebih jelas dan SKFT lebih optima dalam menyusun program kerjan

Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga/instansi di luar ah Sakit
dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Rl dan BPK. Sipervi dah
dilakukan oleh Kementian Kesehatan adalah mengenai p alian

resistensi antimikroba dan penggunaan obat generikSelain pel atihan-

pelatihan tentang penggunaan obat antibiotik rasiona d aluas terapi yang
dilaksanakan oleh Kementrian Kesehatan; imana penuturan informan

berikut :

@ (Inf@
“Di dalam rumah sakit ini >be selal '%m Cuman pernah kita
dipanggil diajak.. D% k IFi-pertemuan penggunaan
|."Yang ngadal , tapi tidak dilaksanakan
gitu..” % 3)

obat antibiotik ra
. itu sudah pasti, itu rutin setiap

; N
> N
e ’t\j\ BPK juga bisa masuk dalam salah

..” (Informan 4)

arena PRA ini masuk dalam wilayah.. Dirjen tentang
kitan, Yan Med.. Itu ada program dari Kemenkes untuk

tujuannya, bukan program Kemenkes yang terus menerus.....Seperti tahun
kemaren, ada penilaian akreditasi PRA di RS Dari 24 RS yang di bawah
Kemenkes, yang dinilai ya syukur, di Persahabatan ini dapat poin juara
1. (Informan 8)

“Kalau sampai sekarang belum ya, cuma melalui Depkes itu pernah ada
pelatihan untuk evaluasi terapi. Nah itu belum seragam juga, ketika
ditanya waktu itu yang berangkat orang PRA, s X itu waktu saya ada
pertanyaan-pertanyaan evaluasi terapi itu kan ada sub-sub judulnya jadi
ada yang membingungkan, itu ternyata ada juga yang belum terjawab. Itu
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yang mengadakan Depkes. Itu kan baru disebut wacana evaluas.”
(Informan 9)

Mekanisme umpan balik hasil supervis yang sudah dilaksanakan adalah
berupa rekomendasi yang disampaikan ke SMFSMF oleh Komite Medik berupa
paparan untuk ditindaklanjuti, sebagaimana ungkapan informan dib. ini

“Dapat.. Rekomendasi ya.. Waktu itu setelah dinilaj
rekomendasi .. isinya ada beberapa, banyak nggak hapal (.
perluasan area penelitian kita.. Kan kita waktu itu b, '
untuk Perina, ICU dan penyakit dalam..
Makanya kenapa mikrobiologi itu harus
rekomendasi mereka. Karena kalau cu
rumah sakit sebesar ini, gitu. Mal

ketemu ini. Terus mereka d
dilakukan fumigasi..,jadi |
bagus...” (Informan 1)

H SN
“... dan dari farmas f ck yang d juga sudah ada.”
(Informan 2)
S i Bl

“ Feed back dari te 3 ak lihat dokumennya, karena
"NInfo 4)

itu langsun irektur

“Kamite medi mel akukan:: kanya kita memberikan laporan ke
Ko Medi anti ik yang menyampaikan ke SMF-SMF.”
(In 5

\ |@ta paparan. Komite medik menghimbau hasilnya
begini, begini. Yang paparan juga komite medik bukan

" (nforma

Hasil penelusuran dokumen, Farmasi sudah melakukan secara rutin

engan waktu satu bulan sekali, yaitu evaluas kesesuaian resep dengan

formularium; kepatuhan menulis resep generik; penulisan antibiotik; antibiotik

sesual formularium dan antibiotik generik yang dipakal, walaupun dengan

keterbatasan resep yang masuk di apotik. Sedangkan untuk Program PRA,

Kemenkes sudah melakukan pengawasan penilaian Program PRA sebanyak 2 kali

dengan melakukan kunjungan di tahun 2005 dan 2010. Hasil penilaian terseut
berupa rekomendasi untuk masing-masing pilar.
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Evaduas masing-masing tim secara garis organisasi,, SKFT dibawah
pengawasan Komite Medik, sedangkan PPRA dibawah Komisi Mutu. Laporan
SKFT ditinjaklanjuti oleh Komite Medik dengan memberikan umpan balik
kepada seluruh SMF. Sedangkan mekanisme teguran untuk SMF yang tidak
mematuhi formularium sampai saat ini belum pernah ada.

5.4.10. Edukas Publik Mengenai Obat
Dari hasil wawancara mendalam, upaya penyeb
penggunaan obat kepada masyarakat, 3 dari 5 i

dilaksanakan tetapi ada pula yang mengatakan m dilak
Tabel. 5.9. Pemberian Ed i I}@ik tentang Obat

(NN
No Pemberian Ed@@é{orman @%&&a

1 | Sudah dilakukan > Wog L \Vso
2 | Belum dilakukan ) ) /o2 N\ 40

Jumlah (5 100
Sumber : Data primeydi NP
1 pun ruang Perina sendiri
obat kepada masyarakat sudah

Diruang Perina sendiri setiap pemberian obat harus ada bukti tertulisnya
untuk diketahui orang tua bayi disertai dengan penerapan setingkat pengetahuan
yang bersangkutan.

“Kalau per obat, dokter sudah memberikan. Edukasi itu dilakukan pada
waktu dokter melakukan pengobatan. Itu secara individu

Secara kolaborate, ada spanduk-spanduk, seperti obat TB, obat yang
rasional, .. atau di leafelet-leafelet itu kan ada.. * (Informan 3)

“ Sebulan sekali, jadi di poli kita kumpulin pasien terus kita paparan.
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Topik apa, misalnya obat Tb anak, ya kita lebih stress ke obat bukan ke
penyakitnya .

Terus kita konseling juga, di farmasi itu setiap hari ni kalau di poli paru
kita ada konsdling disitu jadi pasien baru, pasien bermasalah yang
berubah-ubah jadi kita kasih konseling disitu, kenapa sih ibu tidak
mematuhi obat, begini gini...” (Informan 6)

“Kita ada semua, istilahnya kita menggunakan obat ini kan harus ada
hitam diatas putih. Kita kasih obat apa kita kasih ke ora a, tapi
kita menerangkan setingkat pengetahuan dia.” (Inforfman

“Belum, seharusnya ada tapi ya mungkin ki adi ya.

Dan bisa juga karena dari pasien karena pasi care mau
dikasih obat apa aja dia terima, tidak dilihat itu ob Nnforman 2)

“ Sampai saat ini belum, mustinya me Masyar akat

di rumah sakit itu ada dua, yaitu-m ari dokter

y ... Yang

an keluarga

gerti, bahwa

%b&, kegiatan ini biasanya

ah, diskusi dan tanya jawab

N
AR
RN
an.
%@. 59, Jadwal PKRS

7\&\ Mtu %bi cara Materi

\l\ R 18-@@&&% TK Pengobatan Asma
2 ) @E&}\ﬁ} TK Penggunaan Obat pada Bumil dan Menyusuli
\ 3 25-Mar=10 TK Pengobatan Tuberkulosis

4 29-Apr-10 EM Pengobatan Tuberkulosis

5 29-Jun-10 FN Informasi Penting Seputar Obat

6 14-Jul-10 CwW Mengenali Penyakit & Obat pada anak

7 22-Jul-10 TK Pengobatan TB pada Anak

8 16-Agust-10 EM CaraMinum Obeat di Bulan Puasa

9 28-Sep-10 FN Penggunaan Obat pada Bumil dan Menyusui

10 20-Okt-10 TK Y ang Perlu Anda Ketahui tentang Obat

11 28 -Okt-10 FN Y ang Perlu Anda Ketahui tentang Obat

12 29-Nov-10 FN Diabetes Médlitus

Sumber: Laporan PKRS Instalasi Farmasi diolah, 2010
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5.4.11. Penghindaran Insentif Finasial

Disinggung mengenai insentif khusus yang didapatkan dari penggunaan
obat tertentu di Rumah Sakit ini, hasil wawancara mendalam ada yang
mengatakan hal seperti itu tidak ada dan harus dihindari karena rumah sakit ini
adalah instansi pemerintah yang tidak dibolehkan untuk menerim atu yang
tidak ada dasarnya. Namun pendapat lain menyatakan bahwa kalau i tif dari

rumah sakit memang tidak ada tetapi karena masih ada obat-o ing
yang bermerk maka dapat dikatakan masih ada in

misalnya dapat berupa akomodasi untuk seminar oSiu endidikan
berkelanjutan.

“ Kita harus menghindari ini. Karen an kalau kita memberikan sesuatu
harus ada dasarnya. Nah kita ilik pemer kan nggak

boleh... * (Informan 1)
“Bukan dari Rumah Saki %
N

a bi Iéi@karena dibikin

formularium tapi mereka g lain-lain kan.
Karena masalah itu apanya.me
Siapa yang membia incivi

sayalihat.. “ (Inf

, S8 kita tidak ada ya. Secara sistem tidak ada..
‘\\ i tidak bisa memberikan gambaran. Bukan
uktikan. Tidak ada data yang kita punya, jadi kita
informasi, bahwa itu ada atau tidak...”

“\
“Untuk dokternya? Aduh, kalau untuk itu aku nggak tahu ya... (Kalau

misalnya pakai produknya,, MedRep nya.. memfasilitasi pelaksanaan
seminar-seminar gitu ?) Nah itu kan yang suka menyebabkan jadi 80 %,
tidak 100 % tadi.. Pindah ke lain hati lah, gitu.. “ (Informan 5)

“Kalau kedokter saya tidak tahu. Kalau di kita pengadaan melalui
tender..” (Informan 6)

“Nggak tahu ya apa itu farmasi itu kali yang lebih tahu kalau dari farmasi
atau klinisi salah satu pengguna itu. Kalau kita mungkin timnya enggak.
Nggak ada...” (Informan7)
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“ltu  tidak ada sebetulnya.., tapi farmasi itu kan mempunyai suatu
program pendidikan. Nah jadi dokter-dokter itu mendapat suatu support
untuk pendidikan berkelanjutan, semacam seminar, simposium ditempat
lain, ya...” (Informan 8)

“ (insentif dari)Obat enggak (ada), (obat yang dipakai) kan generik. Kan
kita kalau insentif nggak ada, kan kalau yang dimaksud insentif resmi ni
kalau dulu yang pernah berjalan menurut aku apotik, apotik punya
keuntungan ya kan, dari itu seharusnya tapi nggak di ;gkai o

(Informan 9)
un N ertemuan

ilmiah, seminar dan simposium dan hal itu ah akati oleh

Insentif khusus yang didapat dari farmas di

Kemenkes RI, persatuan farmasi dan IDI bahwa pemberian * ort” dari farmasi

ke dokter tidak boleh dalam bentuk bara aterial apalagi dal tuk uang,
tetapi hanya boleh untuk menunjang penc sebagaiman informan
berikut ;

“ Untuk pertemuan-pertem e..” (Informan 3)

-y

inar, simposium gitu,

»
sepa Kemenk% waktu itu, kemudian

i ‘dan.kD a pemberian “ support” dari farmas
ﬂ dalamb barang, dan material apalagi dalam
ﬁv&\ ch untuk menunjang pendidikannya, jadi
., (karena) untuk akreditasi selama 5 tahun
er mpul kan suatu kredit poin, untuk pengurusan

\'f\\\»\ dokter untuk mengeluarkan uang sendiri itu susah,
[ * sakit pemerintah, pendapatannya tidak seberapa, dan
"5“&“9' uarkan sendiri biaya pendidikan,..” (Informan 8)

@ Dari pernyataan informan tersebut mengindikasikan bahwa, disatu sisi

dokter memerlukan dana untuk support peningkatan keahliannya secara

berkesinambungan, sementara disisi lain ada kekhawatiran juga, bahwa support
dari farmasi tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Kode etik pemasaran perusahaan farmasi serta SK Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.3.02706 Tahun 2002, tidak

dibenarkan dokter mendapatkan donasi dari obat yang diresepkannya. Adapun
dukungan dana untuk kegiatan pertemuan ilmiah sebagai salah satu sarana untuk
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menunjang pendidikan berkelanjutan dokter itu sendiri maka masih dibenarkan. Hal

ini jugaterjadi di RSUP Persahabatan dimana dana untuk memperoleh pendidikan
dan pelatihan khususnya untuk meningkatkan kompetensi/pendidikan berkelanjutan

masih terbatas, maka masih banyak dukungan dari perusahaan farmasi dalam

kegiatan tersebut.

5.4.12. Penerapan 8 dari 12 langkah Rekomendasi WHO <

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai
terhadap 8 dari 12 langkah intervensi yang
untuk lebih meningkatkan penggunaan ob

ikan~olen WHO

berikut:
Tabel. 5.11. Evaluas Penerapan hadap 8
dari 12 Langkah awancara
dan Metode Telagh Do
No | Item Wavxgga(a Pener apan Bobot %
[ nput A C
Kebijakan tentang
1 | penggunaan obat %@ sudah diterapkan 2 8.33
Sebagian
> |som /) \\\\ a&\%& diterapkan 1 412
N/ |b sebagian
3 | SaranaYankesRS | | ' diterapkan 1 412
N
4 | Ketersedi @ ada sudah diterapkan 2 8.33
5 %&wﬁn\a@ @j\& ada sudah diterapkan 2 8.33
\S{O ﬁ\\/
Pan s/ belum sebagian
M sesuai maksi mal diterapkan 1 4.12
%ggunaan\%:@
berdasarkan pili dibawah sebagian
pengobatan belum sesuai | standar diterapkan 1 4.12
Pemberdayaan Komite Obat | belum sebagian
3 | danTerapi RS maksimal belum tepat diterapkan 1 4.12
Pendidikan berkelanjutan
4 | untuk dokter ada ada sudah diterapkan 2 8.33
Pengawasan, audit dan belum belum sebagian
5 | umpan balik maksimal maksimal diterapkan 1 4.12
Edukasi publik mengenai
6 | obat ada ada sudah diterapkan 2 8.33
Penghindaran insentif sebagian
7 | finansia dihindari masih ada diterapkan 1 4,12
17 70.49

Sumber: Data primer diolah, 2010

Universitas Indonesia

Penerapan kebijakan..., Rani Dwiharjanti, FKM Ul, 2010.




94

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa langkah yang sudah
diterapkan RSUP Persahabatan adalah adanya kebijakan tentang POR, ketersedian
obat, adanya panduan Klinis, adanya program pendidikan berkelanjutan untuk
dokter dan adanya program edukasi untuk publik mengenai obat. Hasil penelitian
ini menunjukkan RSUP Persahabatan telah menerapkan 8 dari langkah

rekomendasi WHO sebesar 70,49 %. S \%
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BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka, dapat di tarik kesimpulan sebagai

berikut;

1.

Kebijakan POR dinyatakan sangat penting untuk dilaksanakan, dan dipahami
secara keseluruhan oleh provider. Adanya komitmen yang cukup kuat dari
pimpinan puncak dan kesamaan persepsi antar pelaksana, menyebabkan
kebijakan POR bisa diterapkan di RSUP Persahabatan,

RSUP Persahabatan telah menerapkan 8 dari 12 langkah rekomendasi WHO
untuk lebih meningkatkan pengunaan obat rasional sebesar 70,49%. Beberapa
langkah yang sudah diterapkan RSUP Persahabatan adalah adanya kebijakan
tentang POR, ketersedian obat, adanya panduan klinis, adanya program
pendidikan berkelanjutan untuk dokter dan edukasi untuk publik mengenai obat.
Sarana pelayanan kesehatan di bagian Perina jumlahnya belum mencukupi,
sementara sarana penunjang khusunya laboratorium belum bisa memfasilitas
untuk AGD cito, yang dapat mempengaruhi pemberian obat.

Komitmen dari pimpinan puncak dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan dasar
difasilitasi oleh instalasi farmasi dan untuk obat khusus melalu apotik rumah
sakit. Ketersediaan obat akan ada apabila perencanaan obat tersebut masuk setiap
bulannya yang dievaluasi dan ditelaah kembali oleh farmasi. Ini dilakukan untuk
menjaga overstock obat-obatan dan kebocoran pendapatan. Di bagian Perina
RSUP Persahabatan obat yang biasa digunakan sudah ada di dalam daftar
formularium rumah sakit sehingga dokter dapat meresepkan obat tersebut sesual
dengan formularium.

Panduan Klinis atau SPM di RSUP Persahabatan sudah disusun oleh masing-
masing SMF yang diadaptasi dari standar profesi masing-masing dan disetujui,
kemudian digjukan ke Komite Medik untuk selanjutnya disahkan oleh Direktur
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Utama. Rumah sakit pun telah menyusun Pedoman Penggunaan Antibiotik
(PPAB) didasarkan dari mikrobiologi, jenis kuman yang ditemukan di Rumah
Sakit ini dan jenis antibiotik yang masih sensitif untuk membunuh kuman
tersebut.

DOEN yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan disusun kembali menjadi
formularium rumah sakit. Formularium adalah serangkaian daftar nama obat-obat
yang diberlakukan rumah sakit berdasarkan usulan dari semua SMF dan
dikumpulkan oleh Sub Komite Farmas Terapi (SKFT) untuk diberlakukan di
RS. Hasil evaluasi kesesuaian penulisan resep terhadap formularium RS rata-rata
94,32%, jadi masih di bawah standar pelayanan minimal RS yang ditentukan
yaitu sebesar 100%.

Panitia Farmasi Terapi (PFT) di RSUP Persahabatan telah terbentuk sejak tahun
1985 dengan uraian tugas menyusun formularium obat di RSUP Persahabatan,
merencanakan obat dan barang farmasi serta anggarannya, mengawas dan
menyempurnakan tatakefarmasian di RSUP Persahabatan. Kegiatan SKFT belum
berjalan maksimal terutama dua tahun terakhir, karena adanya kendala SK
terakhir yang belum direvisi sampal saat ini dan wacana pemindahan struktur
SKFT, yang sekarang masih dibawah Komite Medik menjadi dibawah Komisi
Mutu.

Dokter di RSUP Persahabatan menyadari kewajiban mengikuti pendidikan
berkelanjutan untuk menjaga standar profesi, walaupun harus mengeluarkan
biaya sendiri. Rumah Sakit pun mendukung adanya pendidikan berkelanjutan
untuk tenaga dokter dengan menganggarkan dana untuk kegiatan pendidikan
seperti simposium, seminar ataupun dengan kegiatan internal Rumah Sakit.
Tentu sga karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, untuk itu dana yang
disediakan terbatas mengikuti anggaran yang ada.

Pel aksanaan pengawasan atau monitoring POR di rumah sakit secara keseluruhan
belum dilaksanakan tetapi sudah dilakukan beberapa pilot project, seperti di
bagian Perina. Belum ada kesamaan perseps siapa seharusnya yang melakukan
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pengawasan POR tersebut, adanya Program PRA membantu pengawasan POR
sekaligus menjadikan ketersinggugan fungsi dengan SKFT.

Edukasi penggunaan obat kepada keluarga pasien sudah dilaksanakan, baik oleh
farmasi maupun oleh perina sendiri khususnya yang berkaitan dengan obat-
obatan yang diberikan oleh dokter.

Secarainstitusi, insentif khusus yang didapatkan dari penggunaan obat tertentu di
RSUP Persahabatan tidak ditemukan, namun secara individual indikas tersebut
masih ada. Hal ini terkait dengan komitmen dokter untuk memberikan POR.

6.2. Saran
6.2.1. Untuk Kementrian Kesehatan RI

Kebijakan POR sudah menjadi salah satu tujuan dalam Kebijakan Obat
Nasional yang dituangkan dalam Surat Kepmenkes RI  No.
189/Menkes/SK/111/2006, akan tetapi belum mengatur secara tegas
pelaksanaan POR tersebut, untuk itu perlu adanya peraturan khusus tentang
penggunaan obat rasional yang diatur dalam bentuk permenkes agar
penggunaan obat rasional dapat diterapkan dan menjadi salah satu indikator
kinerja di rumah sakit

6.2.2. Untuk RSUP Persahabatan
6.2.2.1. Untuk Pimpinan RS

1. Perlu segera merealisasikan merevis keputusan tentang kepengurusan SKFT,

agar tim tersebut dapat melanjutkan program kerjanya, dengan memperjelas

tugas, fungs dan ruang lingkup kerjanya sesuai kebutuhan.

2. Perlu adanya pendelegasian kewenangan kepada Komite Medik untuk dapat

menegur SMF bilatidak patuh menjalankan POR.

6.2.2.2. Untuk Komite M edik

1. Perlu ditingkatkannya sosialisasi kebijakan POR secara terus menerus dan

mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk tenaga medis agar dapat terus
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meningkatkan kompetensi dan wawasannya, terutama untuk pengetahuan
tentang penggunaan obat yang rasional.

2. Perlu meningkatkan komitmen dokter (tenaga medis) untuk dapat
memberikan terapi sesuai dengan standar pelayanan medis dan formularium
yang ada.

6.2.2.3. Untuk Komisi Mutu
1. Supervis, audit dan tindak lanjut masih dirasakan belum maksimal, maka
perlu adanya pengawasan langsung secara berkala, agar program POR dapat
berjalan lebih maksimal.
2. Perlu diadakan audit tentang POR untuk kasus-kasus penyakit yang tidak
memerlukan antibiotika, balk dilakukan oleh tim PRA sendiri ataupun
independen.

6.2.3 Bagi pendliti lain
Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam secara kuantitatif terkait
determinan penggunaan obat tidak rasional dan besaran kerugian rumah sakit
akibat peresepan obat di luar formularium yang tidak disediakan oleh rumah
sakit
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
Penerapan K ebijakan Penggunaan Obat Rasional (Studi Kasus Potensial
Infeks di Bagian Perina RSUP PersahabatanJakarta Tahun 2009-2010)

Petunjuk Umum

a

® a0 o

—

Ucapkan terima kasih atas kesediaan informan

Sebelum melakukan wawancara perkenalkan diri peneliti

M el aksanakan Inform Concent

Jelaskan maksud dan tujuan wawancara secara singkat

Minta izin kepada informan tentang penggunaan alat komunikas selama
wawancara seperti : tape recorder, buku catatan dll

Wawancara langsung dilakukan oleh peneliti dan asisten

Wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan
dalam pedoman wawancara mendalam

Pewawancara mencatat suasana wawancara : gambaran umum, tingkah
laku, dan ekspresi informan secaratepat dan benar

Gunakan pertanyaan terbuka

Semua pertanyaan yang ada di dalam petunjuk harus diperoleh
jawabannya dari informan. Dari jawaban informan gali dan kembangkan
pertanyaan lagi sesuai keperluan penelitian.

Informan bebas untuk menyampaikan pendapat

Jawaban atau tanggapan informan tidak ada yang salah karena hanya
bertujuan untuk penelitian

m. Semua keterangan akan dijamin kerahasiaannya

. Pelaksanaan Wawancara Mendalam

Pedoman Wawancara Mendalam ini digunakan untuk sasaran informan
sebagal berikut :

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9

. Direktur Medik dan Keperawatan

Bidang Pelayanan. Medik

Komite Medik

Komite Mutu

Komite Farmasi Terapi

Instalasi Farmasi

Tim Pengendali Infeksi

Tim Pencegahan Resistensi Antimikroba
Dokter Penanggung Jawab Bagian Perina
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Penerapan Sistem dan Kebijakan Penggunaan Obat Rasional Studi Kasus
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Pendliti / Mahasiswa
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ApaTujuan dari Studi ini?

Diketahui pemahaman penggunaan obat rasional serta penerapan sistem dan
kebijakan RS terhadap 12 langkah intervensi yang direkomendasikan oleh
WHO untuk |ebih meningkatkan penggunaan obat yang rasional di RS.

Apakah keikutsertaan dalam Studi ini bersifat sukareladan aparisikonya ?

Keikutsertaan bapak/ibu dalam studi ini bersifat sukarela dan tidak akan
menimbulkan risiko apapun, baik dari segi kesehatan ataupun hal — hal lain yang
bisa membahayakan. Jawaban dari bapak/ibu akan kami jaga kerahasiaannya

Apa yang akan terjadi jika seseorang memutuskan untuk ikut serta dalam
studiini ?

Ikut serta dalam penelitian ini, berarti bapak/ibu perlu meluangkan waktu untuk
wawancara selama satu sampal dua jam mengenai pemahaman penggunaan obat
rasional serta penerapan sistem dan kebijakan RS terhadap 12 langkah
intervensi yang direkomendasikan olen WHO untuk lebih meningkatkan
penggunaan obat yang rasional di RS XYZ. Jika Anda merasa ada pertanyaan
yang digukan bersifat sensitif dan tidak nyaman menjawabnya, Anda bisa
menolak tanpa harus menjelaskan alasannya kepada pewawancara.

Wawancara akan direkam dengan kaset untuk memudahkan kami mengolah dan
menyimpan seluruh informasi yang diperoleh.
Apayang harus saya lakukan jika ada pertanyaan setelah wawancara?

Bila bapak/ibu mempunyai pertanyaan setelah kita selesai berbicara, bapak/ibu
dapat menghubungi: Rani Dwiharjanti, Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Kampus Baru Depok,
Jawa Barat. Telp/HP: +628129298336, Email: tazkia rani @yahooo.com
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A. Pedoman Wawancara untuk Direktur Medik dan Keperawatan

. Penggunaan Obat Rasional (POR) :

Menurut Bapak/Ibu apakah pengertian penggunaan obat rasiona secara
praktis ?

Seberapa penting penerapan penggunaan obat rasiona untuk RS ini?
Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan POR ?

Jika dikaitkan dengan pelayanan farmasi yang bermutu, faktor apa sgja
yang menurut Bapak/lbu merupakan prioritas untuk meningkatkan

penggunaan obat rasional ?

. Rekomendass WHO tentang 12 langkah intervensi untuk penggunaan
obat lebih rasional :

WHO telah mengeluarkan 12 langkah intervensi untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional. Apakah Bapak/Ibu cukup familier dengan 12
langkah WHO tersebut ?

Apakah Bapak/Ibu mengetahui isi rekomendasi tersebut?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rekomendasi WHO tersebut
bagi RS ? (Probing : menguntungkan, merepotkan)

Secara umum, bagaimana penerapan rekomendasi WHO tersebut di RS ?

. Pedoman Pengobatan :

Salah satu langkah intervenss WHO untuk meningkatkan penggunaan obat
rasional adalah dengan pembentukan badan nasional multidisiplin untuk
mengkoordinasikan  kebijakan  penggunaan obat. Berdasarkan
pengalanan Bapak/Ibu, bagaimanakah cara penetapan pedoman
pengobatan di rumah sakit ini?

Kapan dan siapa yang mensahkan pedoman pengobatan tersebut di RS ?
Bagaimanakah cara sosidisasinya dan gpakah pedoman pengobatan
tersebut diketahui oleh seluruh petugas pelayanan kesehatan ?
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. Penggunaan DOEN nasional berdasarkan pilihan pengobatan :

Secara nasional, Kemenkes (Depkes saat itu) telah menetapkan DOEN
sebagal acuan pengobatan. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang DOEN
tersebut ?

Bagaimana pengunaan DOEN di rumah sakit ini?

Adakah rumah sakit juga membuat formularium sendiri? (Probing :
mencakup terapi apa sagja yang dibuat formularium, bagaimana dengan
terapi sepsis neonatorum)

Bagaimana pelaksanaan formularium tersebut ? (Probing : apa semua

pengobatan sudah sesual formularium, apa kendala pel aksanaan...)

. Pembentukan Komite Obat dan Terapeutik RS =» utk informan Kom med
& KFT:

Kebijakan penggunaan obat dan penggunaan DOEN di RS perlu di kawal
olen KFT (Komite Farmasi dan Terapeutik). Berdasarkan informasi yang
Bapak/Ibu ketahui bagaimana awa pembentukan Komite Obat dan
Terapeutik di RS ini? Apakah tujuan dari pembentukan komite tsb?
Apakah KFT memiliki peran besar dalam hal penggunaan obat di RS ?
Adakah pertemuan rutin untuk membahas masal ah penggunaan obat di RS
(Probing : setiap berapa waktu, Siapa sga pesertanya)

. Pelatihan berkelanjutan untuk dokter :

Langkah intervensi lainnya yang direkomendasikan WHO adalah perlunya
pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis, mendasari hal
tersebut, bagaimana kesempatan untuk mendapatkan pelatihan
berkelanjutan untuk dokter di RSini?

Apakah pernah diadakan pelatihan khusus mengena penggunaan obat
secararasiona untuk dokter ?

. Supervisi, Audit dan umpan balik :

Bagaimanakah pelaksanaan supervisi / audit rasionalitas penggunaan obat
di Rumah Sakit ini? Apakah dilakukan secara berkaa?
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- Siapayang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ?

- Apakah ada supervisi/audit secara berjenjang di dalam RS (dari pelaksana,
sampa top mangiemen RS) dan lembagai/instansi di luar RS (baik dari
Kemenkes RI atau lembagalain) ?

- Apakah mekanisme umpan balik hasil supervisi juga berjaan ?

8. Menghindari Insentif financial tanpa alasan :
- Adakah insentif khusus yang didapatkan dari penggunaan obat tertentu di
RSini ?
- Bagaimana pembagiannya ?
- Untuk kegiatan apa sgja insentif tersebut digunakan ? Apa alasannya ?

9. Ketersediaan obat :
- Bagaimana kontinuitas ketersediaan obat apapun untuk kebutuhan pasien ?
- Bagaimana mekanisme menjaga ketersediaan obat tersebut ?

10. Saran dan masukan I nforman
- Adakah saran atau masukan Bapak/Ibu untuk peningkatan penerapan
pengobatan rasional, sesua dengan 12 langkah rekomendast WHO di
Rumah Sakit ini ?
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B. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Komisi Mutu dan Keselamatan

. Penggunaan Obat Rasional (POR) :

Menurut Bapak/lbu apakah pengertian penggunaan obat rasional secara
praktis ?

Seberapa penting penerapan penggunaan obat rasiona untuk RS ini?
Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan POR ?

Bagaimana penggunaan obat secararasional di RS ini? Mengapa?

Jika dikaitkan dengan pelayanan farmasi yang bermutu, faktor apa sgja
yang menurut Bapak/lbu merupakan prioritas untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional ?

. Rekomendass WHO tentang 12 langkah intervensi untuk penggunaan
obat lebih rasional :

WHO telah mengeluarkan 12 langkah intervensi untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional. Apakah Bapak/Ibu cukup familier dengan 12
langkah WHO tersebut ?

Apakah Bapak/lbu mengetahui isi rekomendasi tersebut?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rekomendass WHO tersebut
bagi RS ? (Prohing : menguntungkan, merepotkan)

Secara umum, bagaimana penerapan rekomendasi WHO tersebut di RS ?

. Pedoman Pengobatan :

Salah satu langkah intervensi WHO untuk meningkatkan penggunaan obat
rasional adalah dengan pembentukan badan nasional multidisiplin untuk
mengkoordinasikan  kebijakan  penggunaan obat. Berdasarkan
pengalaman Bapak/lbu, bagamanakah cara penetapan pedoman
pengobatan di rumah sakit ini?

Kapan dan siapa yang mensahkan pedoman pengobatan tersebut di RS ?
Bagaimanakah cara sosidisasinya dan gpakah pedoman pengobatan
tersebut diketahui oleh seluruh petugas pelayanan kesehatan ?
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. Penggunaan DOEN nasional berdasarkan pilihan pengobatan :

Secara nasional, Kemenkes (Depkes saat itu) telah menetapkan DOEN
sebagal acuan pengobatan. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang DOEN
tersebut ?

Bagaimana pengunaan DOEN di rumah sakit ini?

Adakah rumah sakit juga membuat formularium sendiri? (Probing :
mencakup terapi apa sagja yang dibuat formularium, bagaimana dengan
terapi sepsis neonatorum)

Bagaimana pelaksanaan formularium tersebut ? (Probing : apa semua

pengobatan sudah sesual formularium, apa kendala pel aksanaan...)

. Pembentukan Komite Obat dan Terapeutik RS:

Kebijakan penggunaan obat dan penggunaan DOEN di RS perlu di kawal
olen KFT (Komite Farmasi dan Terapeutik). Berdasarkan informasi yang
Bapak/Ibu ketahui bagaimana pembentukan Komite Obat dan Terapeutik
di RS ini? Siapa saja anggotanya? Apakah tujuannya?

Apakah KFT memiliki peran besar dalam hal penggunaan obat di RS ?
Adakah pertemuan rutin untuk membahas masalah penggunaan obat di RS
(Probing : setiap berapa waktu, siapa saja pesertanya)

. Pelatihan berkelanjutan untuk Dokter :

Langkah intervens lainnya yang direkomendasikan WHO adalah perlunya
pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis, mendasari hal
tersebut, bagaimana kesempatan untuk mendapatkan pelatihan
berkelanjutan untuk dokter di RSini?

Apakah pernah diadakan pelatihan khusus mengenai penggunaan obat

secararasional untuk dokter ?

. Supervisi, Audit dan umpan balik :

Bagaimanakah pelaksanaan supervisi / audit rasionalitas penggunaan obat
di Rumah Sakit ini? Apakah dilakukan secara berkala?

Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ?
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Apakah ada supervisi/audit secara berjenjang di dalam RS (dari pelaksana,
sampai top mangjemen RS) dan lembagai/instansi di luar RS (baik dari
Kemenkes RI atau lembagalain) ?

Apakah mekanisme umpan balik hasil supervisi jugaberjalan ?

8. Menghindari Insentif financial tanpa alasan :

Adakah insentif khusus yang didapatkan dari penggunaan obat tertentu di
RSini ?
Bagaimana pembagiannya ?

Untuk kegiatan apa sgja insentif tersebut digunakan ? Apa alasannya ?

9. Edukas public mengenai obat:

Rekomendasi WHO lainnya adalah adanya wadah edukas terhadap publik
mengenal penggunaan obat di RS. Adakah upaya RS penyebarluasan
informasi penggunaan obat kepada masyarakat ? Bagaimana caranya ?

Bagai mana tanggapan (pemanfaatan) oleh masyarakat terhadap unit/wadah

informasi penggunaan obat tersebut ?

10. Saran dan masukan I nfor man

Adakah saran atau masukan Bapak/Ibu untuk peningkatan penerapan
pengobatan rasional, sesua dengan 12 langkah rekomendass WHO di
Rumah Sakit ini ?
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11.

12.

13.

C. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Bidang Pelayanan Medik

Penggunaan Obat Rasional (POR) :

Menurut Bapak/lbu apakah pengertian penggunaan obat rasional secara
praktis ?

Seberapa penting penerapan penggunaan obat rasiona untuk RS ini?
Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan POR ?

Bagaimana penggunaan obat secararasiona di RS ini? Mengapa?

Jika dikaitkan dengan pelayanan farmasi yang bermutu, faktor apa sgja
yang menurut Bapak/lbu merupakan prioritas untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional ?

Rekomendass WHO tentang 12 langkah intervens untuk penggunaan
obat lebih rasional :

WHO telah mengeluarkan 12 langkah intervensi untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional. Apakah Bapak/Ibu cukup familier dengan 12
langkah WHO tersebut ?

Apakah Bapak/lbu mengetahui isi rekomendasi tersebut?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rekomendasi WHO tersebut
bagi RS ? (Prohing : menguntungkan, merepotkan)

Secara umum, bagaimana penerapan rekomendasi WHO tersebut di RS ?

Pedoman Pengobatan :

Salah satu langkah intervensi WHO untuk meningkatkan penggunaan obat
rasional adalah dengan pembentukan badan nasional multidisiplin untuk
mengkoordinasikan  kebijakan  penggunaan obat. Berdasarkan
pengalaman Bapak/lbu, bagamanakah cara penetapan pedoman
pengobatan di rumah sakit ini?

Kapan dan siapa yang mensahkan pedoman pengobatan tersebut di RS ?
Bagaimanakah cara sosidisasinya dan gpakah pedoman pengobatan
tersebut diketahui oleh seluruh petugas pelayanan kesehatan ?
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14. Penggunaan DOEN nasional berdasarkan pilihan pengobatan :

Secara nasional, Kemenkes (Depkes saat itu) telah menetapkan DOEN
sebagal acuan pengobatan. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang DOEN
tersebut ?

Bagaimana pengunaan DOEN di rumah sakit ini?

Adakah rumah sakit juga membuat formularium sendiri? (Probing :
mencakup terapi apa sagja yang dibuat formularium, bagaimana dengan
terapi sepsis neonatorum)

Bagaimana pelaksanaan formularium tersebut ? (Probing : apa semua

pengobatan sudah sesual formularium, apa kendala pel aksanaan...)

15. Pembentukan Komite Obat dan Terapeutik RS:

Kebijakan penggunaan obat dan penggunaan DOEN di RS perlu di kawal
olen KFT (Komite Farmasi dan Terapeutik). Berdasarkan informasi yang
Bapak/Ibu ketahui bagaimana pembentukan Komite Obat dan Terapeutik
di RS ini? Siapa saja anggotanya? Apakah tujuannya?

Apakah KFT memiliki peran besar dalam hal penggunaan obat di RS ?
Adakah pertemuan rutin untuk membahas masalah penggunaan obat di RS
(Probing : setiap berapa waktu, siapa saja pesertanya)

16. Pelatihan berkelanjutan untuk Dokter :

Langkah intervens lainnya yang direkomendasikan WHO adalah perlunya
pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis, mendasari hal
tersebut, bagaimana kesempatan untuk mendapatkan pelatihan
berkelanjutan untuk dokter di RSini?

Apakah pernah diadakan pelatihan khusus mengenai penggunaan obat

secararasional untuk dokter ?

17. Supervisi, Audit dan umpan balik :

Bagaimanakah pelaksanaan supervisi / audit rasionalitas penggunaan obat
di Rumah Sakit ini? Apakah dilakukan secara berkala?

Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ?
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- Apakah ada supervisi/audit secara berjenjang di dalam RS (dari pelaksana,
sampai top mangjemen RS) dan lembagai/instansi di luar RS (baik dari
Kemenkes RI atau lembagalain) ?

- Apakah mekanisme umpan balik hasil supervisi jugaberjalan ?

18. Menghindari Insentif financial tanpa alasan :
- Adakah insentif khusus yang didapatkan dari penggunaan obat tertentu di
RSini ?
- Bagaimana pembagiannya ?

- Untuk kegiatan apa sgja insentif tersebut digunakan ? Apa aasannya ?

19. Edukas public mengenai obat:

- Rekomendasi WHO lainnya adal ah adanya wadah edukasi terhadap publik
mengenal penggunaan obat di RS. Adakah upaya RS penyebarluasan
informasi penggunaan obat kepada masyarakat ? Bagaimana caranya ?

- Bagaimanatanggapan (pemanfaatan) oleh masyarakat terhadap unit/wadah

informasi penggunaan obat tersebut ?

20. Saran dan masukan Infor man
- Adakah saran atau masukan Bapak/Ibu untuk peningkatan penerapan
pengobatan rasional, sesua dengan 12 langkah rekomendass WHO di
Rumah Sakit ini ?
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D. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Instalas Farmasi

1. Penggunaan Obat Rasional (POR) :

Menurut Bapak/lbu apakah pengertian penggunaan obat rasional secara
praktis ?

Seberapa penting penerapan penggunaan obat rasiona untuk RS ini?
Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan POR ?

Bagaimana penggunaan obat secararasiona di RS ini? Mengapa?

Jika dikaitkan dengan pelayanan farmasi yang bermutu, faktor apa sgja
yang menurut Bapak/lbu merupakan prioritas untuk meningkatkan

penggunaan obat rasional ?

Rekomendas WHO tentang 12 langkah intervensi untuk penggunaan

obat lebih rasional :

WHO telah mengeluarkan 12 langkah intervensi untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional. Apakah Bapak/Ibu cukup familier dengan 12
langkah WHO tersebut ?

Apakah Bapak/lbu mengetahui isi rekomendasi tersebut?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rekomendasi WHO tersebut
bagi RS ? (Prohing : menguntungkan, merepotkan)

Secara umum, bagaimana penerapan rekomendasi WHO tersebut di RS ?

Pedoman Pengobatan :

Salah satu langkah intervensi WHO untuk meningkatkan penggunaan obat
rasional adalah adanya pedoman pengobatan. Berdasarkan pengalaman
Bapak/Ibu, bagaimanakah cara penetapan pedoman pengobatan di rumah
sakit ini?

Kapan dan siapa yang mensahkan pedoman pengobatan tersebut di RS ?
Bagaimanakah cara sosialisasinya ?

Apakah pedoman pengobatan tersebut diketahui oleh seluruh petugas
pelayanan kesehatan ?
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4. Penggunaan DOEN nasional berdasarkan pilihan pengobatan :

Secara nasiona, Kemenkes (Depkes saat itu) telah menetapkan DOEN
sebagal acuan pengobatan. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang DOEN
tersebut ?

Bagaimana pengunaan DOEN di rumah sakit ini?

Adakah rumah sakit juga membuat formularium sendiri? (Probing :
mencakup terapi apa sagja yang dibuat formularium, bagaimana dengan
terapi sepsis neonatorum)

Bagaimana pelaksanaan formularium tersebut ? (Probing : apa semua

pengobatan sudah sesual formularium, apa kendala pel aksanaan...)

5. Pembentukan Komite Obat dan Terapeutik RS:

Kebijakan penggunaan obat dan penggunaan DOEN di RS perlu di kawal
olen KFT (Komite Farmasi dan Terapeutik). Berdasarkan informasi yang
Bapak/Ibu ketahui bagaimana pembentukan Komite Obat dan Terapeutik
di RS ini? Siapa saja anggotanya? Apakah tujuannya?

Apakah KFT memiliki peran besar dalam hal penggunaan obat di RS ?
Adakah pertemuan rutin untuk membahas masalah penggunaan obat di RS
(Probing : setiap berapa waktu, siapa saja pesertanya)

6. Pelatihan berkelanjutan untuk Dokter :

Langkah intervens lainnya yang direkomendasikan WHO adalah perlunya
pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis, mendasari hal
tersebut, bagaimana kesempatan untuk mendapatkan pelatihan
berkelanjutan untuk dokter di RSini?

Apakah pernah diadakan pelatihan khusus mengenai penggunaan obat

secararasional untuk dokter ?

7. Supervisi, Audit dan umpan balik :

Bagaimanakah pelaksanaan supervisi / audit rasionalitas penggunaan obat
di Rumah Sakit ini? Apakah dilakukan secara berkala?
Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ?
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- Apakah ada supervisi/audit secara berjenjang di dalam RS (dari pelaksana,
sampai top mangjemen RS) dan lembagai/instansi di luar RS (baik dari
Kemenkes RI atau lembagalain) ?

- Apakah mekanisme umpan balik hasil supervisi jugaberjalan ?

8. Menghindari Insentif financial tanpa alasan :
- Adakah insentif khusus yang didapatkan dari penggunaan obat tertentu di
RSini ?
- Bagaimana pembagiannya ?

- Untuk kegiatan apa sgja insentif tersebut digunakan ? Apa aasannya ?

9. Edukas public mengenai obat:

- Rekomendasi WHO lainnya adal ah adanya wadah edukasi terhadap publik
mengenal penggunaan obat di RS. Adakah upaya RS penyebarluasan
informasi penggunaan obat kepada masyarakat ? Bagaimana caranya ?

- Bagaimanatanggapan (pemanfaatan) oleh masyarakat terhadap unit/wadah
informasi penggunaan obat tersebut ?

10. Ketersediaan obat :
- Bagaimanasupply obat khusunya untuk kasus sepsisdi RS ini ?
- Sesuaikah perencanaan obat khususnya untuk kasus sepsis? Mengapa?

11. Penggunaan informasi independen mengenai obat :
- Bagaimana cara pencarian informasi independen mengenai obat tertentu?

- Bagaimanakah sosialisasinya?

12. Saran dan masukan Informan
- Adakah saran atau masukan Bapak/lbu untuk peningkatan penerapan
pengobatan rasional, sesuai dengan 12 langkah rekomendass WHO di
Rumah Sakit ini ?
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E. Pedoman Wawancara Untuk Ketua Tim PPIRS

1. Penggunaan Obat Rasional (POR) :

Menurut Bapak/Ibu apakah pengertian penggunaan obat rasional secara
praktis ?

Seberapa penting penerapan penggunaan obat rasional untuk RS ini?
Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan POR ?

Bagaimana penggunaan obat secararasional di RS ini? Mengapa?

Jika dikaitkan dengan pelayanan farmasi yang bermutu, faktor apa sgja
yang menurut Bapak/lbu merupakan prioritas untuk meningkatkan

penggunaan obat rasional ?

11. Rekomendas WHO tentang 12 langkah intervensi untuk penggunaan
obat lebih rasional :

WHO telah mengeluarkan 12 langkah intervensi untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional. Apakah Bapak/Ibu cukup familier dengan 12
langkah WHO tersebut ?

Apakah Bapak/Ibu mengetahui isi rekomendasi tersebut?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rekomendasi WHO tersebut
bagi RS ? (Probing : menguntungkan, merepotkan)

Secara umum, bagai mana penerapan rekomendasi WHO tersebut di RS ?

12. Pedoman Pengobatan :

Salah satu langkah intervenss WHO untuk meningkatkan penggunaan obat
rasional adalah adanya pedoman pengobatan. Berdasarkan pengalaman
Bapak/Ibu, bagaimanakah cara penetapan pedoman pengobatan di rumah
sakit ini?

Kapan dan siapa yang mensahkan pedoman pengobatan tersebut di RS ?
Bagaimanakah cara sosialisasinya ?

Apakah pedoman pengobatan tersebut diketahui oleh seluruh petugas
pelayanan kesehatan ?
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13. Penggunaan DOEN nasional berdasarkan pilihan pengobatan :

Secara nasional, Kemenkes (Depkes saat itu) telah menetapkan DOEN
sebagai acuan pengobatan. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang DOEN
tersebut ?

Bagaimana pengunaan DOEN di rumah sakit ini?

Adakah rumah sakit juga membuat formularium sendiri? (Probing :
mencakup terapi apa sgja yang dibuat formularium, bagaimana dengan
terapi sepsis neonatorum)

Bagaimana pelaksanaan formularium tersebut ? (Probing : apa semua
pengobatan sudah sesuai formularium, apa kendala pelaksanaan...)

14. Pembentukan Komite Obat dan Terapeutik RS:

Kebijakan penggunaan obat dan penggunaan DOEN di RS perlu di kawal
olen KFT (Komite Farmasi dan Terapeutik). Berdasarkan informasi yang
Bapak/Ibu ketahui bagaimana pembentukan Komite Obat dan Terapeutik
di RS ini? Sigpa sgja anggotanya? Apakah tujuannya?

Apakah KFT memiliki peran besar dalam hal penggunaan obat di RS ?
Adakah pertemuan rutin untuk membahas masal ah penggunaan obat di RS
(Probing : setiap berapa waktu, siapa saja pesertanya)

15. Pelatihan ber kelanjutan untuk Dokter :

Langkah intervensi lainnya yang direkomendasikan WHO adalah perlunya
pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis, mendasari hal
tersebut, bagaimana kesempatan untuk mendapatkan pelatihan
berkelanjutan untuk dokter di RSini?

Apakah pernah diadakan pelatihan khusus mengena penggunaan obat
secararasiona untuk dokter ?

16. Supervisi, Audit dan umpan balik :

Bagaimanakah pelaksanaan supervisi / audit rasionalitas penggunaan obat
di Rumah Sakit ini? Apakah dil akukan secara berkala?
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- Siapayang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ?

- Apakah ada supervisi/audit secara berjenjang di dalam RS (dari pelaksana,
sampa top mangemen RS) dan lembagai/instans di luar RS (baik dari
Kemenkes RI atau lembagalain) ?

- Apakah mekanisme umpan balik hasil supervisi juga berjaan ?

17. Menghindari I nsentif financial tanpa alasan :
- Adakah insentif khusus yang didapatkan dari penggunaan obat tertentu di
RSini ?
- Bagaimana pembagiannya ?
- Untuk kegiatan apa sgja insentif tersebut digunakan ? Apa alasannya ?

18. Edukasi public mengenai obat:

- Rekomendasi WHO lainnya adalah adanya wadah edukasi terhadap publik
mengenai penggunaan obat di RS. Adakah upaya RS penyebarluasan
informasi penggunaan obat kepada masyarakat ? Bagaimana caranya ?

- Bagaimanatanggapan (pemanfaatan) oleh masyarakat terhadap unit/wadah
informasi penggunaan obat tersebut ?

19. Ketersediaan obat :
- Bagaimanasupply obat khusunya untuk kasus sepsisdi RSini ?
- Sesuaikah perencanaan obat khususnya untuk kasus sepsis? Mengapa?

11. Penggunaan informasi independen mengenai obat :
- Bagaimana cara pencarian informasi independen mengenai obat tertentu?
- Bagaimanakah sosialisasinya?

12. Saran dan masukan Informan
- Adakah saran atau masukan Bapak/Ibu untuk peningkatan penerapan
pengobatan rasional, sesuai dengan 12 langkah rekomendass WHO di
Rumah Sakit ini ?
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D. Pedoman Wawancara Untuk Ketua Komite Obat dan Terapeutik

1. Penggunaan Obat Rasional (POR) :

Menurut Bapak/lbu apakah pengertian penggunaan obat rasional secara
praktis ?

Seberapa penting penerapan penggunaan obat rasiona untuk RS ini?
Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan POR ?

Bagaimana penggunaan obat secararasiona di RS ini? Mengapa?

Jika dikaitkan dengan pelayanan farmasi yang bermutu, faktor apa sgja
yang menurut Bapak/lbu merupakan prioritas untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional ?

2. Rekomendass WHO tentang 12 langkah intervensi untuk penggunaan
obat lebih rasional :

WHO telah mengeluarkan 12 langkah intervensi untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional. Apakah Bapak/Ibu cukup familier dengan 12
langkah WHO tersebut ?

Apakah Bapak/lbu mengetahui isi rekomendasi tersebut?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rekomendasi WHO tersebut
bagi RS ? (Prohing : menguntungkan, merepotkan)

Secara umum, bagaimana penerapan rekomendasi WHO tersebut di RS ?

3. Pedoman Pengobatan :

Salah satu langkah intervensi WHO untuk meningkatkan penggunaan obat
rasional adalah adanya pedoman pengobatan. Berdasarkan pengalaman
Bapak/Ibu, bagaimanakah cara penetapan pedoman pengobatan di rumah
sakit ini?

Kapan dan siapa yang mensahkan pedoman pengobatan tersebut di RS ?
Bagaimanakah carasosialisasinya ?

Apakah pedoman pengobatan tersebut diketahui oleh seluruh petugas
pelayanan kesehatan ?
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4. Penggunaan DOEN nasional berdasarkan pilihan pengobatan :

Secara nasional, Kemenkes (Depkes saat itu) telah menetapkan DOEN
sebagal acuan pengobatan. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang DOEN
tersebut ?

Bagaimana pengunaan DOEN di rumah sakit ini?

Adakah rumah sakit juga membuat formularium sendiri? (Probing :
mencakup terapi apa sagja yang dibuat formularium, bagaimana dengan
terapi sepsis neonatorum)

Bagaimana pelaksanaan formularium tersebut ? (Probing : apa semua

pengobatan sudah sesual formularium, apa kendala pel aksanaan...)

5. Pembentukan Komite Obat dan Terapeutik RS:

Bagaimana pembentukan Komite Obat dan Terapeutik di RS ini? Siapa
saja anggotanya? A pakah tujuannya?

Apakah Komite memiliki peran besar dalam hal penggunaan obat di RS ?
Adakah pertemuan rutin untuk membahas masalah penggunaan obat di RS
(Probing : setiap berapa waktu, siapa saja pesertanya)

6. Pelatihan berkelanjutan untuk Dokter :

Langkah intervens lainnya yang direkomendasikan WHO adal ah perlunya
pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis, mendasari hal
tersebut, bagaimana kesempatan untuk  mendapatkan pelatihan
berkelanjutan untuk dokter di RSini?

Apakah pernah diadakan pelatihan khusus mengenai penggunaan obat
secararasional untuk dokter ?

7. Supervis, Audit dan umpan balik :

Bagaimanakah pelaksanaan supervisi / audit rasionalitas penggunaan obat
di Rumah Sakit ini? Apakah dilakukan secara berkala?
Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ?
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Apakah ada supervisi/audit secara berjenjang di dalam RS (dari pela&ksana,
sampai top mangjemen RS) dan lembagai/instansi di luar RS (baik dari
Kemenkes RI atau lembagalain) ?

Bagaimana mekanisme pelaporan dan umpan balik hasil supervis ?
(Apakah sampai ke pimpinan tertinggi RS ?)

8. Edukas public mengenai obat:

Rekomendasi WHO lainnya adalah adanya wadah edukasi terhadap publik
mengenai penggunaan obat di RS. Adakah upaya RS menyebarluaskan
informasi penggunaan obat kepada masyarakat ? Bagaimana caranya ?
Bagaimana tanggapan (pemanfaatan) oleh masyarakat terhadap unit/wadah
informasi penggunaan obat tersebut ?

9. Menghindari Insentif financial tanpa alasan :

Adakah insentif khusus yang didapatkan dari penggunaan obat tertentu di
RSini ?

Bagaimana pembagiannya ?

Untuk kegiatan apa saja insentif tersebut digunakan ? Apaalasannya ?

10. Saran dan masukan | nforman

Adakah saran atau masukan Bapak/Ibu untuk peningkatan penerapan
pengobatan rasional, sesuai dengan 12 langkah rekomendass WHO di
Rumah Sakit ini ?
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E. Pedoman Wawancara Untuk Dokter Pelaksana

1. Penggunaan Obat Rasional (POR) :

Menurut dokter, apakah pengertian penggunaan obat rasional secara
praktis ?
Sejauh manadokter mengetahui tentang kebijakan POR di RSini?

Bagaimana penggunaan obat secararasional di RS ini? Mengapa?

2. Rekomendass WHO tentang 12 langkah intervensi untuk penggunaan

obat lebih rasional :

WHO telah mengeluarkan 12 langkah intervens untuk meningkatkan
penggunaan obat rasional. Apakah Dokter cukup familier dengan 12
langkah WHO tersebut ?

Bagaimana pendapat Dokter mengenal rekomendast WHO tersebut bagi
kerjadokter ? (Probing : menguntungkan, merepotkan)

Secara umum, bagai mana penerapan rekomendasi WHO tersebut di RS ?

3. Pedoman Pengobatan :

Salah satu langkah intervenss WHO untuk meningkatkan penggunaan obat
rasional adalah adanya pedoman pengobatan. Setahu  dokter,
bagaimanakah cara penetapan pedoman pengobatan di rumah sakit ini?
Kapan dan siapa yang mensahkan pedoman pengobatan tersebut di RS ?
Bagaimanakah cara sosialisasinya ?

Apakah pedoman pengobatan tersebut diketahui oleh seluruh petugas
pelayanan kesehatan terutama dokter di RS ini?

4. Penggunaan DOEN nasional berdasarkan pilihan pengobatan :

Secara nasiona, Kemenkes (Depkes saat itu) telah menetapkan DOEN
sebagal acuan pengobatan. Bagaimana pendapat dokter tentang DOEN ?
Bagaimana pengunaan DOEN di rumah sakit ini?
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Adakah rumah sakit juga membuat formularium sendiri? (Probing :
mencakup terapi apa sgja yang dibuat formularium, bagaimana dengan
terapi sepsis neonatorum)

Bagaimana pelaksanaan formularium tersebut ? (Probing : apa semua
pengobatan yang dokter lakukan sudah sesuai formularium, apa kendala

pelaksanaan...)

5. Pembentukan Komite Obat dan Terapeutik RS:

Berdasarkan informasi yang Dokter ketahui apakah ada Komite Obat dan
Terapeutik di RS ini? Siapa sgja anggotanya? Apakah tugasnya?

Apakah KFT memiliki peran besar dalam hal penggunaan obat di RS ?
Adakah pertemuan rutin untuk membahas masal ah penggunaan obat di RS
(Probing : setigp berapa waktu, siapa sgja pesertanya, apakah dokter
terlibat dalam komite atau kegiatannya)

10. Pelatihan berkelanjutan untuk Dokter :

Langkah intervensi lainnya yang direkomendasikan WHO adalah perlunya
pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis, mendasari hal
tersebut, bagaimana kesempatan bagi dokter untuk mendapatkan pelatihan
berkelanjutan untuk dokter di RSini?

Apakah pernah diadakan pelatihan khusus mengenai penggunaan obat

secararasional untuk dokter ? Apakah dokter pernah mengikutinya ?

11. Supervisi, Audit dan umpan balik :

Bagaimanakah pelaksanaan supervis / audit rasionalitas penggunaan obat
di Rumah Sakit ini? Apakah dilakukan secara berkala?

Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut ?

Apakah ada supervisi/audit tersebut melibatkan tim di daam RS (dari
pelaksana, sampai pimpinan tertinggi RS) dan lembagai/instansi di luar RS
(baik dari Kemenkes RI atau lembagalain) ?

Apakah mekanisme umpan balik hasil supervisi juga berjalan ?
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12. Edukasi public mengenai obat:
- Rekomendasi WHO lainnya adalah adanya wadah edukasi terhadap publik
mengenai penggunaan obat di RS. Apakah dokter menyampaikan tata cara
penggunaan obat kepada setiap pasien ? Bagaimana caranya ?

13. Menghindari I nsentif financial tanpa alasan :
- Apakah dokter juga mengikuti petihan/seminar/kursus di luar negeri?

- Biasanyadi biayai oleh siapa, apakah oleh rumah sakit, atau sponsor ?

14. Saran dan masukan Informan
- Adakah saran atau masukan Bapak/Ibu untuk peningkatan penerapan
pengobatan rasional, sesuai dengan 12 langkah rekomendas WHO di
Rumah Sakit ini ?
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Matrik Hasil Wawancara M endalam " Pener apan K ebijakan POR RSUP Persahabatan Jakarta 2010;
(Studi Kasus Penggunaan Antibiotika di Bagian Perina)

No.

Pertanyaan

1

2

A

Penggunaan Obat Rasional (POR)

1

Pengertian POR secara praktis

Rasional itu tepat dosis, tepat diagnosis kan, terus tepat cara
pemakaian, tepat pasien. Kalau nggak salah ada 5 tepat
itu.... Terutama, yang kita takutkan kan biasanya antibiotik
ya

Kalau menurut saya kita memberikan terapi itu ya yang
sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien. Sesuai
penegakan diagnose yang dilakukan oleh seorang
dokter.

2 |Pentingnya POR Ya penting sekali..., (terutama) dalam penggunaan antibiotik, |Penting , penting sekali
kalau nggak nanti resisten semua, bahaya... Kalau udah
banyak yang resisten, kan generasinya kan makin berat, yang
dipakainya kan antibiotik yang levelnya udah berat-berat.
3|Kebijakan POR dan Penerapan POR di  |Ada PRA, tim Pencegahan Resistensi Antibiotik. Pilarnya Kalau pelayanan medic biasanya tergantung dengan

RS

PRA itu ‘Mikrobiologi klinik, Farmakologi Klinik, PPl dan
KFT. (Penerapan POR-nya ?) Tergantung pedoman ya, (di)
masing-masing SMF.Yang utama adalah antibiotik.bahwa
penggunaan antibiotik rasional itu memang bener-bener
diterapkan di rumah sakit Persahabatan

kebijakan ya, kebijakan itu tentu dari direktur utama.
Terus karena kita dibawah dalam implementasi kita
akan membantu. Jadi kebijakan tetap dari atasan, kita
membantu pelaksanaan dari kebijakan itu. Sampai kita
membantu mungkin monitoring dan evaluas ya.
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- Upaya pencegahan Resistensi

..Sebelum antibiotik digunakan itu kan harus di tes dulu,
kumannya itu apa jenisnya, dikultur .. nah keluar (hasilnya),
antibiotik yang sesuai itu apa. Nah itu tim Pencegahan
Resistensi Antibiotik (yang) membuat itu, ... dan disahkan
untuk dipergunakan di RS Persahabatan... nah termasuk
bagian anak, ya Perina... -~ (yang harusnya) memang bener -
bener diterapkan di rumah sakit Persahabatan. kita ada 18
standart yang harus dipatuhi. Jadi ada standart-standarnya
yang harus kita lakukan,,

Penyebab pengobatan menjadi irasional

Yang pertama kendala biaya, kan dia, pasien itu hggak bisa
di-kultur, karena terkendala biaya.. Yang kedua, kendala
penyakitnya, kasus kegawatan, misalkan ini pasien cyto .. dia
harus mendapatkan segera, nah mau nggak mau kita ngga
harus kultur lagi.. nah itu biasanya ya secepatnya dikasih
yang “ broad-spectroome” , atau spectrum luas. (selain itu,)
dari pasiennya, dia nggak patuh juga bisa

Kendala biaya bisa menyebabkan penggunaan obat
menjadi tidak rasional, contohnya untuk pasien jaminan
sepserti gakin, sktm, jamkesmas, ada plafon untuk biaya
mereka, untuk itu sulit ya bila obat yang harus
digunakan tetapi tidak bisa diberikan

a1

Faktor yang merupakan prioritas untuk
meningkatkan POR?

Ya, pertama pasti sistem lah ...Sstem kita harus betul dulu,
ya.. kemudian kita patuhi..

Sebelumnya kebijakan dulu, dalam suatu Rumah Sakit
kan kita tentu untuk obat ya secara obat biasanya ada
formularium yang diusulkan dari SVIF nah nanti
dibuatlah formularium, untuk aplikasinya sendiri kan
harus ada farmasi klinis

Rekomendas WHO

Pengetahuan tentang isi rekomendasi
WHO

... Nggak ngerti itu aku, belum pernah baca

Belum, apa isinya aja belum tahu.

Pendapat mengenai rekomendast WHO
(menguntungkan/merugikan)

Bagus, tapi ada yang nggak bisa dilaksanakan, masih susah
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Penerapan rekomendast WHO di RSUPP

Ya sebagian udah ada penerapannya lah, tapi banyak yang
belum nih .. pedoman pengobatan pasti udah ada,... (kalau)
supervisi and feedback ini belum ...

Ya mungkin ini sudah ada ya dari farmasi sendiri, kan
ada farmasi klinis di kita ya. Ya kalau dilihat kayaknya
sudah ada semua dikita ini. Hanya saja kendala kita
yang saya bilang tadi proses pelaksanaan karena kan
banyak kepala kita sudah ada aturan , tinggal kita mau
enggak melaksanakan, padahal itu tergantung tim
monitoring, evaluasi.

Pedoman Pengobatan (Langkah 1)

K ebijakan/Cara penetapan pedoman
pengobatan di RS (PPAB)

Kebijakannya, mereka harus berdasarkan standartnya dari
profesi masing-masing yang kita adopt, kemudian disetujui
oleh ‘peer group’ nya, ya udah kita pakai ... Kebijakannya

seperti itu.. dibicarakan dalam Komite Medik ya

Itu tergantung SMF nanti kan SMF itu punya ini sendiri
ya, kayak pada anak kasus pneumoni pada anak punya
protap sendiri jadi beda karena mungkin pada pola
kumannya yang paling sering itu ini. Begitu juga
penyakit dalam, paru itu berbeda-beda.

Tim yang mengelola pedoman
pengobatan

Di kita ada di SK-kan di rumah sakit Sub Komite Farmasi
dan Terapi (SKFT). Sekarang masih Sub Komite/'- a di
bawah Komite Medis (mulai tahun 2005), , nantinya tahun
2011..akan dimasukkan ke Komite Mutu.,

10|Kapan dan siapa yang mensahkan (awalnya) Sebelum akreditasi PRA.. tahun 2008, kemudian  [Setahu saya itu Komite, tapi Tanya aja ya apa disahkan
pedoman pengobatan disyahkan oleh Direktur Utama, bahwa itu dipakai disini oleh direktur juga. Coba tanya lagi, tapi yang jelasitu
..harusnya setiap tahun direvisi..(revisi terakhir) Juli tahun  |dari komite dulu
2009... (tahun 2010 belum selesai direvisi)
11 |Cara sosialisasinya Pedoman Pengobatan
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12

Apakah pedoman Pengobatan diketahui
petugas yankes

Itu saya nggak tahu pasti, harusnya iya... Tapi
kayaknya nggak deh.

Terapeutik RS

IV |Penggunaan DOEN dan Formularium
14|Penggunaan DOEN di RS Masih ya, Farmasi Terapi kayaknya masih pakai itu.. (tetapi)
guide-line itu sekarang nggak hanya DOEN aja. Disamping
itu ada jurnal-jurnal
15|Pembuatan formularium RS Ada forularium. (Yang membuat) ; Tim Farmasi dan Terapi. |Kayaknya kita, ngak tahu yang sekarang ya, kalau
Yang terdiri dari beberapa SVIF, anggota SMF, dari farmasi, |yang dulu ya yang bikin siapa yang pakai siapa gitu....
dari orang apotik, perawat Itu formularium kalau jalan tidak akan banyak macan-
macam obat, hanya dua- tiga macam terus ngak ada
expired segala macam. Jadi implementasinya beda.
Dulu-dulu gitu ngak tahu yang sekarang ya.
16 |Kesesuaian penggunaan formularium di - |Selama ini sih kenyataannya sesuai ya...(Besarnya
RS kesesuaian) Nah itu belum dites, belum dievaluasi, bahwa
berapa persen sih ..
17|Kendala Penggunaan formularium Karena selama ini kan masih di Sub Komite Medis. Nantinya
di Sub Komite Mutu Rumah Sakit.. (tetapi) belum ada SK
yang baru. Karena yang dari Kemenkes kan belum disyahkan
pedoman Komite medis yang baru, belumjadi.
Ini baru yang tahun 2005 kan Sekarang masih masuk
dibawah Komite Medis...
- Sangsi penggunaan obat yg tidak sesuai |Oh iya dong. lya, yang menegur ini Komite Medis, melalui
formularium Sub Komite Farmasi. Nanti itukan ada program mereka untuk
monitoring dan evaluasi, termasuk itu..
V. |Pembentukan Komite Obat dan
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18

Proses & Tujuan Pembentukan SKFT

Yaitu, fungsinya sama, nanti kan juga kerjasama
dengan PRA.

19

Tugas SKFT

(Di K) ada koq uraian jabatannya ada, ... uraian tugasnya
ada. Yadia (1) harus membuat formularium, (2) harus
mengevaluasi penggunaan obat rasional, (3) kalau guideline-
nya sudah nggak tepat, dia yang harus mengingatkan kepada
SVIF-SMF untuk merevisi, semestinya itu banyak kerjaan dia

20

Peran penting & kinerja SKFT dalam
POR RS

Kalau untuk formularium udah dijalankan ya perannya..
(kelemahannya) tapi kalau untuk melakukan evaluasi, ..
monitoring dan evaluasinya, kayaknya belum... Kan harusnya
dia menilai itu.. Tapi kemaren dia hanya menilai
tentang penggunaan obat generik ya, .. Kita baru sedikit aja,
evaluas tentang penggunaan obat generik.

21 |Pertemuan pembahasan masalah POR  (Wah, kalau itu saya nggak tahu ya, kan di bawah Sub Komite
oleh SKFT Medik.. Tapi duluyang saya lihat tu jalan. Karenaitu dia
ikut akreditasi ya.
- Kendala yang dihadapi SKFT XK baru nanti, kan SKFT akan beralih menjadi sub komite
pada Komite Mutu. Tidak lagi pada Komite Medik,
(masalahnya), Saat ini Pedoman Komite Medik itu draftnya
laqi dibikin.. (belum jadi)
V1. |Pelatihan berkelanjutan untuk dokter
22 |Pelatihan berkelanjutan untuk dokter di  |Yang kontinyu belumya, kita baru insidentil sifatnya.. Kalau kita di perumahsakitan ngak ada karena itu di

RSini

masing-masing SMF atau perhimpunan dokter-dokter
itu kan biasanya punya. Dia kan ada pertemuan rutin
kan ada kegiatannya apa yang diacu oleh bidang
mereka. Kalau Rumah Sakit enggak.
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23 |Pelatihan khusus mengenai POR untuk  |Ada., saya pernah ngirimya, yaitu PRA itu .. Penggunaan

dokter antibiotik, ya. Terus ..termasuk PPl TB segala macamitu kan
...pernah

- Pelaksana / pendanaannya Ada dari Depkes.., kadang dari kolegiumnya, dari
profesinya.., (Kalau internal) Internal ya kita rapat-rapat
rutin aja...

VII. |Supervis, Audit dan umpan balik

24 |Pelaksanaan supervisi / audit POR di RS (Kita setahun udah 2 kali ya, Sectio, TB. TB setahun sekali Sudah mulai ada sih untuk antibiotic karena kita ada
kemaren... Cuman ini kan masih mau yang lain-lain, mau PRA ini sudah ada audit yang di bikin di ICU
pelatihan internal... (untuk Perina ?) Perina kita eeini..
Untuk PRA sih kemaren Perina dan Penyakit Dalam, dan
ICU .. itu yang diutamakan untuk ujicoba..

Sekarang saya bukan ketuanya lagi.

25|Y ang bertanggung jawab untuk Kita masukkan dalam komite medik .. XKFT ya..
mel aksanakan supervisi

27 |Supervisi lembagai/instansi di luar RS [Nggak ada dari lain, cuman Kemenkes aja.. belum ada sepertinya
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28

Mekanisme umpan balik hasil supervis

Dapat.. Rekomendasi ya.. Waktu itu setelah dinilai, kita dapat
rekomendas .. isinya ada beberapa, banyak nggak hapal ...
Ya termasuk perluasan area penelitian kita.. Kan kita waktu
itu baru ajang ujicoba ya untuk Perina, ICU dan penyakit
dalam.. Mereka minta perluasan.. Makanya kenapa
mikrobiologi itu harus nambah waktu itu, sesuai rekomendasi
mereka. Karena kalau cuman satu itu nggak mungkin untuk
rumah sakit sebesar ini, gitu. Makanya kita terima lagi
orang ahli mikrobiologi klinik.. (Disampaikan ke SVIF-SVIF)
lya, disampaikan, makanya kemaren difeedbeck-kan, akhirnya
mer eka minta, 0o kumannya ketemu ini. Terus mereka dari
SVIF menyurati saya bahwa minta dil akukan fumigasi..,jadi
langsung ada tindak lanjutnya.. Udah jalan koq, bagus...

dan dari farmasi feedback yang dikasihkan juga sudah
ada.

VIII.

M enghindari I nsentif financial tanpa alasan

29

Insentif khusus yang didapatkan dari
penggunaan obat tertentu di RS ini

Kita harus menghindari ini. Karena kan kalau kita
memberikan sesuatu harus ada dasarnya. Nah kita di instansi
milik pemerintah kan nggak boleh...

Bukan dari Rumah Sakit nggak ada, ya saya bilang tadi
karena dibikin formularium tapi mereka masih
kerjasama dengan yang lain-lain kan. Karena masalah
itu apanya mereka mau pergi seminar segala macam
siapa yang membiayai dari individu masing-masing. ltu
kayaknya yang saya lihat.
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30|Penggunaan insentif tersebut Nggak.. itu kan nggak boleh.. Jadi itu sudah termasuk jasa Masih ada lah insentif yang pribadi , tapi untuk apa
pelayanan kita... Rumah sakit nggak nyuruh.. oo kamu pakai [saya gak tahu
antibiotik ini, terus kamu saya kasih jasa tambahan gitu,
nggak ada di rumah sakit..Nggak boleh lah, pesan sponsor
kan nggak boleh.. Kan justru kita disuruh pakai generik..
IX. |Ketersediaan obat (utk informan Far masi)
31 |Kontinuitas ketersediaan obat untuk Udah.., banyak. Jenisnya kan banyak sekali, malah tadi kan |Sudah , sudah kebutuhan obat sebagian disediakan oleh
kebutuhan pasien rapat. Ada obat di kita yang diapotik lain nggak ada. Di kita |farmasi dan apotik yang ada di rumah sakit sudah
di Depo itu ada siapkan. Tapi kadang kadang gak ada duit, padahal
dokter memberikan harus dg obat dg golongan ini tapi
karena masalah pembiayaan ya, itu diluar kendali kita
ya..
32|Mekanisme menjaga ketersediaan obat  |lya, perencanaan yang penting. Perencanaan diawasi, terus
tersebut pemakaian juga begitu.. setiap bulan ada di breakdown, per
tribulan RAB nya.. Dan selalu saya minta untuk
perencanaan ada laporan penggunaan..
33|Kesesuaian perencanaan pengadaan obat |Dipakai, karena itu permintaan. Saya sekarang lebih ketat ke

dgn penggunaan obat oleh SMF

arah begitu ya, saya nggak mau over stock. Kenapa sekarang
semua saya ketatin, dari mulai reagen, obat-obatan, semua
saya nggak mau over stock. Over stock kan akhirnya
kebocoran pendapatan kan

Edukas public mengenai obat
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Cara & upaya penyebarluasan
informasi penggunaan obat kepada
masyarakat

Belum, seharusnya ada tapi ya mungkin keterbatasan
tenaga tadi ya. Dan bisa juga karena dari pasien
karena pasien itu kadang tidak care mau dikasih obat
apa aja dia terima, tidak dilihat itu obat apa.

35

Tanggapan /pemanfaatan masyarakat
terhadap informasi penggunaan obat
tsb

Ya tentu yang menyangkut masyarakat lah, kalau dia udah
pulang ke rumah..itu yang susah

Saran dan M asukan

36

Saran atau masukan untuk peningkatan
POR sesuai rekomendasi WHO di RSUPP

Continuing services medical education, Iha itu masih susah
itu... continuing nya yang susah. ltu harus ada monev. Monev
nya harus bekerja. Kalau kita mau bener-bener bagus, nah
itu harus dilaksanakan. Nah kalau itu di bawah komite mutu,
pas sebenarnya.. Karena itu mutu rumah sakit harus dilihat
secara keseluruhan dan komprehensif. Sebenarnya dengan
pelaksanaan monev itu, sebenarnya pemakaian obat itu bisa
ditdliti..

Monev itu dengan jalur penelitian juga bisa, makin tajam kan

Kita semua harus melakukan suatu hal itu berdasarkan
data yang kita baca atau datang dari rumah sakit kita
sendiri. misalnya untuk penggunaan antibiotika, kan
kita sudah ada tim PRA yang setiap 6 bulan sekali
mengeluarkan data peta kuman, nah itu bisa di pakeitu
(1), (2)memang pengggunaan ab harus memakai kultur,
tapi proses kultur kan lama, tapi sebelum nya
pengobatannya harus empiris, jadi gak bisa suka suka.
Untuk itu pakailah data entah dari jurnal ataupun dari
PPAB yang juga sudah dikeluarkan oleh rumah sakit.
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Matrik Hasil Wawancara Mendalam " Pener apan K ebijakan POR RSUP Per sahabatan Jakarta 2010;
(Studi K asus Penggunaan Antibiotika di Bagian Perina)

No. Pertanyaan 3 4
A |Penggunaan Obat Rasional (POR)
1|Pengertian POR secara praktis Pengobatan Rasional, adalah pengobatan yang ... pemberian obat Rasional itu musti harus sesuai dengan
menggunakan obat-obatan sesuai dengan pola indikasinya, kemudian obat rasional harus sudah diberikan
kuman baik secara pemeriksaan laboratis maupun dengan tepat dosis, tepat pasiennya dari segi umur, obat itu tidak
secara empiris... terjadi saling berinteraksi, baik itu bersifat bersinergisme
ataupun berlawanan, atau efek obat tersebut bisa memberikan
manfaat yang kurang
2|Pentingnya POR Penting ... Penting donk...
3|Kebijakan POR dan Penerapan POR di |Di rumah sakit ini, mustinya sudah.. Tapi saya lihat, |Penerapan obat secara rasional di rumah sakit Persahabatan,

RS

masih belum, masih tergantung maunya dokter yang
mengobati, gitu ..
Tapi dokter sudah mulai menuju ke arah rasional..

dari segi program, mungkin ada, ya.. Buktinya adanya tim
Farmakologi dan Terapi. Tentu timini sudah mempunyai
program-program dan pencapaian ..

Kemudian di RSini ada juga tim PPRA, itu berkaitan juga
dengan penggunaan obat secara rasional

Kemudian ada juga tim Farmasi Klinisya, walaupun itu sampai
sekarang SK-nya belum terbit.

Nah, apakah ini berjalan atau tidak di RSini, tentu evaluasinya
itu kan sampai sekarang belum ada, karena timini kan tidak
berjalan dengan effektif.

Jadi tentu, sgjauh mana programitu, secara pastinya sih belum
bisa kita dapatkan.., belum kita ketahui.
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Penyebab pengobatan menjadi irasional

Menjadi tidak rasional, pertama karena obatnya
tidak tersedia. Yang harusnya dipergunakan tapi
tidak ada...

Kemudian adanya kecenderungan dokter memang
tidak tahu tentang obatyang seharusnya diberikan
..Dia memberikan obat yang secara * broadspectrum’
Kemudian ya dana, kalau yang rasional itu mahal,
terpaksa tidak bisa menggunakan itu, ya pakai yang
empirissaja...

Nah itu kembali lagi kepada sistem.. kembali lagi kepada
manusianya, ... kepada prosesnya, ... kepada sarana
pendukungnya, dan metodenya seperti apa.. Dari segi man
(manusianya), si Dokternya.. sejauh mana dokter ini bisa
meresepkan itu sesuai dengan indikasi. Kemudian tidak ada
interes yang lain, selain untuk kepentingan pasien...  Dari segi
proses, bila mana obat-obat yang disediakan itu tidak tercantum
dalam formularium.

(Kalau di RSini ?) Yang terjadi adalah Iebih banyak ke arah
manusia, artinya si dokter itu sendiri. Kemudian belum
diberdayakan seorang farmasi klinis dalam hal bagaimana cara
dan metode pemberian obat. Kalau dari segi kecukupan (obat),
RS bisa kog menyediakan itu

Faktor yang merupakan prioritas
untuk meningkatkan POR?

Sosialisasi yang berulang, jadi pemahaman itu
menjadi lebih mendalam..

... lebih banyak ke arah manusia, artinya si dokter itu sendiri.
Baru-baru ini, Ibu Menteri Kesehatan, menyampaikan ada di
koran. Kepatuhan penggunaan obat yang rasional, termasuk
juga generik, itu hanya sekitar 57%. Artinya obat generik itu ada
diformularium, udah pasti..Dan ibu Menteri sendiri sudah
menyampaikan bahwa, itu akibat karena faktor dokter sendiri..

Rekomendas WHO

Pengetahuan tentang isi rekomendasi
WHO

Mendengar sudah .. tapi membaca sendiri langsung
belum .. jujur mengetahui isinya.. belum.

rekomendasi itu saya belum melihat secara detail sih ya.., kalau
mendengar sih sudah.

Pendapat mengenai rekomendast WHO
(menguntungkan/merugikan)

Kalau prinsipnya sih itu sangat bagus sekali, karena itu
bukannnya merepotkan, malah itu sangat membantu.
.. Karena memang seharusnya itulah yang kita kerjakan

Penerapan rekomendasi WHO di
RSUPP

sebagian ada, contohnya, sudah ada pedoman, ada formularium,
kemudian ada juga beberapa yang sedang.., ya walaupun tidak
begitu kelihatan. Supervisi sekali-sekali ada saya lihat

No.

Pertanyaan

4
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Pedoman Pengobatan (Langkah 1)

K ebijakan/Cara penetapan pedoman
pengobatan di RS (PPAB)

Jadi disini ada yang namanya SPM, standar
Pelayanan Medis.. dan sekarang dirubah menjadi
Pedoman Pelayanan Medis. Jadi setiap SMF punya
itu, dari bidang disiplinnya masing-masing. Dan itu
yang diterjemahkan oleh formularium...

Pedoman pengobatan itu kan prosedur dari penatal aksanaan
Klinis, nah salah satu isi dari penatalaksanaan itu ada
pengobatan kan, ada treatment.... (untuk itu) salah satu
kebijakannya adalah adanya formularium...

Tim yang mengelola pedoman
pengobatan

Ini kan dibuat berdasarkan tim dari farmasi dan terapi ya..
Sesuai dengan kebutuhan perangkat di rumah sakit. Semua
ikut.. SMF ikut. ketuanya dokter, sekretarisnya apoteker. Sesuai
dengan pedoman yang diminta dari SK Menkes

10

Kapan dan siapa yang mensahkan
pedoman pengobatan

(Disahkan ?) Direktur Utama..

11

Cara sosialisasinya Pedoman

Disosialisasikan di bidang disiplin masih-masing

sosialisasi dalam bentuk, formulir pedoman pengobatan dikirim

Pengobatan ke semua SMF, kemudian ke semua tempat pelayanan
Termasuk IGD, rawat jalan dan rawat inap.... (kemudian) yang
saya dengar ada sosialisasi dalam bentuk forum workshop atau
apa, yang diselenggarakan oleh Diklat

12| Apakah pedoman Pengobatan diketahui [Harus..

petugas yankes

Penggunaan DOEN dan
For mularium

13

Pendapat tentang DOEN

Secara garis besar sudah benar.. bahkan mungkin
seluruhnya lah..

DOEN itu adalah produk dari Kementerian Kesehatan, dan
Nasional ya

DOEN itu belum tentu ada di rumah sakit, contoh.. DOEN itu
sifatnya kan general, berlaku untuk seluruh Indonesia..
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No.

Pertanyaan

3

4

14

Penggunaan DOEN di RS

Oh, nggak itu. disesuaikan dengan SPM yang ada
disini..

Jadi DOEN itu tidak musti diterapkan, karena hanya berisi
sederetan nama-nama, obat-obat generik yang untuk di pakai di
RS.. yang membedakan apakah rumah sakit itu memerlukan
obat itu atau tidak.., tentu kan tidak semua obat itu bisa dipakai,
maka RS harus membuat formulariumlagi, agar obat itu dapat
dipakai di RStersebut

15

Pembuatan formularium RS

Jadi, didalam sub komite Farmasi Terapi, itu juga
terlibat semua SMF.. Jadi SMF yang membuat,
dihimpun oleh sub komite itu..

Jadi formulariumitu isinya serangkaian daftar nama obat-obat
yang diberlakukan rumah sakit untuk digunakan gitu, Setelah
mendapatkan masukan dari semua SMF kemudian ditampung
oleh tim. Kemudian tim (SKFT) mengusulkan agar sederetan
nama obat ini untuk diberlakukan di rumah sakit... DOEN hanya
sebagai pedoman panduan.sifatnya tidak diwajibkan. Kalau
formulariumitu wajib karena itu memang aturan internal rumah
sakit sendiri. Itu produk internal.

16

Kesesuaian penggunaan formularium
di RS

Wallahu &’ lam.. ha ha. Jadi..itu yang sedang kita
‘hayo’ kan, sedang diupayakan ya.. Sgjauh ini.. kalau
ternyata masih ada obat yang harus mengambil di
luar, kan berarti tidak sesuai formularium.. tapi
tidak banyak..

Tergantung dokter itu sendiri.. Jadi itu persoalan etika.. Karena
formulariumitu di buat atas usulan dia sendiri... selamaini kan
penggunakan formularium belum berjalan dengan baik. Lah
terus, saya kan sekarang belum bisa menjawab, sgjauh manaitu
tidak baiknya, karena evaluasi secara komplit kan belum ada,
masih direncanakan.. Di SPM, kepatuhan penggunaan
formularium itu standartnya 100%.

17

Kendala Penggunaan formularium

Satu tidak tersedia obat itu di apotik, yang kedua
nakalnya dokter..,jadi tidak menghor mati
formularium yang ada..

Ya, yang jelas kepatuhan. Kemudian masalah etika, sgjauh mana
dokter punya etika untuk bisa memberikan obat secara rasional,
kan tergantung lagi..

Kemudian dari indikasi... (Itu) juga dari ‘man’ nya yang
menentukan. Kalau ‘man’-nya kompetensinya bagus, dia akan
cepat mendiagnosa dengat tepat, dan pengobatan pasti 1ebih
terarah.

No.

Pertanyaan

3
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- Sangsi penggunaan obat yg tidak
sesuai formularium

Pembentukan K omite Obat dan
Terapeutik RS

18

Proses & Tujuan Pembentukan SKFT

Jadi SKFT ini memberikan masukan dan menyusun
formularium rumah sakit. Yang kedua menentukan
ber sama-sama dengan SMF obat yang dipergunakan
di RS, kemudian memantau side effek atau
komplikasi obat. Kemudian updating formularium,
terus.. mengawas ketaatan penggunaan
formularium.

Tujuannya, salah satunya dia harus membuat pedoman
penggunaan obat rasional.. Kedua agar pemakaian obat-obatan
itu bisa dimaksimalkan. Kemudian itu sebagai salah satu bentuk
upaya .. ee untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit. Salah
satunya itu, dengan adanya formularium juga

19

Tugas SKFT

Jadi timini sifatnya mengusulkan kepada pimpinan rumah sakit,
agar obat-obat tersebut diberlakukan di RSini
kemudian.., itu saja. Itu cara yang terbaik .

20

Peran penting & kinerja SKFT dalam
POR RS

Harusnya iya, .. saat ini belum maksimal ya ..

Harusnya iya (berperan penting).., dalam berupaya tanpa henti-
hentinya mengajak para dokter untuk bisa memakai formularium
itu.. namun dalam pelaksanaannya seperti saya katakan diawal,
sampai sekarang belum tahu evaluasinya. Jadi belum tahu
sampai sgjauh mana ini bisa effektif, apakah terjadi peningkatan,
ataukah berkurang, kita belum tahu

- Keterkaitan SKFT dengan PP,
Farmakologi klinis dan PRA,

.. tugasnya itu saling terkait sebenarnya. Peran dari seorang
farmasi Kklinis, adalah bagaimana dia bisa memberikan masukan
kepada dokter, bahwa apakah obat ini punya potensi obat yang
rasional atau tidak.. Peran PRA, apakah obat yang diberikan
itu tepat dosis atau tidak, kemudian apakah ada obat yang
sifatnya saling overlapping, atau saling berlawanan..

Kemudian perannya PPI, sgjauh mana seorang dokter yang
mempunyai pasien, mendapatkan informasi dari si tim PPI
bahwa .. ini loh peta kuman yang ada

No.

Pertanyaan

4
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- Kendala yang dihadapi SKFT

.. evaluasinya itu kan sampai sekarang belum ada, karena timini
kan tidak berjalan dengan effektif, Jadi tentu, sgjauh mana
programitu, secara pastinya sih belum bisa kita dapatkan..,
belum kita ketahui. (selain
itu) sampai sekarana SK-(revisi) nva belum terbit

VI. |Pendidikan berkelanjutan untuk dokter
22|Pendidikan berkelanjutan untuk dokter |dari rumah sakit, untuk pendidikan berkelanjutan ya |lya ada, ada. Justifikasinya ada juga. Dokumennya ada di
di RSini .bukannya kursus, kursus atau seminar ya.. . itu bagian perencanaan. Informasi itu ada di Diklat ya...
belumjelas.
23| Pelatihan khusus mengenai POR untuk |Pernah ada, lupa saya namanya, tapi pernah ada Komisi Mutu belum, karena kita baru tahun (2010) ini ada
dokter
- Pelaksana / pendanaannya Dari rumah sakit sendiri, belum ada ya Adaitu, kita pakai dana rumah sakit sendiri ada
realisasinya... Yang ada usaha sendiri-sendiri dari
masing individu dokter, dan SMF yang merasa
memerlukan..
VII. |Supervis, Audit dan umpan balik
24|Pelaksanaan supervis / audit POR di (Sudah.. kan dilakukan oleh fihak farmasi kan.. ... Supervisi sekali-sekali ada saya lihat. (untuk audit di bagian
RS perina ?) .. kalau tidak salah dulu itu kan ketua SKFT itu kan
dari dokter anak. Kebetulan dia pegang Perina, jadi dia lakukan
ujicoba audit di bagian Perina, karena dia bisa langsung
mengawasi.... Yang lain belum.. , sementara ini baru mau kita
garap..kita mau garap. Saya baru saja berbicara dengan Kepala
Farmas untuk membahas tentang sampai sejauh mana
pemakaian obat-obat di rumah sakit sesuai dengan formularium.
25|Y ang bertanggung jawab untuk Harusnya SKFT dan farmasi..jadi itu itu SKFT
melaksanakan supervis
No. Pertanyaan 3 4
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27

Supervis lembagai/instans di luar RS

Di dalam rumah sakit ini ? belum, selama ini belum.
Cuman pernah kita dipanggil diajak ... Diundang untuk
menghadiri pertemuan penggunaan obat antibiotik
rasional. Yang ngadain Kemenkes,tapi tidak dilaksanakan
di Kemenkes,.. ee di hotel apa gitu..

Oleh BPK, sebagai instansi lain kan.. itu sudah pasti, itu rutin
setiap tahun dia periksa. Jadi pemeriksaan BPK juga bisa masuk
dalam salah satu bagian dari audit, sebenarnya..

28

Mekanisme umpan balik hasil supervis

kalau feedbacknya saya nggak tahu, mungkin farmasi
yang tahu.

Feed back dari BPK pasti ada, tapi saya tidak lihat dokumennya,
karena itu langsung ke Direktur Utama..

VIIl. |Menghindari I nsentif financial tanpa alasan
29|Insentif khusus yang didapatkan dari  |Selama ini, masih disetujui penggunaan obat-obatan |Insentif khusus, sebenarnya kita tidak ada ya. Secara sistem tidak
penggunaan obat tertentu di RSini yang generik, ada obat-obatan pendamping, ada.. (Kalau) secara pribadi, saya tidak bisa memberikan
istilahnya.. ‘mitu’ atau apa itu.. gambaran. Bukan persoalan susah dibuktikan. Tidak ada data
Jadi boleh obat-obatan ber-merk. Jadi, saya yang kita punya, jadi kita tidak bisa memberikan informas,
mengatakan masih ada bahwa itu ada atau tidak.
30|Penggunaan insentif tersebut Untuk pertemuan-pertemuan ilmiah,.. gratifikasi ...
he he
Edukasi public mengenai obat
34|Cara & upaya penyebarluasan Kalau per obat, dokter sudah memberikan. Edukasi
informasi penggunaan obat kepada  |itu dilakukan pada waktu dokter melakukan
masyarakat pengobatan. Itu secara individu
Secara kolaborate, ada spanduk-spanduk, seperti
obat TB, obat yang rasional, .. atau di leafelet-
leafelet itu kan ada..
X. |Saran dan Masukan
36|Saran atau masukan untuk peningkatan [Jadi salah satu tujuannya adalah efektifitas Yah, sarannya tentu kita memperbaiki yang tadi. Dari ‘man’ nya

POR sesuai rekomendast WHO di
RSUPP

pengobatan itu dicapai ...dengan biaya yang rendah

kita harus lebih meningkatkan komitmen dokter, dalam hal bisa
menggunakan obat-obat sesuai formulariumitu.. Dari segi
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Matrik Hasil Wawancara Mendalam " Penerapan K ebijakan Penggunaan Obat Rasional ;
( Studi Kasus Penggunaan Antibiotika di Bagian Perina RSUP Per sahabatan Jakarta,2010)

No. Pertanyaan 7 8 9
Penggunaan Obat Rasional
A |(POR)
1|Pengertian POR secara praktis  |Sebetulnya obat yang sudah dibuat apa  [Penggunaan obat rasional, secara praktis sesuai indikasi , ... tidak aku takut
ya, jadi masing-masing SMF itu dilapangan yang seharusnya adalah, pertama, sesuai |pakai ini-ini, enggak. Jadi ada
membuat apa sih istilahnya panduan dengan indikasi, setelah indikasi jelas harus tepat indikasinya, kalau terjadi di bayi yaa
kalau sakit ini obatnya ini-ini. Tapi sasaran, harus tepat juga dosis yang akan diberikan |ada faktor resiko mayor minor dan
hamanya apa ya, kita baru punya 5 SMF L enada pasien, kemudian rute pemberian dapat labnya.
yang punya.
2 |Pentingnya POR Sangat penting itu karena supaya Sangat penting sekali, karena banyak pihak yang Penting

menghindari resistensi terhadap ini
ya antibiotic ya

berkepentingan. Setidaknya ada tiga pihak yang
berkepentingan dalam hal pengobatan rasional. Yang
pertama yaitu pasien sendiri, pasien pasti berharap
mendapatkan pelayanan yang terbaik. Terbaik itu adalah
pelayanan yang tepat. Kalau pasien tidak memdapatkan
pelayanan yang tepat, berarti dia sudah kehilangan waktu,
kehilangan kesempatan kerja dan kehilangan biaya. Yang
kedua adalah kepentingan dari dokter, dokter itu
mempunyai kepentingan bahwa, apa yang dia berikan
kepada pasien itu manjur, dalam artian sesuai dengan
yang diharapkan. Semakin cepat perkembangan yang
didapatkan dengan pemberian antibiotika sesuai dengan
pengetahuan dan pengalaman dokter. Dokter tersebut juga
mempunyai suatu kepuasan tersendiri, bahwa ilmu dan
keterampilan yang dia berikan ke pasien itu sudah
sesuai..dan tentunya selalu di-Update, apabila ada
kekurangan

Yang ketiga adalah kepentingan rumah sakit, semakin lama
“long stay” pasien di rumah sakit, menandakan pelayanan
di rumah sakit itu tidak baik.Kemudian secara keseluruhan,
ujung-ujungnya adalah biaya. ...
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Kebijakan POR dan Penerapan
POR di RS

Di kita ya, sebetulnya kalau
kebijakan sudah sgjak pak Agung itu
sudah sekitar 2006. Hanya
pelaksanaanya dilapangan yang
tidak mudah. Pak Agung itu sangat-
sangat mendukung PRA dulu. Pak
Agung dapat dari Depkes terus
langsung ditunjuk dokter Hesti.

Di rumah sakit ini dalam penerapannya itu, dari tim PRA,
ada satu unit khusus yanag dia secara peeriodik
menerbitkan satu ‘ guidence’, yang disebut PPAB ya,
Pedoman Penggunaan Anti Biotika yang ada di RSini.
PPAB itu disusun berdasarkan pola kuman dan pola
resistensi. Yang juga dirilis secara periodic setiap 6 bulan
sekali, berdasarkan data 6 bulan sebelumnya. Yang
meneliti ini adalah (bagian) mikrobiologi. Mikrobiologi itu
tugasnya adalah melakukan suatu pemeriksaan sampel
yang dicurigai infeksius terhadap pasien, disana diteliti
kumannya apa, karena ada beberapa jenis kuman. Nah
kuman-kuman ini diuji terhadap beberapa macam
antibiotika yang biasanya sudah ditetapkan jenis

yang umum di rumah sakit tersebut.. Dari hasil itu
kemudian ada umpan balik, dari ahli mikrobiologi ke
dokter Klinisi, ada saran-sarannya yang ini resisten, ini
intermediate, ini sensitif.. Disarankan penggunaannya
adalah antibiotika yang masih sensitif..,

khusus di Perina sudah

Penerapan kebijakan..., Rani Dwiharjanti, FKM Ul, 2010.




- Upaya pencegahan Resistensi

Nah jadi panduan itu sangat penting
supaya ya itu mengurangi resistensi
dan paling tidak resistensinya
diperkirakan setahun dua tahun nah
ini bisa bakalan panjang tidak
resisten gitu lo.

Nah, SVIF yang memper gunakan antibiotic tersebut,
memakai pola kuman tersebut, sebagai dasar untuk
menentukan penggunaan antibiotika, yang nanti
dituangkan dalam PPAB. Di ICU kemudian di
NICU, ada satu Chief di ICU yang disebut dengan
Chief DPJP di ICU, yang mengkomunikasikan
pendapat satu dokter dengan dokter lain...

Yang menentukan penggunaan antibiotika di ICU dan
NICU..nanti adalah Chief DPJP nya, tentunya
didasarkan pada PPAB yang ada di SMF, kemudian
jenis dan pola kuman yang ada di 1CU dan NICU,
dan pengalaman klinis masing-masing dokter,
sehingga disana penggunaan antiobiotika menjadi
terkontrol. Terkontrol dalamartian, apa yang
diberikan itu menjadi rasional . Tepat indikasi, tepat
sasaran, tepat dosis dan tepat rute pemberian..

Kita prinsip pengobatan
broadspectrum ketika kultur belum
tumbuh, itu broadspectrum. Nah
penentuan dan obat double tidak boleh
tunggal karena ada tujuannya, kalau
pada bayi itu obat doubleitu kita
mengurangi resistensi dan
memperkuat sifat potensi antibiotic itu.

Penyebab pengobatan menjadi
irasiona

Ya seharusnya dia tidak pakai
antibiotic generasi sekian dia pakai.
Karena dia yakin, misalkan orang
yang jarang minum antibiotic tapi
dia minum berarti minumnya itu
amoksilin aja sudah cukup, tapi sama
dokter biar cepat sembuh di kasih
apa cipro misalnya. Nah itu jadi
tidak rasional lagi. Terus flu tidak
perlu antibiotic dikasih, diare ngak
perlu antibiotic dikasih misalnya
hanya virus dikasih. Nah itu jadinya
tidak rasional, penggunaan-

P PO |

Kendala obat menjadi irasional, itu karena beberapa
factor, yaitu yang sifatnya manusiam. (1)
Berhubungan dengan produk. Sekarang ini banyak
sekali produk antibiotika yang baru-baru dirilis, dari
generasi ke generasi, bahkan ada varian-variannya,
berbagai merk. Kita tidak bisa pungkiri bahwa iming-
iming dari farmasi itu besar sekali. Tetapi untuk
rumah sakit negeri, saya kira itu tidak, sehingga
hanya beberapa klinisi mungkin yang menganggap
itu obat baru, yang belumjuga ada ditdliti di rumah
sakit Persahabatan .. Sehingga mencoba berdasarkan
evidence based yang dikemukakan produsen

tersebut.. Yang (2) kedua nurani. Bisa saja seseorang

atals ol leal
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Faktor yang merupakan
prioritas untuk meningkatkan
POR?

Karena RSini besar sekali dan pelayanannya pun
tersebar, kita menggunakan pilot project, Kita
memilih beberapa ruangan yang: (1) rentan
terhadap suatu infeksi, dan dianggap pasien ter sebut
sudah terkena infeksi, dan (2) penggunaan
antibiotika sudah tidak bisa dibendung lagi oleh
Klinisi, jadi pasti diberikan antibiotika. Contohnya di
|CU kemudian di NICU,

B |Rekomendas WHO
6|Pengetahuan tentang isi Belumsih, ngak tahu mungkin istilah |, saya pernah dengar, ya yang rekomendasi WHO itu |Sudah,
rekomendasi WHO aja ya. Mungkin yang dikasih Depkes
sekalian assessment itu kali ya.
Hanya istilah aja mungkin itu kali ya.
Saya lupaisinya ya.
7|Pendapat mengenai rekomendas |Sebenarnya itu sudah bagus ya dan Ya diikutilah, bagus kok. Untuk
WHO kita juga ada kan yang itu dibawah Rumah Sakit se center ini maksudnya
(menguntungkan/merugikan) K omite Medik. yang semuanya ada bisa dilakukan
8|Penerapan rekomendasi WHO di Sudah jalan cuman belumkelihatan  |Bahkan di rumah sakit sendiri kan juga diserap, ya  |Sudah.
RSUPP 12 langkah itu, salah satunya bahwa di RSitu tidak
bisa berdiri sendiri, harus ada 4 pilar itu, yang satu
mikrobiologi klinik, farmasi klinik, kemudian yang
dulu pengendalian infeksi (PPI), yang ke-empat itu
SKFT, yang dibawah Komite Medik,
No. Pertanyaan 7 8 9

Pedoman Pengobatan
(Langkah 1)

Penerapan kebijakan..., Rani Dwiharjanti, FKM Ul, 2010.




Kebijakan/Cara penetapan
pedoman pengobatan di RS
(PPAB)

Itu ada kalau kebidanan saya tahu
ngambilnya dari Surabaya atau
Semarang tapi tentunya ada juga
dari luar. Nah dasarnya itu, kalau
anak itu dari mana gitu. Jadi dari
yang sudah membuat kemudian
disesuaikan dengan kondisi kita. Nah
sekarang karena kita punya pola
kuman dan resistensi, nah Dr.
Riantoko maunya disesuaikan dengan
gambaran pola kuman itu dan pola
resistens.

lya, harusada guide-line. Kita sudah punya PPAB, dan
itu disusun dalam bentuk buku yang dijadikan pedoman....
Dasarnya dari mikrobiologi.., jenis kuman apa yang
ditemukan di RSini, dan jenis antibiotik apa yang masih
sensitif untuk membunuh kuman tersebut.. Karena kalau
tidak ada guidelineitu liar. Saya katakan liar karena,
semua memakai dasarnya sendiri-sendiri, bisa dia dari
pengalaman seniornya, itu yang paling jelek kan begitu,
seniornya pakai apa, apa, gitu. Kemudian berdasarkan
evidence based yang ada di teksbook. Di teks book itu
berbeda dengan kondisi lokal di RS Persahabatan.

berdasarkan referensi, jurnal
kemudian center tertinggi karena
semuanya protab istilahnya bukan
nasional saja ya tapi internasional,
hanya jenis antibiotic yang dipakai itu
berbeda-beda sesuai dengan institusi,
karena pola kuman dimasing-masing
tempat berbeda

Tim yang mengelola pedoman
pengobatan

Jadi kembali ke penggunaan antibiotik, PPAB itu memang
bagian tugas dari PRA... Kegiatan PRA, tujuannya
adalah mengendalikan pola resistensi anti mikroba,
jangan sampai semua mikroba itu resisten terhadap
antibiotika.

SMF kita rapatkan ini-ini, bikin PRA
kita ajuin terus nanti akhirnya
semuanya kan disyahkan oleh direktur

10|Kapan dan siapayang Direktur mensyahkan dari panitia PRA itu
mensahkan pedoman karena masing-masing itu terus
pengobatan direktur manajemen kan

11 |Cara sosialisasinya Pedoman Ya disosialisasikan tapi awalnya Sebelum kita sosialisasikan dalam bentuk jadi, mereka Menurut saya ya iya, cuma terserap apa

Pengobatan

disosialisasikan di intern seperti itu. Di
intern terutama masing-masing SMF lah.

sudah tahu. Kemudian kita sosialisasikan juga dalam
forum yang lebih besar, yaitu hospital, seperti morning
report itu dibawa.

nggak karena yang memakai ya saya
sendiri. Kan Perina aku sama Yuli, berdua.

12

Apakah pedoman Pengobatan
diketahui petugas yankes

Harusnya iya. Kita pun juga tim PRA,
PPI harusnya tahu.

Kenyataannya diketahui semuanya enggak
Dok ?
Enggak,

Pasti.., jadi karena itu yang membuat adalah SMF, ya SMF
harustahu. ... Karena, ini (RSUPP) adalah
RS pendidikan, yang penggunanaya selalu berganti.
Dokternya bisa tetap, tetapi disini ada residennya yang
selalu berganti-ganti. Residen itu harus mempelajari
PPAB yang ada di RSini ...Sehingga ada satu kesamaan
persepsi dalam melayani pasien.. ada kontinuitas.

lya, sampai ini aja yang ambil darah
mereka sendiri baru lapor aku dan
jalan. Jadi lapor sudah ada hasil,

mer eka sudah tahu. Samapi sak dosis-
dosis sudah tahu.

No.

Pertanyaan

v

Penggunaan DOEN dan
Formularium
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13|Pendapat tentang DOEN DOEN itu esensial yang diperlukan, ya.. Jadi yang DOEN kan umumya, coba lihat obat-
diperlukan itu tergantung siapa yang memerlukan ... |obat bayi. disini sudah lebih advent
Kalau Kemenkes itu mau membikin suatu DOEN daripada DOEN.
untuk rumah sakit. harus tanva rumah sakit tersebut

14|Penggunaan DOEN di RS Tentunya DOEN-nya untuk RS Jantung akan berbeda [Kalau kita nggak pakai dari DOEN ya,
dengan DOEN RSyang mempunyai prioritas penyakit [yang kita pakai jurnal itu, jurnal
paru seperti RS Persahabatan, mungkin beda juga terbaru.
dengan RS yang unggulannya adalah ortopedik.

15|Pembuatan formularium RS Ya, RS membuat formularium, obat-obat apa saya  |Ada formularium. Formularium pasien
yang esensial yang dibutuhkan di rumah sakit. harus ada, kalau nggak ada nggak akan

tersedia kan
16 |Kesesuaian penggunaan Yaa, itu sih .. terlalu.. susah untuk dijawab. Kalau yang kita bikin sendiri sesuai

formularium di RS

Karena kembali ke monitoring, tentunya sudah sesuai
atau tidak, itukan harus ada suatu monitor ya, tanpa
ada suatu monitor, tidak ada laporan yang bisa
dipercaya..

17

Kendala Penggunaan
formularium

Karena banyak dokter, banyak SMF, penggunanya,
kita susah

Dan monitoring itu biasanya termasuk yang paling
lemah, termasuk di RSini. Planningnya mungkin
bisa, implementasinya bisa, tapi untuk memonitor itu
susah. Terusterang untuk yang satu itu , saya belum
punya data...

Saya di bagian bedah itu juga tidak punya data,
apakah sudah sesuai dengan formularium atau
belum.

Karena formulariumitu kan dibikin
tahun sekian, ini kan jalan terus
perkembangannya pesat. Mungkin 6
bulan lalu sama 6 bulan besok ada
perbaruan lagi.

- Sangsi penggunaan obat yg
tidak sesuai formularium

No.

Pertanyaan

Pembentukan K omite Obat
dan Terapeutik RS
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Proses & Tujuan Pembentukan
SKFT

Itu dibawah Komite Medik .

Tujuannya sebenarnya sama, sama-
sama nanti akhirnya kembali ke
pengobatan rasional gitu-gitu lah.

Tujuannya yaitu untuk memperoleh pengobatan yang
rasional. Karena untuk penggunaan antibiotik di lapangan,
itu adalah Klinisi. Nah klinisi itu kan adanya di bawah
SMF, SMF dibawah komite medik. Makanya disana
dikendalikan oleh Sub Komite Farmasi dan Terapeutik.
Tidak boleh berjalan sendiri, tetapi mengikuti guide-line
yang dikeluarkan oleh SKFT.

19|Tugas SKFT Farmasi dan Terapi itu memfasilitasi
kita untuk memikirkan dan sama untuk
follow up evaluasi. Dia ikut memantau
kita juga gitu lo.
20|Peran penting & kinerja SKFT Ee.. ya SKFT itu untuk di RSini, di komite medik saya Monev ya, Monitoring dan Evaluasi ?
dalam POR RS belumtahu ya, apakah itu ada, dan siapa koordinatornya, |lya.
tetapi bisa juga..itu dari komite medik dilimpahkan ke
masing-masing SMF ..
Sehingga masing-masing SMF bertanggungjawab
terhadap pemakaian farmasi, dalam bentuk terapeutik
terhadap antimikroba, begit
Jadi SMF sendiri kan juga merupakan bagian dari Komite
Medis. Kalau secara khusus SKFT itu ada, kog saya belum
lihat di RSini
21 |Pertemuan pembahasan masalah ... kasus-kasus yang ee ada problem dengan infeksi, |PRA rutin sebulan sekali
POR oleh SKFT

dan penggunaan antibiotika yang dimana-mana, kog
resisten, itu dibahas dalam suatu tim khusus yang
melibatkan ke 4 komponen tadi. va 4 pilar dalam

- Kendala yang dihadapi SKFT

garang-garang.

jadi disini pun mba Eni tidak akan
berani melangkah begitu kalau ngak
ada yang backing apalagi dokternya

VI.

Pelatihan berkelanjutan untuk

dokter

22

Pelatihan berkelanjutan untuk
dokter di RSini

masuk diikutkan pelatihan

Kayaknya iya, mba Eni suka keluar

Terus, karena kalau di SMF itu ada
kewajiban-kewajiban yang memang
harus diikuti oleh dokternya,
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No.

Pertanyaan

7

8

9

23

Pelatihan khusus mengenai POR
untuk dokter

Kayaknya sih belum, seingat saya
belumtapi bisa saja dicross cek ke
farmasi mungkin farmasi kan menjadi
salah satu narasumber.

Sampai sekarang belum, kita hanya memberikan
sosialisasi-sosialisasi saja

Kita enggak mengikuti pendidikan
khususnya, tetapi ketika ada
Symposium, seminar yang isinya
penggunaan antibiotic terutama untuk
bavi kita ikut.

- Pelaksana/ pendanaannya

jarang kita dibiayai oleh Rumah Sakit.
Sponsor, jujur dok ?

Enggak.. kita ini (bayar) sendiri,
Rumah Sakit itu jarang.

VII. [Supervisi, Audit dan umpan balik
24|Pelaksanaan supervisi / audit  |Itu sudah dilakukan .., tapi baru yang [Secara global di Rumah sakit belum. Ya itu tadi, bahwa Terakhir sebelum saya sekolah itu ada
POR di RS di ICU kalau ngak salah. kelemahan dalam suatu organisasi itu adalah sistem audit.
evaluasi. Tetapi secara khusus, pada kasus-kasus tertentu,
itu sudah.... Itu sering sekali pasien-pasien yang ada di
NICU dan ICU
25|Y ang bertanggung jawab untuk |Itu yang kita seharusnya dibikin jadwal  |Yang bertanggungjawab ya PRA, .karena PRA itu Ketua PRA nya.
melaksanakan supervisi terus ada penggeraknya yuk kita ini-ini.  [merupakan suatu wadah untuk menampung ke-4 pilar
ltuyang belumada. Karenamasing- Itadi, jadi harus ditopang. Kadang menjadi wadah,
masing sibuk sendiri-sendiri, memang - \sehingga berada di bawah , dia harus mentfasilitasi
seharusnya ketuanya kali ya tetapi dari pilar-pilar tersebut..
ketuanya menyediakan waktunya hanya
hari selasa apa ya, sementara hari Sdlasa
kita juga belum tentu ada waktu.
26|Supervisi/audit secara PRA, ketua PRA, ketua PRA itu

berjenjang di dalam RS

Direktur. Kalau Farmasi Terapi itu
Komite Medik.
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Supervisi lembagai/instansi di
luar RS

Ada ngak ya itu. Mungkin pas
akreditasi itu kali ya. Coba nanti
juga di cross cek ya.

Ya..ada ... Karena PRA ini masuk dalamwilayah..
Dirjen tentang perumahsakitan, Yan Med.. Itu ada
programdari Kemenkes untuk implementasi PRA di
RS. Sebetulnya hanya untuk merangsang saja
tujuannya, bukan program Kemenkes yang terus
menerus.....Seperti tahun kemaren, ada penilaian
akreditasi PRA di RS. Dari 24 RSyang di bawah
Kemenkes, yang dinilai ya syukur, di Persahabatan
ini dapat poinjuaralll.

Kalau sampai sekarang belumya,
cuma melalui Depkes itu pernah ada
pelatihan untuk evaluasi terapi. Nah
itu belum seragam juga, ketika ditanya
waktu itu yang berangkat orang PRA
si Eni itu waktu saya ada pertanyaan-
pertanyaan evaluasi terapi itu kan ada
sub-sub judulnya jadi ada yang
membingungkan, itu ternyata ada juga
yang belumterjawab. Itu yang
mengadakan Depkes. Itu kan baru
disebut wacana evaluasi

28

M ekanisme umpan balik hasil
supervisi

Ya feedbacknya ya itu lulus, tidak lulus
itu.

Rekomendasinya Dok ?

Rekomendasinya mungkin ada kali ya,
tapi ngak tahu ada ngak ya, mungkin ada
kali ya bisa dilihat ditempatnya mas
Anton yang menerima.

Coba nanti di cross cek apa ada feedback
setelah dinilai

Ya, paling-eval uasi-evaluasi saja, .. kedepannya
harus |ebih baik, bahwa ini adalah bagian dari
rumah sakit, tidak usah berlomba karena ada
penilaian, karena ada penghargaan, bukan itu.
Tanpa dinilai pun itulah bagian dari rumah sakit..

Tanya dulu ke tim PRA aja.

VIII.

M enghindari | nsentif financial

tanpa alasan

29

Insentif khusus yang didapatkan
dari penggunaan obat tertentu di
RSini

Ngak tahu ya apa itu farmasi itu kali
yang lebih tahu kalau dari farmasi
atau klinisi salah satu pengguna itu.
Kalau kita mungkin timnya enggak.
Ngak ada.

Itu tidak ada sebetulnya.., tapi farmasi itu kan
mempunyai suatu program pendidikan. Nah jadi ee
dokter-dokter itu mendapat suatu support untuk
pendidikan berkelanjutan, semacam seminar,
simposium ditempat lain, ya.

“ (insentif dari)Obat enggak (ada),
(obat yabg dipakai) kan generik. Kan
kita kalau insentif nggak ada, kan
kalau yang dimaksud insentif resmi ni
kalau dulu yang pernah berjalan
menurut aku apotik, apotik punya
keuntungan ya kan, dari itu
seharusnya tapi nggak dipakai .
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Penggunaan insentif tersebut

Dan itu memang sudah disepakati oleh Kemenkes waktu
itu, kemudian dari persatuan farmasi dan DI, bahwa
pemberian “ support” dari farmasi ke dokter, tidak boleh
dalam bentuk barang, dan material apalagi dalam bentuk
uang, tetapi hanya boleh untuk menunjang pendidikannya,
jadi fasilitas-fasilitas untuk KIE.., (karena) untuk
akreditasi selama 5 tahun sekali, dan dia harus
mengumpulkan suatu kredit poin, untuk pengurusan STR
(Surat Tanda Registrasi) berikutnya. Sehingga
keterkaitannya sangat kuat sekali. Dan dokter untuk
mengeluarkan uang sendiri itu susah, apalagi di rumah
sakit pemerintah, pendapatannya tidak seberapa, dan dia
harus mengeluarkan sendiri biaya pendidikan,

IX. |Ketersediaan obat (utk informan Farmasi)
30a |Kesesuaian pemakaian obat obat yang saya kasih sudah ada kok di
dengan formularium yg ada formularium, karena dulu sudah
dimasukan oleh dokter (penanggung
jawab) yang lama..
31|Kontinuitas ketersediaan obat  |Kalau " petugasnya” waktu itu Kan kita semua disini itu kesulitannya

untuk kebutuhan pasien

pernah cerita ke saya ya, waduh ini
banyak antibiotic dokternya minta
tahunya hanya pakai sekian habisitu
numpuk

adalah tidak ada satelit (farmasi), kita
sudah NICU ni sudah lengkap kan ,
harapan kita Perina ini supaya lebih
gampang terus supaya 24 jam ada karena
bayi masuk jam berapa aja itu ada satelit
farmasi, satelit apotik ya disini. Dia
nyediani disini. Kalau enggak ini semua
yang bertanggung jawab perawat semua,
dia suruh ngitung, dia suruh ini amprah
gitu dia yang bertanggung jawab padahal
diajadi kerjaannya terkuras, seharusnya
dia full di bayi jadi harus mikiri itu. Itu
yang belum ada disini, ya ada apotik 24
jam ada di kita Rawat inap tetapi kalau
malam nggak mesti orang tuanya ada
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Mekanisme menjaga
ketersediaan obat tersebut

Keter sediaannya mungkin akan
mudah kalau misalnya dokter nya
minta terus

.. di rumah sakit pemerintah ini agak susah, mungkin
bisa tanya di depo farmasi, karena yang berperan
adalah depo farmasi...Karena berhubungan sekali
dengan sistem pengadaan, sistemtender. Yang itu
yang kadang kita tidak bisa mengintervensi,
kepentingan atau sistem birokrasi yang masih
panjang sekali..

Harusnya ada depo (farmasi) disini.
Menurut aku sudah sekomplek ini
sudah harus ada depo sehingga
perawatnya tidak direcoki kerjaan
ngurus obat.

Mungkin pernah diajukan farmasi
tenaganya yang terbatas.

33

Kesesuaian perencanaan
pengadaan obat dgn penggunaan
obat oleh SMF

Jadi kelihatannya ya mungkin kalau
sampai dikeluhkan begitu saya rasa
penggunaannya masih itu ya.

Edukasi public mengenai obat

34|Cara & upaya sayarasa "petugas’ itu pernah Sampai saat ini belum, mustinya memang ..(harus ada)....  |Kita ada semua, istilahnya kita
penyebarluasan informasi ngasih penyuluhan tapi penyuluhan |{Masyarakat di rumah sakit itu ada dua, yaitu masyarakat  |menggunakan obat ini kan harus ada
penggunaan obat kepada itu dengan orang awamatau tidak  |Pelayan, mulai dari dokter Kinisi, perawat sampai pekarya. |hjtam diatas putih. Kita kasih obat apa
masyarakat saya ngak tahu. Tapi nanti bisa di yang terlibat dalam prosesinfeksi... Yang kedua, kita kasih ke orang tuanya, tapi kita
cek lagi dengan " petugasnya” masyarakat yang dilayani, itu ada duayaitu pasien dan | menerangkan setingkat pengetahuan
keluarga pasien. Jadi masyarakat yang dilayani itu juga di
. T N ia.
harus mengerti, bahwa kuman itu bisa ditularkan antar
mereka
35(Tanggapan /pemanfaatan Tapi ada juga yang sudah dikasih
masyarakat terhadap tanda-tanda begitu, kok nggak dikasih

informasi penggunaan obat
tsb

tahu.

Nggak mudeng

Makanya harus ada hitam diatas
putih.

Saran dan M asukan
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Saran atau masukan untuk
peningkatan POR sesuai
rekomendasi WHO di RSUPP

Sebenarnya itu sangat tergantung
dengan klinisi ya, kita susah untuk
menyadarkan klinisi. Jadi mungkin
kebijakannya harus betul -betul
diikuti, terus si apa ya, pembuat
kebijakan itu harus jadi monev nya
itu harus tepat ya.

Semua kembali kepada knowledge... knowledge dari
timtersebut, terkait yang 4 pilar tadi.

Yang kedua nurani. Nurani berkata apa, dengan
dasar pengetahuan yang baik dikendalikan oleh satu
nurani, itikat yang baik, untuk satu tujuan yang
sama, yaitu sama-sama mengendalikan penggunaan
antibiotika, untuk mencegah resistensi kuman, itu
akan |ebih baik

Bisa saja seseorang mempunyai pengetahuan yang
baik, kalau nuraninya di-imingi-imingi, pengetahuan
itu bisa dikalahkan, karena tentu manusia punya
leahi it than_ ko it ihan

Evaluasi. Misalnya sudah dijalankan,
kan harusnya sekian bulan sekali kan
begitu protab diawal kan mau laporan
itu kalau nggak digerakkan lagi ya
berhenti lagi. Seperti biasalah
kegiatan ini.
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